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PRAKATA
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berbagai aspek mulai dari konsep dasar, teori, kebijakan, hingga
penyelesaian konflik industrial. Saya berharap buku ini dapat
menjadi referensi yang bermanfaat dan mampu meningkatkan
kompetensi mahasiswa dalam bidang hubungan industrial. Ucapan
terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah
mendukung proses penulisan ini. Semoga buku ini dapat
memberikan manfaat dan inspirasi bagi pengembangan ilmu
hubungan industrial di Indonesia.

Dr. Eva Desembrianita, Dra, MM.
Penulis
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BAB 1: KONSEP DASAR
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang
lingkup dari hubungan industrial secara komprehensif,
sehingga dapat memahami dasar-dasar yang mendasari
interaksi antara pekerja dan pengusaha dalam konteks
organisasi dan ketenagakerjaan.

Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan
tujuan serta fungsi utama dari hubungan industrial,
termasuk peranannya dalam menciptakan suasana kerja
yang harmonis dan produktif di tempat kerja.

Mahasiswa mampu memahami dan menguraikan filosofi
serta nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam
praktik hubungan industrial, sehingga mampu menilai
relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks Indonesia
maupun global.

Mahasiswa mampu menganalisis pentingnya konsep
dasar hubungan industrial sebagai fondasi dalam
membangun hubungan kerja yang efektif dan berkeadilan.
Mahasiswa dapat mengaitkan antara teori dan praktik
hubungan industrial dengan kondisi nyata di lapangan,
termasuk tantangan dan peluang yang muncul dalam
pengelolaan hubungan kerja.

Mahasiswa mampu menyusun argumen yang mendukung
pentingnya pemahaman mendalam tentang konsep dasar
hubungan industrial dalam rangka pengembangan
kebijakan dan strategi manajemen sumber daya manusia.
Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan
tentang konsep dasar hubungan industrial dalam
menyusun solusi terhadap permasalahan yang berkaitan
dengan hubungan kerja di berbagai sektor industri.
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Pendahuluan

Dalam dunia ketenagakerjaan, hubungan industrial memegang
peranan yang sangat penting sebagai fondasi utama dalam
menciptakan suasana kerja yang harmonis, adil, dan produktif.
Hubungan industrial tidak hanya sekadar interaksi antara
pekerja dan pengusaha, tetapi juga mencakup berbagai aspek
yang meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya yang
mempengaruhi dinamika di tempat kerja. Oleh karena itu,
pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar hubungan
industrial menjadi sangat penting bagi para mahasiswa yang akan
berperan sebagai praktisi, pengambil kebijakan, maupun
pengelola sumber daya manusia di masa depan.

Pengantar ini akan membahas mengapa pemahaman tentang
hubungan industrial menjadi sangat mendesak di tengah
perkembangan dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis.
Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan dalam
mengelola hubungan kerja semakin meningkat. Perubahan
regulasi, munculnya teknologi baru, serta meningkatnya
kesadaran pekerja akan hak-haknya menuntut para pengelola
organisasi dan perusahaan untuk mampu menyesuaikan diri dan
menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial yang efektif
dan berkeadilan.

Selain itu, hubungan industrial yang baik akan mampu mencegah
terjadinya konflik dan perselisihan yang dapat mengganggu
kelangsungan operasional perusahaan. Sebaliknya,
ketidakpahaman terhadap konsep dasar hubungan industrial
dapat menimbulkan ketegangan, ketidakadilan, bahkan konflik
yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penguasaan terhadap
pengertian dan ruang lingkup hubungan industrial menjadi
langkah awal yang penting untuk membangun fondasi yang
kokoh dalam pengelolaan hubungan kerja.
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Lebih jauh lagi, memahami tujuan dan fungsi hubungan industrial
akan membantu mahasiswa dalam menilai peran strategisnya
dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan produktif.
Nilai-nilai dasar dan filosofi yang melandasi hubungan industrial
juga menjadi pedoman dalam membangun budaya kerja yang
berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguasaan
materi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat relevan
dan aplikatif dalam konteks nyata di lapangan.

Pada bagian ini, mahasiswa akan diajak untuk menyelami
konsep-konsep fundamental yang menjadi dasar dalam studi
hubungan industrial. Melalui pemahaman yang mendalam,
diharapkan mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan
tersebut dalam berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi di
dunia kerja. Dengan demikian, mereka akan lebih siap untuk
berkontribusi dalam menciptakan hubungan kerja yang
harmonis, adil, dan berkelanjutan di masa depan.

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup
Hubungan Industrial

1.1.1 Pengertian Hubungan Industrial

Hubungan industrial merupakan suatu bidang studi dan praktik
yang mengatur interaksi antara pekerja dan pengusaha dalam
konteks ketenagakerjaan. Secara umum, hubungan industrial
dapat dipahami sebagai hubungan timbal balik yang terjadi di
tempat kerja, yang meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, hukum,
dan budaya yang mempengaruhi kedua belah pihak. Menurut
Sondang P. Siagian (2018), hubungan industrial adalah ""suatu
proses yang berhubungan dengan hubungan antara pekerja dan
pengusaha yang didasarkan pada peraturan perundang-
undangan, norma sosial, dan kesepakatan bersama untuk
mencapai tujuan bersama secara adil dan harmonis.""

HUBUNGAN INDUSTRIAL 3



Pengertian ini menekankan bahwa hubungan industrial tidak
hanya sebatas interaksi sehari-hari, tetapi juga melibatkan aspek
legal dan norma sosial yang mengatur bagaimana kedua pihak
berinteraksi dan berkontribusi terhadap keberlangsungan
organisasi. Hubungan ini mencakup berbagai kegiatan seperti
perundingan, penyelesaian perselisihan, pengaturan upabh,
kondisi kerja, serta pengembangan hubungan kerja yang
berkelanjutan.

1.1.2 Ruang Lingkup Hubungan Industrial

Ruang lingkup hubungan industrial sangat luas dan mencakup
berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
manusia di tempat kerja. Secara garis besar, ruang lingkup ini
meliputi:

1. Aspek Hukum dan Regulasi Hubungan industrial harus
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan di
Indonesia, peraturan pemerintah, dan perjanjian
internasional yang relevan. Aspek ini mencakup hak dan
kewajiban pekerja dan pengusaha, serta mekanisme
penegakan hukum dalam menyelesaikan perselisihan.

2. Aspek Sosial dan Budaya Hubungan industrial juga
dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berlaku di
masyarakat maupun di organisasi tertentu. Nilai-nilai
budaya seperti keadilan, saling menghormati, dan gotong
royong menjadi dasar dalam membangun hubungan yang
harmonis.

3. Aspek Ekonomi Aspek ekonomi berkaitan dengan
pengaturan upah, tunjangan, insentif, dan manfaat lainnya
yang memotivasi pekerja serta memastikan keberlanjutan
usaha. Hubungan 1ini juga meliputi pengelolaan
produktivitas dan efisiensi kerja.

4. Aspek Organisasi dan Manajemen Dalam konteks
organisasi, hubungan industrial mencakup pengelolaan
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hubungan kerja melalui perjanjian kerja, perundingan
kolektif, serta pengembangan budaya organisasi yang
mendukung hubungan yang harmonis.

5. Aspek Psikologis dan Sosial Aspek ini menyoroti
pentingnya aspek psikologis dalam hubungan Kkerja,
seperti kepuasan kerja, motivasi, dan kepercayaan antara
pekerja dan pengusaha. Hubungan yang sehat akan
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kedua
belah pihak.

6. Aspek Perundingan dan Penyelesaian Konflik
Hubungan industrial juga meliputi proses perundingan,
mediasi, arbitrase, dan mekanisme penyelesaian
perselisihan yang adil dan efektif. Hal ini penting agar
konflik tidak berkembang menjadi perselisihan yang
merugikan kedua pihak.

1.1.3 Contoh Relevan dalam Konteks Indonesia

Sebagai contoh, dalam praktiknya di Indonesia, hubungan
industrial diatur secara ketat melalui Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini,
diatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, termasuk
ketentuan mengenai perjanjian kerja, upah minimum, jam kerja,
cuti, dan penyelesaian perselisihan. Selain itu, keberadaan serikat
pekerja dan lembaga tripartit menjadi bagian penting dari ruang
lingkup hubungan industrial, yang berfungsi sebagai wadah
perwakilan dan negosiasi antara pekerja dan pengusaha.

1.1.4 Signifikansi Pengertian dan Ruang Lingkup
Hubungan Industrial

Memahami pengertian dan ruang lingkup hubungan industrial
sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun
hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Tanpa pemahaman
yang jelas tentang apa itu hubungan industrial dan aspek-
aspeknya, pengelolaan hubungan kerja dapat menjadi tidak
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efektif, bahkan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
Sebagai contoh, ketidakjelasan dalam peraturan perundang-
undangan atau norma sosial dapat menyebabkan ketidakadilan
dan ketidakpuasan di antara pekerja maupun pengusaha.

Selain itu, pengertian yang komprehensif membantu para
praktisi dan pengelola sumber daya manusia dalam merancang
kebijakan dan strategi yang sesuai dengan konteks organisasi dan
budaya setempat. Dalam praktiknya, hubungan industrial yang
baik akan mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan
tingkat konflik, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif
untuk pertumbuhan organisasi.

1.2 Tujuan dan Fungsi Hubungan
Industrial

1.2.1 Tujuan Hubungan Industrial

Tujuan utama dari hubungan industrial adalah menciptakan
suasana kerja yang harmonis, adil, dan produktif antara pekerja
dan pengusaha. Dalam konteks ini, hubungan industrial berfungsi
sebagai mekanisme untuk mengatur interaksi dan kerjasama
yang saling menguntungkan, sehingga kedua belah pihak dapat
mencapai tujuan organisasi sekaligus memenuhi hak dan
kewajibannya secara adil.

Secara lebih rinci, tujuan hubungan industrial meliputi:

1. Menciptakan Kondisi Kerja yang Seimbang dan Adil
Tujuan ini menekankan pentingnya keadilan dalam
pengaturan upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya.
Pekerja harus mendapatkan perlakuan yang adil sesuai
dengan hak-haknya, sementara pengusaha mendapatkan
manfaat dari produktivitas yang optimal.
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. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Hubungan
industrial yang baik akan mendorong motivasi dan
komitmen pekerja, yang pada akhirnya meningkatkan
efisiensi dan produktivitas organisasi. Sebagai contoh,
suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati akan
memotivasi pekerja untuk bekerja lebih keras dan
berkualitas.

. Mencegah dan Menyelesaikan Konflik Secara Efektif
Konflik di tempat kerja tidak dapat dihindari, tetapi tujuan
hubungan industrial adalah mengelola konflik tersebut
secara konstruktif dan damai. Melalui mekanisme
perundingan dan penyelesaian perselisihan, konflik dapat
diselesaikan tanpa mengganggu keberlangsungan
organisasi.

. Menjamin Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha
Hubungan industrial bertujuan untuk memastikan bahwa
hak-hak pekerja seperti upah yang layak, jaminan sosial,
dan perlindungan hukum terpenuhi, sekaligus
memastikan pengusaha dapat menjalankan usahanya
secara berkelanjutan.

. Membangun Budaya Kerja yang Harmonis dan
Berkelanjutan Tujuan ini menekankan pentingnya
membangun budaya organisasi yang berlandaskan nilai-
nilai keadilan, saling menghormati, dan kerjasama jangka
panjang.

1.2.2 Fungsi Hubungan Industrial

Fungsi hubungan industrial sangat penting dalam mendukung
keberhasilan organisasi dan kesejahteraan pekerja. Fungsi utama
dari hubungan industrial meliputi:

1. Fungsi Regulatif Fungsi ini berkaitan dengan pengaturan

hubungan kerja melalui peraturan perundang-undangan,
perjanjian kerja, dan norma sosial. Fungsi ini memastikan

HUBUNGAN INDUSTRIAL 7



bahwa hubungan kerja berlangsung sesuai dengan aturan
yang berlaku, sehingga tercipta keadilan dan ketertiban.

2. Fungsi Mediasi dan Penyelesaian Konflik Hubungan
industrial  berfungsi sebagai mekanisme untuk
menyelesaikan perselisihan secara damai dan adil. Melalui
lembaga seperti mediators, konsiliasi, dan arbitrator,
konflik yang muncul dapat diselesaikan tanpa harus
menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak.

3. Fungsi Pengembangan dan Peningkatan
Kesejahteraan Hubungan industrial juga berfungsi dalam
pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan,
pengembangan kompetensi, dan peningkatan
kesejahteraan pekerja. Hal ini dilakukan agar pekerja
merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan
kontribusi terbaik.

4. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Fungsi ini
berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan dan perjanjian kerja, serta memastikan bahwa
hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha dipenuhi
secara konsisten.

5. Fungsi Peningkatan Komunikasi dan Partisipasi
Hubungan industrial berfungsi sebagai wadah komunikasi
yang efektif antara pekerja dan pengusaha, termasuk
melalui serikat pekerja dan lembaga perwakilan lainnya.
Fungsi ini penting untuk membangun saling pengertian
dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

1.2.3 Contoh Implementasi Tujuan dan Fungsi

Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur besar di
Indonesia menerapkan sistem perundingan kolektif secara rutin
untuk memastikan bahwa upah dan kondisi kerja memenubhi
standar yang adil dan sesuai regulasi. Melalui mekanisme ini,
pekerja dapat menyampaikan aspirasi dan keberatan mereka,
sementara pengusaha dapat menyesuaikan kebijakan agar tetap
kompetitif dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bagaimana
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hubungan industrial berfungsi sebagai alat untuk mencapai
tujuan utama, yaitu menciptakan suasana kerja yang harmonis
dan produktif.

1.2.4 Signifikansi dalam Konteks Modern

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tujuan dan fungsi
hubungan industrial semakin kompleks dan menuntut adaptasi
yang cepat. Perubahan regulasi, munculnya teknologi baru, serta
meningkatnya kesadaran pekerja akan hak-haknya menuntut
hubungan industrial yang fleksibel, inovatif, dan berorientasi
pada keberlanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam
tentang tujuan dan fungsi ini menjadi sangat penting agar
hubungan kerja dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan di
berbagai sektor industri.

1.3 Filosofi dan Nilai-nilai Dasar dalam
Hubungan Industrial

1.3.1 Filosofi Hubungan Industrial

Filosofi dasar dalam hubungan industrial berakar pada prinsip
keadilan, saling menghormati, dan kerjasama yang berkelanjutan.
Filosofi ini menegaskan bahwa hubungan antara pekerja dan
pengusaha harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang
tinggi, bukan semata-mata pada kepentingan ekonomi jangka
pendek. Dalam konteks Indonesia, filosofi ini juga dipengaruhi
oleh budaya gotong royong dan musyawarah mufakat yang
menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Menurut Robbins (2019), filosofi hubungan industrial harus
menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki
hak dan kewajiban, serta menempatkan keadilan sebagai
landasan utama dalam setiap interaksi. Dengan demikian,
hubungan industrial tidak hanya berorientasi pada hasil
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ekonomi, tetapi juga pada pembangunan hubungan yang
berkelanjutan dan berkeadilan.

1.3.2 Nilai-nilai Dasar dalam Hubungan Industrial

Nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam praktik hubungan
industrial meliputi:

1.

Keadilan Keadilan merupakan prinsip utama yang harus
dipegang teguh dalam hubungan industrial. Pekerja
berhak mendapatkan upah yang layak, perlakuan yang
adil, serta perlindungan hukum. Pengusaha pun harus
menjalankan usahanya secara adil dan bertanggung
jawab. Contoh nyata adalah penerapan upah minimum
yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan peraturan
yang berlaku.

Saling Menghormati Penghormatan terhadap hak dan
martabat pekerja maupun pengusaha menjadi fondasi
dalam membangun hubungan yang harmonis. Sikap saling
menghormati ini menciptakan suasana kerja yang
kondusif dan mengurangi potensi konflik.

Kejujuran dan Transparansi Dalam hubungan
industrial, kejujuran dan transparansi sangat penting agar
kedua belah pihak dapat saling percaya. Misalnya,
pengusaha harus jujur dalam menyampaikan kondisi
keuangan perusahaan, dan pekerja harus jujur dalam
menyampaikan aspirasi dan keberatan mereka.
Kerjasama dan Saling Menguntungkan Prinsip ini
menegaskan bahwa hubungan industrial harus
didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan,
bukan saling merugikan. Sebagai contoh, perjanjian kerja
harus mengakomodasi kepentingan kedua pihak agar
tercipta suasana yang saling mendukung.

Partisipasi dan Demokrasi Nilai ini menekankan
pentingnya partisipasi pekerja dalam pengambilan
keputusan yang mempengaruhi mereka, seperti melalui
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serikat pekerja dan forum komunikasi. Demokrasi dalam
pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa
memiliki dan tanggung jawab bersama.

1.3.3 Relevansi Nilai-nilai dalam Konteks Indonesia
dan Global

Di Indonesia, nilai-nilai ini tercermin dalam budaya musyawarah
dan gotong royong yang menjadi bagian dari identitas nasional.
Nilai-nilai ini juga diadopsi dalam berbagai regulasi
ketenagakerjaan, seperti dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang menekankan keadilan dan perlindungan
hak pekerja.

Secara global, nilai-nilai ini juga diakui dan diadopsi dalam
berbagai standar internasional, seperti Konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO), yang menegaskan pentingnya
keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan sosial dalam
hubungan industrial. Hal ini menunjukkan bahwa filosofi dan
nilai-nilai dasar ini bersifat universal dan menjadi fondasi dalam
membangun hubungan kerja yang berkelanjutan dan berkeadilan
di seluruh dunia.

1.3.4 Implementasi Nilai-nilai Dasar

Contoh implementasi nilai-nilai ini dapat dilihat dalam praktik
perusahaan yang menerapkan sistem dialog terbuka dan
transparan dengan pekerja, serta menerapkan kebijakan upah
yang adil dan sesuai standar hidup layak. Selain itu, perusahaan
yang mengedepankan budaya saling menghormati dan kejujuran
akan lebih mampu membangun kepercayaan dan loyalitas dari
pekerja, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan
keberlanjutan usaha.

Filosofi dan nilai-nilai dasar dalam hubungan industrial menjadi
landasan moral dan etika yang mengarahkan seluruh praktik dan
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kebijakan di tempat kerja. Mereka menegaskan bahwa hubungan
kerja harus didasarkan pada prinsip keadilan, saling
menghormati, kejujuran, kerjasama, dan partisipasi. Nilai-nilai ini
tidak hanya relevan dalam konteks nasional Indonesia, tetapi juga
bersifat universal dan menjadi pedoman dalam membangun
hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan di tingkat
global. Dengan memahami dan menginternalisasi filosofi serta
nilai-nilai ini, para praktisi dan mahasiswa dapat berkontribusi
dalam menciptakan suasana kerja yang adil, produktif, dan
berkelanjutan.

Rangkuman

Hubungan industrial merupakan bidang studi dan praktik yang
mengatur interaksi antara pekerja dan pengusaha dalam konteks
ketenagakerjaan, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, hukum,
dan budaya. Pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan
ruang lingkup ini sangat penting untuk membangun hubungan
kerja yang harmonis dan produktif. Berikut adalah poin-poin
utama yang menjadi rangkuman dari pembahasan tersebut:

1. Hubungan industrial tidak hanya sebatas interaksi sehari-
hari, tetapi juga melibatkan aspek legal dan norma sosial
yang mengatur bagaimana kedua pihak berinteraksi dan
berkontribusi terhadap keberlangsungan organisasi.

2. Ruanglingkup hubungan industrial sangat luas, mencakup
aspek hukum dan regulasi, sosial dan budaya, ekonomi,
organisasi dan manajemen, psikologis dan sosial, serta
proses perundingan dan penyelesaian konflik.

3. Aspek hukum dan regulasi menjadi dasar utama, termasuk
peraturan perundang-undangan seperti uu
Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan kewajiban
pekerja dan pengusaha.
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4. Norma sosial dan budaya, seperti nilai keadilan dan
gotong royong, turut mempengaruhi hubungan industrial,
menciptakan suasana yang harmonis.

5. Aspek ekonomi meliputi pengaturan upah, tunjangan, dan
insentif yang memotivasi pekerja sekaligus memastikan
keberlanjutan usaha.

6. Pengelolaan hubungan Kkerja melalui perjanjian,
perundingan kolektif, serta pengembangan budaya
organisasi menjadi bagian dari ruang lingkup ini.

7. Aspek psikologis dan sosial, seperti kepuasan kerja dan
kepercayaan, berperan penting dalam meningkatkan
produktivitas dan kesejahteraan.

8. Proses perundingan, mediasi, arbitrase, dan mekanisme
penyelesaian perselisihan menjadi bagian penting dalam
menjaga hubungan yang harmonis.

9. Di Indonesia, hubungan industrial diatur secara ketat
melalui regulasi seperti UU No. 13 Tahun 2003, serta
melibatkan serikat pekerja dan lembaga tripartit sebagai
wadah perwakilan.

10. Pemahaman yang komprehensif tentang pengertian dan
ruang lingkup ini membantu praktisi dan pengelola
sumber daya manusia dalam merancang kebijakan yang
sesuai, mengurangi konflik, dan meningkatkan
produktivitas.

11. Dengan memahami dan mengimplementasikan aspek-
aspek tersebut, hubungan industrial dapat berjalan secara
efektif, adil, dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan
organisasi dan kesejahteraan pekerja.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay
1. Jelaskan pengertian hubungan industrial menurut

Sondang P. Siagian dan sebutkan aspek-aspek yang
termasuk dalam ruang lingkup hubungan industrial.
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2. Uraikan tujuan utama dari hubungan industrial dan
berikan contoh bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai
di tempat kerja.

3. Diskusikan filosofi dasar yang melandasi hubungan
industrial dan jelaskan relevansinya dalam konteks
Indonesia dan global.

4. Analisis pentingnya memahami konsep dasar hubungan
industrial dalam membangun hubungan kerja yang efektif
dan berkeadilan.

5. Berikan pendapat Anda tentang peran nilai-nilai dasar
seperti keadilan dan saling menghormati dalam
menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Soal Pilihan Berganda

1. Apa pengertian hubungan industrial secara umum?

o a. Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang
didasarkan pada peraturan perundang-undangan,
norma sosial, dan kesepakatan bersama.

o b. Hubungan antara pemerintah dan serikat
pekerja dalam pengelolaan ketenagakerjaan.

o ¢. Hubungan yang hanya melibatkan aspek
ekonomi di tempat kerja.

o d. Hubungan yang bersifat pribadi dan tidak diatur
secara formal.

2. Ruang lingkup hubungan industrial meliputi aspek
berikut, kecuali:

o a.Aspek hukum dan regulasi

o b. Aspek sosial dan budaya

o c.Aspek teknologi informasi

o d. Aspek ekonomi

3. Salah satu tujuan hubungan industrial adalah:

o a.Meningkatkan konflik di tempat kerja

o b. Menciptakan kondisi kerja yang tidak adil

o ¢. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi
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o d. Mengurangi partisipasi pekerja dalam
pengambilan keputusan
. Fungsi utama dari hubungan industrial adalah:
o a.Mengatur hubungan kerja melalui peraturan dan
norma
o b.Mengurangi hak pekerja
o c.Mengabaikan penyelesaian konflik
o d.Menghindari perundingan kolektif
. Nilai dasar yang menjadi landasan dalam hubungan
industrial adalah:
o a. Keadilan, saling menghormati, Kkejujuran,
kerjasama, dan partisipasi
o b. Keuntungan semata-mata untuk pengusaha
o c¢. Kompetisi dan individualisme
o d.Ketertutupan dan otoritarianisme
. Filosofi hubungan industrial menempatkan manusia
sebagai makhluk sosial yang harus:
o a.Mendapatkan perlakuan tidak adil
o b. Didasarkan pada nilai moral dan etika
o c¢.Mengabaikan hak-hak pekerja
o d. Bersifat kompetitif dan individualistik
. Salah satu aspek yang mempengaruhi hubungan industrial
adalah:
o a.Aspek sosial dan budaya
o b. Aspek teknologi tinggi
o c.Aspek keuangan pribadi
o d. Aspek politik luar negeri
. Dalam konteks Indonesia, hubungan industrial diatur
secara ketat melalui:
o a.Peraturan daerah
o b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
o c.Peraturan perusahaan saja
o d. Keputusan sepihak pengusaha
. Nilai keadilan dalam hubungan industrial berarti:
o a.Memberikan upah yang tidak sesuai standar
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o b.Perlakuan yang adil dan sesuai hak pekerja

o . Mengabaikan perlindungan hukum

o d. Memberikan perlakuan berbeda tanpa alasan
yang jelas

10. Salah satu fungsi hubungan industrial adalah:

o a.Menyelesaikan konflik secara damai dan adil

o b. Mengurangi komunikasi antara pekerja dan
pengusaha

o ¢.Menghindari perundingan kolektif

o d. Menetapkan kebijakan sepihak tanpa
musyawarah

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia mengalami
konflik antara manajemen dan serikat pekerja terkait
kenaikan upah. Buatlah sebuah rencana langkah-langkah
penyelesaian konflik tersebut berdasarkan prinsip
hubungan industrial yang baik dan adil. Jelaskan proses
yang akan Anda lakukan dan alasan di balik setiap
langkah.

2. Analisis sebuah perusahaan yang berhasil membangun
hubungan industrial yang harmonis. Identifikasi faktor-
faktor kunci yang mendukung keberhasilan tersebut dan
buatlah rekomendasi strategi yang dapat diterapkan
perusahaan lain untuk mencapai hubungan kerja yang
serupa.

Referensi

1. Robbins, S. P. (2019). Organizational Behavior (18th ed.).
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2. Siagian, S. P. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia.
Bumi Aksara." "
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BAB 2: TEORI DAN

PENDEKATAN STUDI DALAM

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan konsep
dasar dari pendekatan sistem dalam studi hubungan
industrial secara komprehensif dan kritis.

Mahasiswa dapat membedakan dan menganalisis
pendekatan pluralistik dan unitaristik dalam konteks
hubungan industrial, serta memahami relevansinya dalam
praktik di lapangan.

Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membandingkan
pendekatan Marxist dan pendekatan Kkritis dalam studi
hubungan industrial, serta menilai dampaknya terhadap
kebijakan dan praktik ketenagakerjaan.

Mahasiswa mampu menerapkan pemahaman tentang
berbagai pendekatan tersebut dalam menganalisis
dinamika hubungan industrial di Indonesia maupun di
negara lain.

Mahasiswa mampu mengkritisi kekuatan dan kelemahan
dari masing-masing pendekatan dalam rangka
membangun hubungan industrial yang adil dan
berkelanjutan.

Mahasiswa mampu mengembangkan argumentasi yang
berbasis teori dalam diskusi dan penulisan terkait studi
pendekatan dalam hubungan industrial.

Mahasiswa mampu mengidentifikasi relevansi
pendekatan-pendekatan  tersebut dalam  konteks
perkembangan hubungan industrial di era globalisasi dan
digitalisasi.

HUBUNGAN INDUSTRIAL 17



Pendahuluan

Dalam dunia hubungan industrial, pemahaman terhadap
berbagai pendekatan studi menjadi sangat penting untuk
mengkaji dan memahami dinamika yang terjadi di lapangan.
Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai
kerangka analisis, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan
kebijakan dan strategi yang efektif dalam mengelola hubungan
antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, mempelajari
berbagai pendekatan studi dalam hubungan industrial menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari penguasaan konsep-konsep
dasar dalam mata kuliah ini.

Pada bagian ini, kita akan membahas tiga pendekatan utama yang
sering digunakan dalam studi hubungan industrial, yaitu
pendekatan sistem, pendekatan pluralistik dan unitaristik, serta
pendekatan Marxist dan kritis. Pendekatan sistem menekankan
bahwa hubungan industrial harus dipahami sebagai bagian dari
sistem yang kompleks dan saling terkait, di mana berbagai
elemen seperti manajemen, pekerja, dan pemerintah saling
berinteraksi dalam kerangka yang terstruktur. Pendekatan ini
membantu kita memahami bagaimana hubungan industrial
berfungsi secara keseluruhan dan bagaimana perubahan dalam
satu bagian dapat mempengaruhi bagian lain.

Selanjutnya, pendekatan pluralistik dan unitaristik menawarkan
pandangan yang berbeda dalam memahami hubungan antara
pekerja dan pengusaha. Pendekatan pluralistik melihat hubungan
industrial sebagai hasil dari keberagaman kepentingan dan peran
berbagai pihak yang harus diakomodasi melalui mekanisme
dialog dan perundingan. Sebaliknya, pendekatan unitaristik
memandang bahwa semua pihak memiliki tujuan yang sama dan
bahwa hubungan industrial harus diarahkan untuk mencapai
keserasian dan harmoni yang utuh. Memahami kedua
pendekatan ini penting agar kita mampu menilai situasi dan
merancang kebijakan yang sesuai dengan konteks tertentu.
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Selain itu, pendekatan Marxist dan kritis memberikan sudut
pandang yang lebih mendalam dan kritis terhadap struktur
kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam hubungan industrial.
Pendekatan ini menyoroti aspek ekonomi dan politik yang
mempengaruhi hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta
menuntut adanya perubahan struktural untuk mencapai keadilan
sosial. Dengan mempelajari pendekatan ini, mahasiswa
diharapkan mampu melihat hubungan industrial dari perspektif
yang lebih luas dan kritis, serta mampu mengidentifikasi
tantangan dan peluang dalam membangun hubungan yang adil
dan berkelanjutan.

Penguasaan terhadap berbagai pendekatan ini sangat penting
karena akan memperkaya wawasan mahasiswa dalam
menganalisis fenomena hubungan industrial di Indonesia
maupun di negara lain. Selain itu, pemahaman yang mendalam
akan membantu mahasiswa dalam mengembangkan strategi dan
kebijakan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga
adil dan berkelanjutan secara sosial. Dengan demikian, bagian ini
menjadi fondasi penting dalam membekali mahasiswa agar
mampu berperan aktif dan kritis dalam pengembangan
hubungan industrial yang harmonis dan produktif di masa depan.

2.1 Pendekatan Sistem dalam Hubungan
Industrial

2.1.1. Pengertian Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem dalam studi hubungan industrial merupakan
kerangka analisis yang memandang hubungan antara pengusaha,
pekerja, pemerintah, dan elemen lain sebagai bagian dari sebuah
sistem yang saling terkait dan berinteraksi secara dinamis.
Pendekatan ini menekankan bahwa hubungan industrial tidak
dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai
bagian dari keseluruhan yang kompleks dan saling bergantung.
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Sistem ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang memungkinkan
analisis terhadap bagaimana berbagai komponen saling
mempengaruhi dan dipengaruhi dalam rangka mencapai tujuan
bersama, seperti stabilitas, produktivitas, dan keadilan sosial.

2.1.2. Karakteristik Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem memiliki beberapa karakteristik utama yang
membedakannya dari pendekatan lain. Pertama, sifatnya yang
holistik, yang berarti bahwa seluruh elemen dalam hubungan
industrial harus dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan yang
utuh. Kedua, adanya interdependensi, di mana perubahan pada
satu bagian sistem akan mempengaruhi bagian lain secara
langsung maupun tidak langsung. Ketiga, adanya umpan balik
(feedback), yang memungkinkan sistem untuk menyesuaikan diri
berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses sebelumnya.
Keempat, sifat adaptif, di mana sistem mampu beradaptasi
terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal.

2.1.3. Komponen dalam Pendekatan Sistem

Dalam kerangka pendekatan sistem, terdapat beberapa
komponen utama yang saling berinteraksi. Komponen tersebut
meliputi:

e Manajemen: bertanggung jawab dalam pengambilan
keputusan dan pengelolaan sumber daya perusahaan.

e Pekerja: sebagai pelaku utama dalam proses produksi
dan pelayanan.

o Serikat Pekerja: sebagai perwakilan pekerja dalam
menyampaikan aspirasi dan negosiasi.

o Pemerintah: sebagai regulator dan pengatur kebijakan
ketenagakerjaan.

o Lingkungan Eksternal: termasuk faktor ekonomi, sosial,
politik, dan teknologi yang mempengaruhi hubungan
industrial.
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Contoh nyata dari pendekatan sistem dapat dilihat pada
pengelolaan hubungan industrial di perusahaan multinasional
yang menerapkan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan
semua pihak secara seimbang, serta menyesuaikan diri terhadap
perubahan regulasi dan kondisi pasar global.

2.1.4. Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Praktik

Dalam praktiknya, pendekatan sistem digunakan untuk
menganalisis dan merancang kebijakan hubungan industrial yang
komprehensif.  Misalnya, dalam menyusun kebijakan
pengupahan, perusahaan harus mempertimbangkan aspek
produktivitas, kesejahteraan pekerja, regulasi pemerintah, dan
kondisi ekonomi makro. Pendekatan ini juga digunakan dalam
mengelola konflik industrial dengan memahami bahwa konflik
tidak hanya disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan,
tetapi juga oleh ketidaksesuaian sistem yang mengatur hubungan
tersebut.

Contoh lain adalah implementasi sistem manajemen hubungan
industrial berbasis dialog dan partisipasi, yang menempatkan
komunikasi sebagai elemen kunci dalam menjaga stabilitas
hubungan. Di Indonesia, pendekatan ini dapat dilihat pada
praktik tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan
serikat pekerja dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan
yang adil dan berkelanjutan (Sutrisno, 2019).

2.1.5. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Sistem

Kelebihan utama dari pendekatan sistem adalah kemampuannya
untuk memberikan gambaran menyeluruh dan integratif
terhadap hubungan industrial. Pendekatan ini membantu dalam
mengidentifikasi faktor-faktor yang saling mempengaruhi dan
memfasilitasi pengembangan kebijakan yang bersifat preventif
dan adaptif. Selain itu, pendekatan ini mendorong kolaborasi dan
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komunikasi antar pihak, sehingga dapat mengurangi konflik dan
meningkatkan produktivitas.

Namun, terdapat juga kelemahan yang perlu diperhatikan.
Pendekatan sistem cenderung kompleks dan memerlukan data
yang lengkap serta analisis yang mendalam, sehingga
implementasinya bisa memakan waktu dan biaya yang tidak
sedikit. Selain itu, dalam praktiknya, tidak semua elemen dalam
sistem dapat dikendalikan secara penuh, terutama faktor
eksternal yang bersifat dinamis dan tidak pasti (Bamber,
Lansbury, & Wailes, 2019).

2.1.6. Contoh Kasus Pendekatan Sistem di Indonesia

Di Indonesia, penerapan pendekatan sistem dapat dilihat pada
pengelolaan hubungan industrial di sektor manufaktur dan jasa.
Sebagai contoh, di perusahaan tekstil besar, manajemen
menerapkan sistem komunikasi terbuka dan melibatkan serikat
pekerja dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kerja
dan upah. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana kerja
yang harmonis dan mengurangi potensi konflik industrial. Selain
itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga
mengadopsi pendekatan sistem dalam menyusun regulasi
ketenagakerjaan yang mengakomodasi berbagai kepentingan
dan memperkuat kerangka kerja tripartit (Kemenaker, 2020).

2.1.7. Kesimpulan

Pendekatan sistem dalam studi hubungan industrial menegaskan
bahwa hubungan antara pengusaha, pekerja, pemerintah, dan
elemen lain harus dipahami sebagai bagian dari sebuah sistem
yang saling terkait dan dinamis. Pendekatan ini menekankan
pentingnya analisis holistik, interdependensi, dan adaptasi
terhadap perubahan lingkungan. Dengan menerapkan
pendekatan ini, pengelolaan hubungan industrial dapat
dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu
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menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi
yang terus berkembang.

2.2 Pendekatan Pluralistik dan
Unitaristik

2.2.1. Pengertian Pendekatan Pluralistik

Pendekatan pluralistik dalam studi hubungan industrial
memandang bahwa hubungan antara pengusaha dan pekerja
merupakan hasil dari keberagaman kepentingan, nilai, dan
identitas yang dimiliki oleh berbagai pihak. Pendekatan ini
mengakui bahwa dalam hubungan industrial, terdapat berbagai
kelompok dan kepentingan yang berbeda, seperti serikat pekerja,
manajemen, dan pemerintah, yang masing-masing memiliki
tujuan dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Oleh karena itu,
hubungan industrial harus dikelola melalui mekanisme
perundingan, negosiasi, dan kompromi agar tercapai
kesepakatan yang saling menguntungkan.

2.2.2. Karakteristik Pendekatan Pluralistik

Karakteristik utama dari pendekatan pluralistik adalah
pengakuan terhadap keberagaman dan keberadaan konflik
kepentingan sebagai hal yang wajar dan tidak dapat dihindari.
Pendekatan ini menempatkan serikat pekerja sebagai
representasi sah dari pekerja dan menganggap bahwa konflik dan
perbedaan kepentingan harus diselesaikan melalui proses
perundingan kolektif. Pendekatan ini juga menekankan
pentingnya institusi formal seperti perjanjian kerja bersama
(PKB) dan lembaga perundingan sebagai mekanisme utama
dalam mengelola hubungan industrial.
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2.2.3. Contoh Penerapan Pendekatan Pluralistik

Contoh nyata dari pendekatan pluralistik dapat dilihat pada
proses perundingan upah di perusahaan besar yang melibatkan
serikat pekerja, manajemen, dan pemerintah. Dalam proses ini,
ketiga  pihak berusaha mencapai kesepakatan yang
mencerminkan kepentingan masing-masing, seperti peningkatan
kesejahteraan pekerja, keberlanjutan perusahaan, dan stabilitas
ekonomi nasional. Jika terjadi konflik, mekanisme mediasi dan
arbitrase digunakan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut
secara damai dan adil (Kaufman, 2018).

2.2.4. Pengertian Pendekatan Unitaristik

Sebaliknya, pendekatan unitaristik memandang bahwa hubungan
antara pengusaha dan pekerja harus diarahkan untuk mencapai
tujuan bersama yang sama, yaitu keberhasilan perusahaan dan
kesejahteraan semua pihak. Pendekatan ini berasumsi bahwa
konflik dan perbedaan kepentingan adalah hasil dari
kesalahpahaman, ketidaktahuan, atau manipulasi pihak tertentu.
Oleh karena itu, hubungan industrial harus dibangun di atas
dasar kesatuan visi dan misi, serta budaya organisasi yang
harmonis dan kolaboratif.

2.2.5. Karakteristik Pendekatan Unitaristik

Karakteristik utama dari pendekatan unitaristik adalah
penekanan pada kesamaan tujuan dan identitas organisasi.
Manajemen dan pekerja dianggap sebagai satu kesatuan yang
memiliki kepentingan yang sama, dan konflik dianggap sebagai
hambatan yang harus diatasi melalui komunikasi yang efektif dan
budaya perusahaan yang positif. Pendekatan ini cenderung
menolak keberadaan serikat pekerja sebagai kekuatan yang
memisahkan dan menganggap bahwa peran serikat harus
diminimalisasi agar tercipta harmoni kerja.
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2.2.6. Contoh Penerapan Pendekatan Unitaristik

Contoh penerapan pendekatan unitaristik dapat ditemukan pada
perusahaan yang menerapkan budaya kerja yang menekankan
nilai-nilai kekeluargaan dan kolaborasi, seperti perusahaan
teknologi yang mengedepankan inovasi dan kerja sama tim.
Dalam konteks ini, manajemen berusaha membangun hubungan
yang harmonis dengan pekerja melalui program pelatihan,
komunikasi terbuka, dan insentif yang mendorong rasa memiliki
dan kesetiaan terhadap perusahaan. Pendekatan ini sering
digunakan untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas
karyawan (Boxall & Purcell, 2016).

2.2.7. Perbandingan dan Relevansi

Perbedaan utama antara pendekatan pluralistik dan unitaristik
terletak pada pandangan terhadap keberagaman dan konflik.
Pendekatan pluralistik mengakui keberadaan konflik sebagai
bagian alami dari hubungan industrial dan mengedepankan
mekanisme perundingan, sedangkan pendekatan unitaristik
berusaha menghilangkan konflik dengan membangun kesamaan
tujuan dan budaya organisasi. Keduanya memiliki kelebihan dan
kelemahan; pendekatan pluralistik mampu mengelola konflik
secara konstruktif, tetapi bisa menimbulkan ketegangan,
sementara pendekatan unitaristik dapat menciptakan harmoni,
tetapi berisiko menekan keberagaman dan hak pekerja
(Kaufman, 2018).

2.2.8. Implikasi dalam Praktik di Indonesia

Di Indonesia, kedua pendekatan ini dapat ditemukan dalam
praktik hubungan industrial. Banyak perusahaan besar
menerapkan pendekatan unitaristik dengan menanamkan
budaya perusahaan yang kuat dan mengurangi keberadaan
serikat pekerja, sementara di sektor lain, pendekatan pluralistik
lebih dominan melalui keberadaan serikat pekerja dan
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perundingan kolektif. Pemilihan pendekatan ini sangat
bergantung pada karakteristik perusahaan, budaya organisasi,
dan regulasi yang berlaku. Penggunaan kedua pendekatan secara
bijaksana dapat membantu menciptakan hubungan industrial
yang harmonis dan produktif (Sutrisno, 2019).

2.2.9. Kelebihan dan Kelemahan

Pendekatan pluralistik mampu mengakomodasi keberagaman
dan mengelola konflik secara konstruktif, tetapi dapat
menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian jika tidak dikelola
dengan baik. Sementara itu, pendekatan unitaristik dapat
menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efisien, tetapi
berisiko menekan hak pekerja dan mengabaikan keberagaman
kepentingan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kombinasi
keduanya sering digunakan untuk mencapai keseimbangan
antara stabilitas dan keadilan (Kaufman, 2018).

2.3 Pendekaan Marxist dan Kritis

2.3.1. Pengertian Pendekatan Marxist

Pendekatan Marxist dalam studi hubungan industrial berakar
dari teori Karl Marx yang menyoroti struktur kekuasaan dan
ketidaksetaraan ekonomi dalam hubungan antara pekerja dan
pengusaha. Pendekatan ini memandang bahwa hubungan
industrial tidak hanya sebagai proses ekonomi, tetapi juga
sebagai arena perjuangan kelas yang dipengaruhi oleh sistem
kapitalisme yang menindas dan mengeksploitasi tenaga kerja.
Dalam konteks ini, hubungan industrial dilihat sebagai bagian
dari struktur kekuasaan yang mempertahankan dominasi kelas
kapitalis atas kelas pekerja.

2.3.2. Karakteristik Pendekatan Marxist
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Karakteristik utama dari pendekatan Marxist adalah fokus pada
ketidakadilan  struktural dan ketimpangan kekuasaan.
Pendekatan ini menyoroti bahwa kapitalisme menciptakan
hubungan yang tidak seimbang, di mana pengusaha memiliki
kontrol atas alat produksi dan hasilnya, sementara pekerja hanya
menjual tenaga kerjanya. Konflik dan ketegangan yang muncul
dalam hubungan industrial dianggap sebagai konsekuensi alami
dari ketidaksetaraan ini. Pendekatan ini juga menekankan
pentingnya kesadaran kelas dan perjuangan pekerja untuk
mencapai keadilan sosial dan ekonomi.

2.3.3. Contoh Penerapan Pendekatan Marxist

Contoh nyata dari pendekatan Marxist dapat dilihat dalam
gerakan buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja melalui
aksi mogok, demonstrasi, dan pembentukan serikat pekerja yang
bersifat radikal. Sebagai ilustrasi, aksi mogok massal di pabrik
tekstil di Indonesia pada tahun 2015 yang menuntut kenaikan
upah dan perbaikan kondisi kerja merupakan bentuk perjuangan
kelas yang berlandaskan perspektif Marxist. Pendekatan ini
menilai bahwa perubahan struktural diperlukan untuk mengatasi
ketimpangan dan menciptakan sistem yang lebih adil (Harvey,
2018).

2.3.4. Pendekatan Kritis

Pendekatan kritis, yang berkembang dari tradisi pemikiran
Frankfurt School, memperluas analisis Marxist dengan menyoroti
aspek budaya, ideologi, dan struktur sosial yang memperkuat
ketidakadilan dalam hubungan industrial. Pendekatan ini tidak
hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga pada bagaimana ideologi
dan budaya mempengaruhi persepsi dan perilaku dalam
hubungan kerja. Pendekatan kritis menuntut perubahan tidak
hanya secara struktural, tetapi juga secara ideologis, agar tercipta
masyarakat yang lebih adil dan egaliter.
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2.3.5. Contoh Penerapan Pendekatan Kritis

Contoh penerapan pendekatan kritis dapat dilihat dalam analisis
terhadap praktik perusahaan multinasional yang memanfaatkan
celah regulasi dan budaya konsumerisme untuk mengeksploitasi
tenaga kerja di negara berkembang. Misalnya, kasus perusahaan
garmen yang mempekerjakan pekerja anak dan upah rendah di
Vietnam menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi dan
ideologi pasar global memperkuat ketidakadilan. Pendekatan
kritis menuntut reformasi kebijakan dan perubahan budaya
untuk mengatasi ketimpangan ini (McLaren, 2017).

2.3.6. Perbandingan Pendekatan Marxist dan Kritis

Kedua pendekatan ini memiliki kesamaan dalam menyoroti
ketidakadilan dan kekuasaan dalam hubungan industrial.
Pendekatan Marxist lebih fokus pada analisis ekonomi dan
perjuangan kelas, sedangkan pendekatan kritis memperluas
analisis tersebut ke aspek budaya, ideologi, dan struktur sosial.
Keduanya menolak pandangan bahwa hubungan industrial
bersifat harmonis dan menekankan perlunya perubahan
struktural untuk mencapai keadilan sosial. Dalam praktiknya,
keduanya sering digunakan secara bersamaan untuk mengkritisi
sistem kapitalisme dan mendorong reformasi yang menyeluruh
(Harvey, 2018; McLaren, 2017).

2.3.7. Implikasi dalam Kebijakan dan Praktik

Pendekatan Marxist dan kritis mendorong munculnya gerakan
sosial dan kebijakan yang berorientasi pada redistribusi
kekayaan, perlindungan hak pekerja, dan penguatan posisi
serikat pekerja. Di Indonesia, misalnya, gerakan buruh yang
menuntut penghapusan praktik upah murah dan perlindungan
sosial yang lebih baik merupakan implementasi dari perspektif
ini. Pendekatan ini juga mendorong analisis kritis terhadap
kebijakan pemerintah dan praktik perusahaan yang cenderung
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menindas atau mengeksploitasi tenaga kerja, serta menuntut
reformasi struktural yang berkelanjutan (Sutrisno, 2019).

2.3.8. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan utama dari pendekatan Marxist dan kritis adalah
kemampuannya untuk mengungkap ketidakadilan struktural dan
memperjuangkan keadilan sosial. Pendekatan ini mampu
memotivasi perubahan fundamental dan memperkuat kesadaran
kelas di kalangan pekerja. Namun, kelemahannya terletak pada
potensi konflik yang tinggi dan kesulitan dalam mencapai
konsensus karena sifatnya yang revolusioner dan kritis terhadap
sistem yang ada. Selain itu, pendekatan ini sering dikritik karena
kurang memperhatikan aspek pragmatis dan keberlanjutan
dalam jangka panjang (McLaren, 2017).

Rangkuman

Pendekatan dalam studi hubungan industrial berfungsi sebagai
kerangka analisis yang membantu memahami dinamika dan
kompleksitas hubungan antara pengusaha, pekerja, pemerintah,
dan elemen lain. Berikut adalah poin-poin utama dari berbagai
pendekatan tersebut:

1. Pendekatan sistem memandang hubungan industrial
sebagai bagian dari sistem yang saling terkait dan
berinteraksi secara dinamis, menekankan analisis holistik,
interdependensi, umpan balik, dan adaptasi terhadap
perubahan lingkungan. Pendekatan ini membantu
merancang kebijakan yang komprehensif dan mengelola
konflik secara sistematis, seperti praktik tripartit di
Indonesia yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan
serikat pekerija.

2. Pendekatan  pluralistik  mengakui = keberagaman
kepentingan dan konflik yang wajar dalam hubungan
industrial, menempatkan serikat pekerja sebagai
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representasi sah dan menekankan mekanisme
perundingan kolektif serta institusi formal seperti PKB.
Sebaliknya, pendekatan unitaristik memandang bahwa
semua pihak memiliki tujuan yang sama, menekankan
kesamaan visi, budaya organisasi, dan membangun
hubungan harmonis melalui komunikasi dan budaya
perusahaan yang positif.

3. Pendekatan Marxist berakar dari teori Karl Marx yang
menyoroti ketidaksetaraan kekuasaan dan eksploitasi
dalam sistem kapitalisme, menempatkan konflik kelas
sebagai pusat analisis. Pendekatan ini menuntut
perubahan struktural dan memperjuangkan keadilan
sosial melalui perjuangan kelas dan kesadaran kolektif.
Pendekatan kritis memperluas analisis Marxist dengan
menyoroti aspek budaya, ideologi, dan struktur sosial
yang memperkuat Kketidakadilan, serta menuntut
reformasi ideologis dan kebijakan yang lebih adil.

4. Kedua pendekatan ini menolak pandangan hubungan
industrial yang harmonis dan menekankan perlunya
perubahan mendasar untuk mengatasi ketimpangan dan
ketidakadilan. Mereka mendorong gerakan sosial,
kebijakan redistribusi kekayaan, dan penguatan posisi
serikat pekerja sebagai bagian dari upaya mencapai
keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

5. Kelebihan utama dari pendekatan sistem adalah
kemampuannya memberikan gambaran menyeluruh dan
integratif, serta membantu pengembangan kebijakan
preventif dan adaptif. Sementara itu, kelemahannya
meliputi kompleksitas, kebutuhan data lengkap, dan biaya
tinggi dalam implementasi. Pendekatan pluralistik
mampu mengelola konflik secara konstruktif tetapi
berisiko menimbulkan ketegangan, sedangkan unitaristik
menciptakan harmoni tetapi berpotensi menekan
keberagaman dan hak pekerja.

6. Di Indonesia, kedua pendekatan ini digunakan secara
bersamaan tergantung karakteristik perusahaan dan
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regulasi. Penggunaan yang bijaksana dari kedua
pendekatan dapat menciptakan hubungan industrial yang
harmonis, stabil, dan produktif, serta mampu menghadapi
tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi.

Secara  keseluruhan, pendekatan-pendekatan  ini
memberikan kerangka analisis yang penting untuk
memahami dan mengelola hubungan industrial secara
efektif, adil, dan berkelanjutan, serta mendorong
perubahan sosial dan ekonomi yang lebih adil dan egaliter.

Latihan Mahasiswa
Soal Essay

1.

Jelaskan pengertian pendekatan sistem dalam studi
hubungan industrial dan sebutkan karakteristik
utamanya!

Bandingkan pendekatan pluralistik dan unitaristik dalam
konteks hubungan industrial, serta berikan contoh
penerapannya!

Uraikan pandangan pendekatan Marxist terhadap
hubungan industrial dan jelaskan bagaimana pendekatan
ini memandang konflik antara pekerja dan pengusahal
Jelaskan konsep pendekatan kritis dan bagaimana
pendekatan ini memperluas analisis dari perspektif
Marxist dalam studi hubungan industrial!

Berdasarkan pemahaman Anda, bagaimana penerapan
berbagai pendekatan tersebut dapat membantu
membangun hubungan industrial yang adil dan
berkelanjutan di Indonesia?

Soal Pilihan Berganda

1.

Pendekatan sistem dalam hubungan industrial
menekankan bahwa hubungan tersebut harus dipahami
sebagai:
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o a.Sebuah proses ekonomi semata
o b. Bagian dari sistem yang saling terkait dan
dinamis
o c. Hanya sebagai hubungan antara pengusaha dan
pekerja
o d. Sebuah proses yang statis dan tidak berubah
2. Karakteristik utama dari pendekatan sistem adalah:
o a.Parsial dan terpisah
o b. Holistik dan interdependen
o c. Konflik dan antagonistik
o d.Sederhana dan mudah dipahami
3. Dalam pendekatan pluralistik, hubungan industrial
dianggap sebagai hasil dari:
o a.Kesepakatan tunggal tanpa konflik
o b. Keberagaman kepentingan dan perbedaan
kelompok
o c¢. Hubungan yang sepenuhnya harmonis
o d.Ketidakpedulian terhadap perbedaan
4. Pendekatan unitaristik berasumsi bahwa:
o a.Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari
o b. Pekerja dan pengusaha memiliki tujuan yang
berbeda
o ¢. Hubungan harus diarahkan untuk mencapai
tujuan bersama
o d. Serikat pekerja harus selalu dilibatkan dalam
semua keputusan
5. Pendekatan Marxist memandang hubungan industrial

sebagai:
o a. Sebuah proses harmonis dan saling
menguntungkan

o b. Arena perjuangan kelas yang dipengaruhi oleh
sistem kapitalisme

o ¢. Hubungan yang sepenuhnya diatur oleh
pemerintah

o d. Sebuah hubungan yang tidak memerlukan
analisis kekuasaan
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6. Pendekatan kritis menekankan pentingnya:
o a.Menjaga status quo dan menghindari perubahan
o b. Analisis budaya, ideologi, dan struktur sosial
dalam hubungan industrial
o ¢. Mengabaikan aspek ekonomi dan fokus pada
aspek budaya
o d. Mengurangi peran serikat pekerja dalam
hubungan industrial
7. Salah satu kelebihan pendekatan sistem adalah:
o a.Sederhana dan mudah diimplementasikan
o b. Memberikan gambaran menyeluruh dan
integratif
o c.Mengabaikan faktor eksternal
o d. Mengurangi kebutuhan komunikasi antar pihak
8. Kelemahan utama dari pendekatan pluralistik adalah:
o a.Tidak mampu mengelola konflik
o b. Menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian
jika tidak dikelola dengan baik
o c. Tidak melibatkan serikat pekerja
o d. Bersifat statis dan tidak adaptif
9. Pendekatan Marxist dan kritis sama-sama menyoroti:
o a. Harmoni dan keserasian dalam hubungan
industrial
o b. Ketidakadilan dan kekuasaan yang tidak
seimbang
o c.Peran pemerintah sebagai satu-satunya pengatur
o d. Pentingnya budaya organisasi
10.Dalam praktik hubungan industrial di Indonesia,
penerapan pendekatan unitaristik biasanya dilakukan
dengan:
o a. Melibatkan serikat pekerja secara aktif dalam
semua pengambilan keputusan
o b. Membangun budaya kerja yang menekankan
nilai kekeluargaan dan kolaborasi
o c¢.Mengabaikan keberadaan serikat pekerja
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o d. Mengutamakan konflik sebagai cara
menyelesaikan masalah

Soal Project / Studi Kasus

1. Analisislah sebuah perusahaan di Indonesia yang
menerapkan pendekatan sistem dalam pengelolaan
hubungan industrial. Jelaskan komponen utama yang
terlibat dan bagaimana interaksi antar komponen
tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan
produktif!

2. Sebuah perusahaan multinasional di Indonesia
menghadapi konflik antara manajemen dan serikat
pekerja terkait kenaikan upah. Gunakan pendekatan
pluralistik dan unitaristik untuk menganalisis situasi
tersebut  dan  berikan rekomendasi strategi
penyelesaiannyal
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BAB 3: INTERAKSI

MANAJEMEN SDM DALAM

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menjelaskan peran manajemen dalam
pengelolaan hubungan industrial secara komprehensif,
termasuk bagaimana manajemen berkontribusi dalam
menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif.
Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan
fungsi sumber daya manusia (SDM) dalam menjaga dan
memperkuat hubungan industrial di lingkungan
perusahaan maupun organisasi.

Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara
strategi pengelolaan SDM dan keberhasilan hubungan
industrial yang harmonis serta berkelanjutan.

Mahasiswa mampu menguraikan konsep hubungan
industrial sebagai bagian integral dari strategi
pengelolaan sumber daya manusia dan bagaimana
keduanya saling mendukung dalam mencapai tujuan
organisasi.

Mahasiswa dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip
manajemen SDM dalam konteks hubungan industrial
untuk menciptakan suasana kerja yang adil, terbuka, dan
saling menghormati.

Mahasiswa mampu menilai pentingnya peran manajemen
dalam mengatasi konflik dan membangun komunikasi
yang efektif antara pekerja dan pengusaha.

Mahasiswa mampu menyusun strategi dan langkah-
langkah praktis dalam mengelola hubungan industrial
yang berorientasi pada keberlanjutan dan keberhasilan
organisasi.
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Pendahuluan

Dalam dunia kerja modern, hubungan industrial memegang
peranan penting dalam memastikan keberlangsungan dan
keberhasilan sebuah organisasi. Hubungan yang harmonis antara
pengusaha dan pekerja tidak hanya berpengaruh terhadap
produktivitas, tetapi juga terhadap suasana kerja yang kondusif
dan berkeadilan. Salah satu faktor kunci yang menentukan
keberhasilan hubungan ini adalah peran manajemen sumber
daya manusia (SDM). Manajemen SDM tidak hanya bertugas
mengelola aspek administratif ketenagakerjaan, tetapi juga
berperan aktif dalam membangun komunikasi yang efektif,
menyusun kebijakan yang adil, serta menciptakan lingkungan
kerja yang kondusif bagi semua pihak.

Pengelolaan hubungan industrial yang efektif memerlukan
pemahaman mendalam tentang bagaimana manajemen dapat
berperan sebagai mediator, fasilitator, dan penggerak dalam
menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan
pengusaha. Peran manajemen dalam konteks ini sangat strategis
karena mereka harus mampu mengelola berbagai aspek, mulai
dari pengaturan hubungan kerja, penyelesaian konflik, hingga
pengembangan budaya organisasi yang mendukung dialog
terbuka dan saling pengertian. Fungsi sumber daya manusia
(SDM) menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa
hubungan industrial berjalan secara harmonis dan produktif.

Selain itu, hubungan industrial tidak berdiri sendiri, melainkan
merupakan bagian dari strategi pengelolaan sumber daya
manusia yang lebih luas. Pengelolaan SDM yang baik akan mampu
menciptakan sinergi antara kebijakan organisasi dan kebutuhan
pekerja, sehingga tercipta suasana kerja yang saling mendukung
dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami
bahwa hubungan industrial yang sehat dan harmonis tidak hanya
bergantung pada regulasi dan peraturan formal, tetapi juga pada
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kemampuan manajemen dalam membangun komunikasi yang
efektif, kepercayaan, dan rasa saling menghormati.

Materi ini akan membahas secara mendalam tentang peran
manajemen dalam pengelolaan hubungan industrial, fungsi SDM
dalam menjaga hubungan tersebut, serta bagaimana hubungan
industrial dapat diintegrasikan ke dalam strategi pengelolaan
sumber daya manusia. Dengan pemahaman yang baik tentang hal
ini, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-
konsep tersebut dalam praktik di dunia kerja, serta mampu
berkontribusi dalam menciptakan hubungan industrial yang
harmonis dan berkelanjutan di berbagai organisasi. Pendekatan
ini sangat penting mengingat dinamika dunia kerja yang terus
berkembang, di mana tantangan dan peluang baru selalu muncul,
menuntut manajemen yang adaptif dan inovatif dalam mengelola
hubungan industrial.

3.1 Peran Manajemen dalam
Pengelolaan Hubungan Industrial

Pengelolaan hubungan industrial yang efektif sangat bergantung
pada peran manajemen dalam menciptakan suasana kerja yang
harmonis, produktif, dan berkeadilan. Manajemen tidak hanya
berfungsi sebagai pengelola sumber daya manusia secara
administratif, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, dan
penggerak dalam membangun komunikasi yang efektif antara
pekerja dan pengusaha. Peran ini menjadi kunci dalam
memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak dapat
diakomodasi secara proporsional, sehingga tercipta hubungan
yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Secara umum, peran manajemen dalam pengelolaan hubungan
industrial meliputi beberapa aspek utama. Pertama, manajemen
harus mampu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang
mendukung terciptanya lingkungan kerja yang adil dan
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transparan. Kebijakan ini meliputi pengaturan hak dan kewajiban
pekerja serta pengusaha, mekanisme penyelesaian konflik, dan
sistem penghargaan yang objektif. Sebagai contoh, perusahaan
yang menerapkan sistem penilaian kinerja yang jelas dan terbuka
akan meminimalisasi potensi konflik dan meningkatkan rasa
keadilan di antara pekerja (Dessler, 2019).

Kedua, manajemen harus mampu membangun komunikasi yang
efektif dan terbuka dengan seluruh stakeholder, termasuk serikat
pekerja, karyawan, dan pihak terkait lainnya. Komunikasi yang
baik akan memudahkan penyampaian informasi, pengungkapan
aspirasi, serta penyelesaian masalah secara cepat dan tepat.
Sebagai ilustrasi, perusahaan yang rutin mengadakan pertemuan
dialog dengan serikat pekerja dan mengakomodasi masukan
mereka akan lebih mampu mengelola potensi konflik dan
memperkuat hubungan kerja (Kaufman, 2020).

Ketiga, manajemen harus mampu mengelola konflik secara
konstruktif. Konflik dalam hubungan industrial tidak dapat
dihindari, tetapi jika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi
peluang untuk perbaikan dan inovasi. Manajemen perlu memiliki
kompetensi dalam mediasi dan negosiasi, serta mampu
menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan
musyawarah. Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan
mekanisme mediasi internal sebelum membawa masalah ke
pihak ketiga akan lebih mampu menjaga hubungan yang
harmonis (Bamber, Lansbury, & Wailes, 2019).

Keempat, manajemen harus mampu mengembangkan budaya
organisasi yang mendukung nilai-nilai keadilan, saling
menghormati, dan keterbukaan. Budaya ini akan menjadi fondasi
dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya.
Sebagai contoh, perusahaan yang menanamkan nilai-nilai etika
dan keadilan dalam setiap kebijakan dan praktiknya akan lebih
mampu menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif
(Boxall & Purcell, 2020).
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Selain aspek-aspek tersebut, peran manajemen juga meliputi
pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan dan
pengembangan yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan
kompetensi pekerja dan manajer, perusahaan dapat memperkuat
hubungan industrial yang sehat dan produktif. Pelatihan tentang
komunikasi efektif, manajemen konflik, dan kepemimpinan
menjadi bagian penting dalam strategi ini (Armstrong, 2021).

Dalam konteks Indonesia, peran manajemen dalam pengelolaan
hubungan industrial juga harus memperhatikan regulasi dan
perundang-undangan yang berlaku. Manajemen harus mampu
memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktiknya sesuai
dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, seperti Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
peraturan turunannya. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak
hanya menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum, tetapi juga
memperkuat legitimasi dan kepercayaan dari pekerja dan serikat
pekerja (Sutanto, 2022).

Secara keseluruhan, peran manajemen dalam pengelolaan
hubungan industrial sangat strategis dan multidimensi. Mereka
harus mampu mengintegrasikan aspek administratif,
komunikasi, konflik, budaya organisasi, dan regulasi dalam satu
kerangka kerja yang komprehensif. Dengan demikian, hubungan
industrial yang harmonis dan produktif dapat terwujud,
mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

3.2 Fungsi MSDM dalam Menjaga
Hubungan Industrial

Fungsi sumber daya manusia (SDM) dalam konteks hubungan
industrial sangat vital karena berperan sebagai penghubung
utama antara manajemen dan pekerja. Fungsi ini tidak hanya
terbatas pada pengelolaan administrasi ketenagakerjaan, tetapi
juga mencakup pengembangan hubungan yang harmonis,
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pengelolaan konflik, serta penciptaan suasana Kkerja yang
kondusif. Dalam kerangka ini, fungsi SDM menjadi pilar utama
dalam menjaga keberlanjutan hubungan industrial yang sehat
dan produktif.

3.2.1. Pengelolaan Administratif dan Kepatuhan
Hukum

Fungsi utama SDM adalah mengelola aspek administratif
ketenagakerjaan, termasuk pengelolaan data karyawan,
penggajian, tunjangan, dan administrasi kontrak kerja. Selain itu,
SDM harus memastikan bahwa seluruh praktik ketenagakerjaan
sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan
turunannya. Kepatuhan ini penting untuk menghindari sengketa
hukum dan menjaga kepercayaan pekerja terhadap perusahaan
(Dessler, 2019).

3.2.2 Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi

Fungsi SDM juga meliputi pengembangan kompetensi pekerja
melalui pelatihan dan pengembangan. Peningkatan kompetensi
ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga
memperkuat hubungan kerja karena pekerja merasa dihargai dan
diperhatikan. Sebagai contoh, perusahaan yang rutin
mengadakan pelatihan komunikasi dan manajemen konflik akan
lebih mampu mengelola potensi ketegangan dan memperkuat
rasa saling pengertian (Kaufman, 2020).

3.2.3 Pengelolaan Hubungan dan Komunikasi

Fungsi SDM yang sangat penting adalah mengelola hubungan dan
komunikasi antara pekerja dan manajemen. SDM harus mampu
membangun saluran komunikasi yang terbuka dan efektif, seperti
forum dialog, pertemuan rutin, dan mekanisme pengaduan.
Dengan komunikasi yang baik, potensi konflik dapat

40 HUBUNGAN INDUSTRIAL



diminimalisasi dan penyelesaian masalah dapat dilakukan secara
cepat dan adil. Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki
kebijakan terbuka terhadap aspirasi pekerja dan serikat pekerja
cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis (Bamber,
Lansbury, & Wailes, 2019).

3.2.4 Pengelolaan Konflik dan Penyelesaian
Perselisihan

Fungsi SDM juga mencakup pengelolaan konflik secara
konstruktif. Konflik dalam hubungan industrial adalah hal yang
tidak dapat dihindari, tetapi jika dikelola dengan baik, konflik
dapat menjadi peluang untuk perbaikan dan inovasi. SDM harus
mampu melakukan mediasi, negosiasi, dan penyelesaian
perselisihan secara adil dan objektif. Sebagai contoh, perusahaan
yang memiliki prosedur mediasi internal dan pelatihan negosiasi
bagi manajer akan lebih mampu menjaga hubungan yang
harmonis (Boxall & Purcell, 2020).

3.2.5 Pengembangan Budaya Organisasi

Fungsi SDM juga berperan dalam membangun budaya organisasi
yang mendukung nilai-nilai keadilan, saling menghormati, dan
keterbukaan. Budaya ini menjadi fondasi dalam menciptakan
hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai
contoh, perusahaan yang menanamkan nilai-nilai etika dan
keadilan dalam setiap praktiknya akan lebih mampu
menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif
(Armstrong, 2021).

3.2.6 Pengukuran dan Evaluasi Hubungan Industrial
Fungsi SDM juga meliputi pengukuran dan evaluasi hubungan
industrial secara berkala. Melalui survei kepuasan kerja, indeks

iklim organisasi, dan indikator hubungan industrial lainnya,
perusahaan dapat mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan
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hubungan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pengukuran
ini penting agar manajemen dapat mengambil langkah strategis
yang tepat dalam memperkuat hubungan kerja (Sutanto, 2022).

3.2.7 Peran Strategis Fungsi SDM

Dalam konteks hubungan industrial, fungsi SDM harus dilihat
sebagai bagian integral dari strategi organisasi. Pengelolaan
hubungan yang baik akan mendukung pencapaian tujuan
organisasi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya
konflik. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan SDM harus
selaras dengan strategi bisnis dan budaya organisasi secara
keseluruhan (Boxall & Purcell, 2020).

Secara keseluruhan, fungsi SDM dalam menjaga hubungan
industrial sangat kompleks dan multidimensi. Mereka harus
mampu mengelola aspek administratif, pengembangan
kompetensi, komunikasi, konflik, budaya organisasi, dan evaluasi
secara bersamaan. Dengan menjalankan fungsi ini secara efektif,
perusahaan dapat menciptakan hubungan industrial yang
harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

3.3 Hubungan Industrial sebagai Bagian
dari Strategi SDM

Hubungan industrial tidak dapat dipisahkan dari strategi
pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif.
Sebaliknya, hubungan industrial yang sehat dan harmonis
merupakan salah satu indikator keberhasilan strategi SDM yang
efektif. Dalam konteks ini, hubungan industrial harus dipandang
sebagai bagian integral dari strategi organisasi yang mendukung
pencapaian visi dan misi perusahaan secara berkelanjutan.

3.3.1 Konsep Integrasi Hubungan Industrial dalam
Strategi SDM
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Integrasi hubungan industrial ke dalam strategi SDM berarti
bahwa pengelolaan hubungan kerja tidak hanya dilakukan secara
ad hoc atau reaktif, tetapi dirancang secara sistematis dan
terencana. Strategi ini mencakup pengembangan kebijakan yang
mendukung dialog terbuka, keadilan, dan partisipasi pekerja
dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, perusahaan yang
menerapkan program partisipatif dalam pengambilan kebijakan
ketenagakerjaan akan lebih mampu membangun rasa saling
percaya dan komitmen dari seluruh stakeholder (Kaufman,
2020).

3.3.2 Peran Hubungan Industrial dalam
Meningkatkan Kinerja Organisasi

Hubungan industrial yang baik akan meningkatkan Kkinerja
organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Secara
langsung, hubungan yang harmonis akan mengurangi tingkat
konflik, absensi, dan turnover, serta meningkatkan produktivitas
dan kualitas kerja. Secara tidak langsung, hubungan yang positif
akan memperkuat citra perusahaan, menarik tenaga kerja
berkualitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan
kreatif. Sebagai contoh, perusahaan yang aktif melibatkan
pekerja dalam pengembangan kebijakan dan pengambilan
keputusan cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas
yang tinggi (Dessler, 2019).

3.3.3 Strategi Pengelolaan Hubungan Industrial

Strategi pengelolaan hubungan industrial harus mencakup
beberapa aspek utama, seperti:

o« Dialog dan Musyawarah: Membangun forum

komunikasi yang rutin dan terbuka antara manajemen
dan pekerja atau serikat pekerja.
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e Kebijakan Keadilan dan Kesejahteraan: Menyusun
kebijakan yang adil dan transparan terkait pengupahan,
tunjangan, dan fasilitas kerja.

o Pelatihan dan Pengembangan: Memberikan pelatihan
tentang komunikasi, negosiasi, dan manajemen konflik
kepada manajer dan pekerja.

e Pengelolaan Konflik: Menyusun prosedur penyelesaian
perselisihan yang adil dan efisien.

o Partisipasi Pekerja: Melibatkan pekerja dalam
pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka
secara langsung maupun tidak langsung.

3.3.4 Contoh Implementasi Strategi

Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur besar di
Indonesia menerapkan program dialog rutin antara manajemen
dan serikat pekerja, serta mengembangkan kebijakan
pengupahan yang transparan dan berbasis kinerja. Selain itu,
perusahaan ini juga mengadakan pelatihan komunikasi dan
negosiasi bagi manajer dan pekerja, serta membangun budaya
organisasi yang menghargai keberagaman dan keadilan.
Hasilnya, tingkat konflik menurun secara signifikan,
produktivitas meningkat, dan hubungan industrial menjadi lebih
harmonis (Sutanto, 2022).

3.3.5 Peran Teknologi dalam Mendukung Hubungan
Industrial Strategis

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan
peluang baru dalam mengelola hubungan industrial secara
strategis. Penggunaan platform digital, seperti intranet
perusahaan, aplikasi pengaduan online, dan sistem manajemen
hubungan pekerja, dapat meningkatkan efisiensi komunikasi dan
transparansi. Teknologi ini memungkinkan manajemen dan
pekerja berinteraksi secara lebih cepat, akurat, dan terbuka,
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sehingga memperkuat hubungan dan mempercepat penyelesaian
masalah (Armstrong, 2021).

3.3.6 Kesimpulan

Dalam kerangka pengelolaan SDM yang modern, hubungan
industrial harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi
organisasi. Pengelolaan hubungan yang efektif akan mendukung
pencapaian tujuan bisnis, meningkatkan Kkinerja, dan
menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan prinsip-
prinsip hubungan industrial ke dalam seluruh aspek pengelolaan
SDM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Dengan demikian, hubungan industrial tidak hanya menjadi alat
untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai sumber
kekuatan dan keunggulan kompetitif organisasi.

Rangkuman

Pengelolaan hubungan industrial yang efektif merupakan aspek
penting dalam keberhasilan organisasi dan memerlukan peran
strategis dari manajemen serta fungsi SDM. Hubungan industrial
yang harmonis tidak hanya mendukung produktivitas, tetapi juga
menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan. Berikut
poin-poin utama yang merangkum pembahasan tersebut:

1. Peran Manajemen dalam Pengelolaan Hubungan
Industrial
o Manajemen harus mampu mengembangkan
kebijakan dan prosedur yang mendukung
lingkungan kerja yang adil dan transparan.
o Membangun komunikasi yang efektif dan terbuka
dengan seluruh stakeholder, termasuk serikat
pekerja dan karyawan.
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Mengelola konflik secara konstruktif melalui
mediasi dan negosiasi, serta menciptakan suasana
dialog yang kondusif.

Mengembangkan  budaya  organisasi yang
mendukung nilai keadilan, saling menghormati,
dan keterbukaan.

Melakukan pengembangan kompetensi SDM
melalui pelatihan berkelanjutan untuk
memperkuat hubungan kerja.

Memastikan seluruh praktik sesuai regulasi
ketenagakerjaan yang Dberlaku, seperti UU
Ketenagakerjaan di Indonesia.

2. Fungsi SDM dalam Menjaga Hubungan Industrial

(o]

Mengelola aspek administratif dan memastikan
kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan.
Mengembangkan kompetensi pekerja melalui
pelatihan dan pengembangan.

Membangun saluran komunikasi yang efektif dan
terbuka untuk mengurangi potensi konflik.
Mengelola konflik secara adil dan objektif melalui
mediasi dan penyelesaian perselisihan.
Membangun budaya organisasi yang mendukung
nilai keadilan dan saling menghormati.

Melakukan evaluasi dan pengukuran hubungan
industrial secara berkala untuk perbaikan
berkelanjutan.

3. Hubungan Industrial sebagai Bagian dari Strategi SDM

O

Integrasi hubungan industrial ke dalam strategi
SDM harus dilakukan secara sistematis dan
terencana.

Hubungan industrial yang baik meningkatkan
kinerja organisasi melalui pengurangan konflik
dan peningkatan loyalitas pekerja.

Strategi pengelolaan hubungan meliputi dialog
rutin, kebijakan keadilan, pelatihan, dan partisipasi
pekerja.
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4,

o Pemanfaatan teknologi informasi dapat
memperkuat komunikasi dan transparansi dalam
pengelolaan hubungan industrial.

o Pengelolaan hubungan industrial yang efektif
mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan
secara berkelanjutan.

Kesimpulan

o Pengelolaan hubungan industrial yang baik
memerlukan peran aktif manajemen dan fungsi
SDM yang terintegrasi.

o Strategi yang tepat akan menciptakan hubungan
yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

o Penerapan prinsip dialog, keadilan, dan inovasi
dalam hubungan industrial menjadi kunci
keberhasilan organisasi.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1.

Jelaskan peran manajemen dalam menciptakan suasana
kerja yang harmonis dan produktif dalam hubungan
industrial! Berikan contoh nyata yang mendukung
jawaban Anda.

Identifikasi dan uraikan fungsi utama sumber daya
manusia (SDM) dalam menjaga dan memperkuat
hubungan industrial di perusahaan!

Analisis bagaimana strategi pengelolaan SDM dapat
berkontribusi terhadap keberhasilan hubungan industrial
yang berkelanjutan! Sertakan faktor-faktor
pendukungnya.

Jelaskan konsep hubungan industrial sebagai bagian dari
strategi pengelolaan SDM dan bagaimana keduanya saling
mendukung dalam mencapai tujuan organisasi!

Berikan pendapat Anda tentang pentingnya komunikasi
efektif dan budaya organisasi dalam membangun
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hubungan industrial yang harmonis! Jelaskan dengan
contoh.

Soal Pilihan Berganda

1. Apa yang menjadi peran utama manajemen dalam
pengelolaan hubungan industrial?
o a.Mengelola administrasi keuangan perusahaan
o b. Menciptakan suasana kerja yang adil dan
harmonis
o ¢.Mengurangi jumlah pekerja
o d. Menetapkan target produksi
2. Salah satu fungsi SDM dalam hubungan industrial adalah:
o a.Mengelola pemasaran produk
o b. Mengelola hubungan dan komunikasi antara
pekerja dan manajemen
o . Mengatur distribusi barang
o d. Mengurangi biaya operasional
3. Strategi pengelolaan hubungan industrial yang efektif
harus meliputi:
o a.Pengurangan jumlah pekerja
o b. Dialog terbuka dan partisipasi pekerja
o c.Pengabaian terhadap aspirasi pekerja
o d.Pengendalian ketat tanpa komunikasi
4. Salah satu contoh penerapan komunikasi efektif dalam
hubungan industrial adalah:
o a.Mengabaikan aspirasi pekerja
o b. Mengadakan pertemuan dialog secara rutin
o ¢. Menutup saluran komunikasi
o d.Mengurangi transparansi informasi
5. Budaya organisasi yang mendukung hubungan industrial
harmonis harus memiliki nilai:
a. Keadilan dan saling menghormati
o b. Kompetisi dan individualisme
o c.Otoritarian dan tertutup
o d. Ketidaktransparanan

@)
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. Peran SDM dalam pengelolaan konflik adalah:
o a.Menghindari konflik sama sekali
o b. Melakukan mediasi dan negosiasi secara adil
o ¢.Mengabaikan masalah yang muncul
o d. Menyelesaikan konflik secara sepihak
. Salah satu indikator keberhasilan hubungan industrial
adalah:
o a.Tingkat turnover yang tinggi
o b. Tingkat absensi yang tinggi
o c. Tingkat kepuasan pekerja yang tinggi
o d.Konflik yang sering terjadi
. Dalam konteks strategi SDM, partisipasi pekerja dalam
pengambilan keputusan bertujuan untuk:
o a.Mengurangi kekuasaan manajemen
o b.Meningkatkan rasa saling percaya dan komitmen
o . Mengurangi produktivitas
o d. Menghindari komunikasi
. Teknologi informasi dapat mendukung hubungan
industrial dengan cara:
o a.Mengurangi transparansi
o b. Mempercepat komunikasi dan meningkatkan
transparansi
o c¢. Mengurangi partisipasi pekerja
o d. Menyulitkan pengelolaan hubungan

10. Salah satu langkah strategis dalam mengelola hubungan

industrial adalah:

a. Mengabaikan aspirasi pekerja
o b. Membangun forum dialog rutin
o ¢.Mengurangi komunikasi

o d. Menutup saluran pengaduan

@)

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia mengalami

konflik berkepanjangan antara manajemen dan serikat
pekerja terkait kebijakan upah dan jam kerja. Sebagai
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konsultan hubungan industrial, buatlah rencana langkah-
langkah strategis yang harus dilakukan manajemen untuk
memperbaiki hubungan tersebut dan menciptakan
suasana kerja yang harmonis! Jelaskan secara rinci dan
berikan contoh implementasi nyata.

2. Analisis sebuah perusahaan yang berhasil menerapkan
strategi pengelolaan hubungan industrial yang efektif.
Identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilannya dan
jelaskan bagaimana strategi tersebut dapat diadaptasi
oleh perusahaan lain yang menghadapi tantangan serupa.
Buatlah laporan singkat yang mencakup aspek-aspek
utama yang perlu diperhatikan.
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BAB 4: LANDASAN POKOK

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menjelaskan asas dan prinsip dasar
yang mendasari hubungan industrial di Indonesia secara
komprehensif dan kritis.

Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memahami
regulasi serta perundang-undangan yang menjadi
landasan hukum dalam hubungan industrial di Indonesia.
Mahasiswa mampu menganalisis peran dan fungsi
lembaga-lembaga yang mendukung pelaksanaan
hubungan industrial di Indonesia.

Mahasiswa mampu menguraikan secara rinci dan
sistematis landasan pokok hubungan industrial, termasuk
aspek filosofis, normatif, dan strukturalnya.

Mahasiswa mampu mengaitkan antara asas, regulasi, dan
lembaga dalam membangun hubungan industrial yang
adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Mahasiswa mampu melakukan studi kasus sederhana
terkait penerapan asas dan regulasi dalam konteks
hubungan industrial di Indonesia.

Mahasiswa mampu menyusun argumentasi yang logis dan
kritis mengenai pentingnya landasan pokok dalam
membangun hubungan industrial yang efektif dan
berkeadilan.

Pendahuluan

Dalam konteks hubungan industrial, landasan pokok menjadi
fondasi utama yang menentukan arah dan karakter dari seluruh
proses pengelolaan hubungan antara pengusaha dan pekerja.
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Landasan ini tidak hanya berisi norma-norma dasar yang
mengatur perilaku dan interaksi di tempat kerja, tetapi juga
mencakup prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan hubungan industrial yang adil dan harmonis.
Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap asas dan
prinsip dasar, regulasi, serta lembaga yang mendukung
hubungan industrial sangat penting bagi setiap praktisi,
akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan
ekonomi memiliki kerangka hukum dan institusi yang unik dalam
mengatur hubungan industrial. Landasan pokok ini menjadi
acuan utama dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban
semua pihak terlindungi secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai
nasional serta prinsip keadilan sosial. Asas dan prinsip hubungan
industrial di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga
harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial,
ekonomi, dan politik yang terus berkembang.

Selain itu, regulasi dan perundang-undangan terkait menjadi
instrumen penting yang mengikat dan mengarahkan pelaksanaan
hubungan industrial. Regulasi ini mencakup berbagai aspek
mulai dari perlindungan hak pekerja, pengaturan upah, jam kerja,
hingga mekanisme penyelesaian perselisihan. Pemahaman
terhadap regulasi ini sangat penting agar hubungan industrial
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan
mampu memberikan perlindungan optimal bagi semua pihak.

Tak kalah penting adalah peran lembaga-lembaga yang
mendukung pelaksanaan hubungan industrial di Indonesia.
Lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan
Pengupahan, dan lembaga penyelesaian perselisihan memiliki
fungsi strategis dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip
hubungan industrial diimplementasikan secara efektif dan
efisien. Mereka juga berperan sebagai mediator, pengawas, dan
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pengatur dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan
antara pengusaha dan pekerja.

Memahami landasan pokok ini menjadi sangat penting karena
akan memberikan dasar yang kokoh dalam membangun
hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Dengan
landasan yang kuat, diharapkan hubungan industrial tidak hanya
bersifat formal dan normatif, tetapi juga mampu menciptakan
suasana kerja yang kondusif, produktif, dan berkelanjutan. Oleh
karena itu, pembahasan dalam bab ini akan mengupas secara
mendalam tentang asas dan prinsip dasar, regulasi terkait, serta
lembaga-lembaga yang berperan dalam mendukung pelaksanaan
hubungan industrial di Indonesia. Melalui pemahaman ini,
diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep
tersebut dalam praktik dan pengembangan hubungan industrial
yang lebih baik di masa depan.

4. Landasan Pokok Hubungan Industrial

4.1 Asas dan Prinsip Hubungan Industrial di
Indonesia

4.1.1. Pengertian Asas dan Prinsip dalam Hubungan
Industrial

Asas dan prinsip dalam hubungan industrial merupakan fondasi
normatif yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan
hubungan antara pengusaha dan pekerja. Asas adalah norma
dasar yang bersifat umum dan mendasar, sedangkan prinsip
merupakan penjabaran dari asas tersebut yang mengarahkan
perilaku dan tindakan dalam praktik hubungan industrial. Kedua
unsur ini berfungsi sebagai landasan moral, normatif, dan
struktural yang memastikan bahwa hubungan tersebut
berlangsung secara adil, harmonis, dan berkeadilan.
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Dalam konteks Indonesia, asas dan prinsip ini diatur secara
eksplisit maupun implisit dalam berbagai regulasi dan dokumen
hukum. Asas-asas ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga
harus mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi,
dan budaya nasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas
dan prinsip ini menjadi penting agar hubungan industrial dapat
berjalan sesuai dengan nilai-nilai nasional dan prinsip keadilan
sosial.

4.1.2. Asas-asas dalam Hubungan Industrial di Indonesia

Beberapa asas utama yang menjadi dasar dalam hubungan
industrial di Indonesia meliputi:

1. Asas Keseimbangan dan Keadilan Asas ini menegaskan
bahwa hubungan industrial harus didasarkan pada
keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan
pekerja. Keseimbangan ini penting agar tidak terjadi
dominasi salah satu pihak yang dapat menimbulkan
ketidakadilan. Contohnya, dalam penetapan upah, harus
memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja sekaligus
keberlangsungan usaha.

2. Asas Keterbukaan dan Transparansi Asas ini menuntut
adanya komunikasi yang jujur dan terbuka antara
pengusaha dan pekerja, termasuk dalam pengambilan
keputusan yang mempengaruhi hubungan kerja. Sebagai
contoh, perusahaan harus memberikan informasi yang
cukup terkait kebijakan pengupahan dan Kkondisi
perusahaan kepada serikat pekerja.

3. Asas Kesejahteraan dan Perlindungan Hak Asas ini
menegaskan bahwa hubungan industrial harus mampu
menjamin kesejahteraan pekerja dan melindungi hak-
haknya secara adil. Hal ini tercermin dalam regulasi
mengenai jaminan sosial, perlindungan hukum, dan hak
atas cuti serta istirahat.
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4. Asas Demokratis dan Musyawarah Prinsip ini
menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam
menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.
Contohnya adalah pelaksanaan perundingan Kkerja
bersama (PKB) yang dilakukan secara demokratis dan
berorientasi pada mufakat.

5. Asas Kemandirian dan Otonomi Asas ini menegaskan
bahwa pengaturan hubungan industrial harus dilakukan
secara mandiri dan otonom oleh pihak-pihak terkait,
tanpa campur tangan yang berlebihan dari pihak luar,
kecuali dalam kerangka regulasi yang berlaku.

4.1.3. Prinsip-prinsip Dasar dalam Hubungan Industrial

Selain asas, terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi
pedoman dalam pelaksanaan hubungan industrial, yaitu:

e Prinsip Keadilan Sosial Menurut Pancasila dan UUD
1945, hubungan industrial harus berlandaskan keadilan
sosial, yang berarti bahwa hak dan kewajiban harus
dipenuhi secara adil dan merata, serta memperhatikan
kepentingan seluruh masyarakat.

e Prinsip Kesetaraan Pihak pengusaha dan pekerja harus
diperlakukan secara setara, tanpa adanya diskriminasi.
Contohnya adalah perlakuan yang sama terhadap pekerja
pria dan wanita dalam hal upah dan kesempatan kerja.

e Prinsip Kepastian Hukum Hubungan industrial harus
didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan pasti,
sehingga semua pihak mengetahui hak dan kewajibannya
serta mekanisme penyelesaiannya.

e Prinsip Keseimbangan Kepentingan Menjaga agar
kepentingan pengusaha dan pekerja tetap seimbang,
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara
tidak adil.

4.1.4. Contoh Implementasi Asas dan Prinsip
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Sebagai ilustrasi, dalam praktik di Indonesia, penerapan asas dan
prinsip ini terlihat dalam berbagai regulasi dan praktik
ketenagakerjaan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya
perlindungan hak pekerja dan pengusaha melalui prinsip
keadilan dan keseimbangan (Undang-Undang Republik
Indonesia, 2003). Selain itu, dalam proses perundingan PKB,
kedua pihak diharapkan mengedepankan prinsip musyawarah
mufakat dan keterbukaan, sehingga tercipta hubungan yang
harmonis dan produktif.

4.2 Regulasi dan Perundang-Undangan Terkait

4.2.1. Kerangka Hukum dalam Hubungan Industrial di
Indonesia

Landasan hukum utama yang mengatur hubungan industrial di
Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini menjadi payung hukum
utama yang mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja,
termasuk ketentuan mengenai perjanjian kerja, upah, jam kerja,
cuti, dan penyelesaian perselisihan.

Selain itu, terdapat regulasi lain yang mendukung, seperti
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,
dan Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi Indonesia,
seperti Konvensi ILO. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan
kerangka hukum yang komprehensif dan melindungi hak-hak
pekerja secara adil.

4.2.2. Peraturan Perundang-Undangan Utama

Beberapa peraturan penting yang menjadi dasar hukum dalam
hubungan industrial di Indonesia meliputi:
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e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Mengatur hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja, termasuk ketentuan tentang
perjanjian kerja, upah minimum, jam Kkerja, cuti, dan
perlindungan tenaga kerja.

e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh Mengatur hak pekerja
untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja
serta hak berunding secara kolektif.

e Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan Mengatur mekanisme penetapan upah
minimum dan sistem pengupahan yang adil.

e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Mengatur prosedur penyelesaian perselisihan secara
bipartit, tripartit, dan melalui pengadilan hubungan
industrial.

4.2.3. Contoh Implementasi Regulasi

Contoh nyata penerapan regulasi ini adalah proses penetapan
upah minimum yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan secara
tahunan, dengan melibatkan perwakilan pengusaha dan pekerja,
serta pengawasan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan
penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengaturan
upah, serta mekanisme penyelesaian perselisihan melalui
lembaga yang berwenang.

4.3 Lembaga-lembaga yang Mendukung Hubungan
Industrial

4.3.1. Lembaga Pemerintah
Lembaga pemerintah yang utama dalam mendukung hubungan

industrial di Indonesia adalah Kementerian Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi. Kementerian ini bertanggung jawab dalam
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menyusun kebijakan, mengawasi pelaksanaan regulasi
ketenagakerjaan, serta memberikan perlindungan hukum kepada
pekerja dan pengusaha.

Selain itu, Dewan Pengupahan merupakan lembaga yang
berperan dalam menetapkan upah minimum dan kebijakan
pengupahan secara nasional dan regional. Dewan ini terdiri dari
perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, yang bekerja
secara tripartit untuk memastikan keseimbangan dan keadilan
dalam pengupahan.

4.3.2. Lembaga Penyelesaian Perselisihan

Lembaga ini meliputi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
dan Mediasi serta Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004. PHI berfungsi sebagai lembaga pengadilan
khusus yang menyelesaikan sengketa industrial secara adil dan
cepat. Mediasi dan arbitrase dilakukan sebagai alternatif
penyelesaian sengketa secara damai dan efisien, menghindari
proses litigasi yang panjang dan mahal.

Contoh nyata adalah penyelesaian perselisihan upah melalui
mediasi yang difasilitasi oleh Disnakertrans, yang mampu
menyelesaikan konflik secara musyawarah mufakat dan
menghindari eskalasi konflik yang lebih besar.

4.3.3. Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha

Serikat pekerja berperan sebagai representasi dan pembela hak-
hak pekerja dalam proses perundingan kolektif dan penyelesaian
perselisihan. Sedangkan asosiasi pengusaha berfungsi sebagai
wadah yang mewakili kepentingan pengusaha dan berperan
dalam dialog sosial serta pengembangan hubungan industrial
yang harmonis.

58 HUBUNGAN INDUSTRIAL



Contohnya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di berbagai
perusahaan yang aktif melakukan perundingan PKB, serta
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang turut serta
dalam forum tripartit untuk merumuskan kebijakan
ketenagakerjaan nasional.

Rangkuman

Landasan pokok hubungan industrial di Indonesia didasarkan
pada asas dan prinsip yang menjadi pedoman utama dalam
penyelenggaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja. Asas
dan prinsip ini berfungsi sebagai fondasi normatif yang
memastikan hubungan berlangsung secara adil, harmonis, dan
berkeadilan. Pemahaman terhadap asas dan prinsip ini penting
agar hubungan industrial mampu berjalan sesuai dengan nilai-
nilai nasional dan keadilan sosial.

1. Asas dan prinsip dalam hubungan industrial merupakan
norma dasar dan penjabaran yang mengarahkan perilaku
dan tindakan dalam praktik hubungan kerja. Asas bersifat
umum dan mendasar, sedangkan prinsip merupakan
penjabaran dari asas tersebut yang mengarahkan perilaku
dan tindakan dalam praktik hubungan industrial.

2. Asas utama yang berlaku di Indonesia meliputi asas
keseimbangan dan  keadilan, keterbukaan dan
transparansi, kesejahteraan dan perlindungan hak,
demokratis dan musyawarah, serta kemandirian dan
otonomi. Asas ini menegaskan pentingnya keadilan,
komunikasi terbuka, perlindungan hak pekerja, serta
pengambilan keputusan secara demokratis dan mandiri.

3. Prinsip dasar yang menjadi pedoman meliputi keadilan
sosial, kesetaraan, kepastian hukum, dan keseimbangan
kepentingan. Prinsip ini menekankan perlakuan adil, tidak
diskriminatif, serta dasar hukum yang jelas dan pasti
dalam pelaksanaan hubungan industrial.
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4. Landasan hukum utama yang mengatur hubungan

industrial di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dilengkapi
regulasi lain seperti UU tentang Serikat Pekerja, Peraturan
Pengupahan, dan penyelesaian perselisihan. Regulasi ini
menegaskan hak dan kewajiban pihak terkait serta
mekanisme penyelesaian konflik secara adil dan
transparan.

Lembaga yang mendukung hubungan industrial meliputi
Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan,
Pengadilan Hubungan Industrial, serta lembaga mediasi
dan arbitrase. Selain itu, serikat pekerja dan asosiasi
pengusaha berperan sebagai representasi dan wadah
dialog sosial yang memperkuat hubungan harmonis.

Dengan memahami landasan ini, mahasiswa diharapkan mampu
menganalisis dan mengaplikasikan asas, regulasi, serta lembaga
yang menjadi pilar utama dalam membangun hubungan
industrial yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1.

2.

Jelaskan pengertian asas dan prinsip dalam hubungan
industrial di Indonesia serta bagaimana keduanya menjadi
dasar dalam penyelenggaraan hubungan tersebut.
Analisis peran regulasi dan perundang-undangan dalam
menjamin keadilan dan perlindungan hak pekerja dan
pengusaha di Indonesia.

Uraikan fungsi dan peran lembaga pemerintah dalam
mendukung pelaksanaan hubungan industrial yang
harmonis dan berkeadilan.

Diskusikan hubungan antara asas, regulasi, dan lembaga
dalam membangun hubungan industrial yang efektif dan
berkelanjutan di Indonesia.
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5. Berikan contoh studi kasus yang menunjukkan penerapan
asas dan prinsip dalam penyelesaian perselisihan
industrial di Indonesia, serta analisis keberhasilannya.

Soal Pilihan Berganda

1. Apa yang dimaksud dengan asas dalam hubungan
industrial?
o a.Norma khusus yang berlaku secara terbatas
o b. Norma dasar yang bersifat umum dan mendasar
o ¢. Prinsip yang hanya berlaku di perusahaan
tertentu
o d. Ketentuan hukum yang bersifat opsional
2. Prinsip utama yang menegaskan bahwa hubungan
industrial harus didasarkan pada keadilan sosial adalah:
o a.Prinsip efisiensi
o b. Prinsip keadilan sosial
o C. Prinsip kompetisi
o d.Prinsip otonomi
3. Salah satu asas dalam hubungan industrial di Indonesia
adalah:
o a.Asas kompetisi
o b. Asas kekuasaan mutlak pengusaha
o c.Asas keseimbangan dan keadilan
o d. Asas ketertutupan informasi
4. Regulasi utama yang mengatur hubungan industrial di
Indonesia adalah:
o a.Peraturan Menteri Keuangan
o b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
o . Peraturan Daerah
o d.Peraturan Perusahaan
5. Lembaga yang berfungsi sebagai mediator dan pengawas
dalam penyelesaian perselisihan industrial adalah:
o a.Dewan Pengupahan
o b.Pengadilan Hubungan Industrial
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o c.Asosiasi Pengusaha
o d.Serikat Pekerja
6. Salah satu prinsip dasar yang harus dipegang dalam
hubungan industrial adalah:
o a.Kepastian hukum
o b.Dominasi pengusaha
o c. Ketertutupan informasi
o d.Ketidaksetaraan
7. Peran utama Kementerian Ketenagakerjaan dalam
hubungan industrial adalah:
o a.Mengatur perjanjian kerja secara langsung
o b. Menyusun kebijakan dan mengawasi
pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan
o ¢.Menetapkan upah minimum secara otomatis
o d. Mengelola serikat pekerja
8. Salah satu fungsi Dewan Pengupahan adalah:
o a.Menyusun undang-undang ketenagakerjaan
o b. Menetapkan upah minimum dan kebijakan
pengupahan
o ¢.Mengadili perselisihan industrial
o d. Mengelola pelatihan tenaga kerja
9. Prinsip yang menekankan perlakuan yang sama terhadap
semua pekerja tanpa diskriminasi disebut:
o a.Prinsip keadilan sosial
o b. Prinsip kesetaraan
o . Prinsip otonomi
o d.Prinsip transparansi
10. Salah satu contoh penerapan asas dan prinsip dalam
hubungan industrial adalah:
o a. Penetapan upah minimum oleh pemerintah
tanpa konsultasi
o b. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang
melibatkan pihak terkait
o ¢. Pengabaian hak pekerja dalam proses
perundingan
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o d. Penggunaan kekuasaan sepihak oleh pengusaha
dalam negosiasi

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan mengalami konflik terkait penetapan
upah minimum yang tidak disepakati antara pengusaha
dan serikat pekerja. Buatlah analisis mengenai langkah-
langkah yang harus diambil berdasarkan asas, regulasi,
dan lembaga yang relevan untuk menyelesaikan konflik
tersebut secara adil dan berkeadilan.

2. Sebuah perusahaan baru ingin menerapkan prinsip
hubungan industrial yang berlandaskan asas keadilan dan
keterbukaan. Rancanglah sebuah rencana implementasi
yang mencakup kebijakan internal, komunikasi, dan
mekanisme penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan
regulasi dan lembaga terkait di Indonesia.
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BAB 5: POLA KEBIJAKAN
DALAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan peran
kebijakan pemerintah dalam membentuk hubungan
industrial yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia.
Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai kebijakan
perusahaan yang mempengaruhi hubungan industrial
serta memahami peran serikat pekerja dalam proses
tersebut.

Mahasiswa mampu menganalisis peran tripartit sebagai
forum dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan
pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Mahasiswa mampu menguraikan proses dan mekanisme
dalam penyusunan kebijakan hubungan industrial yang
efektif dan berkelanjutan.

Mahasiswa dapat membandingkan kebijakan hubungan
industrial di Indonesia dengan praktik di negara lain
sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran.

Mahasiswa mampu mengkaji tantangan dan peluang
dalam implementasi kebijakan hubungan industrial di era
globalisasi dan digitalisasi.

Mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi kebijakan
yang mendukung terciptanya hubungan industrial yang
adil, produktif, dan berkelanjutan di masa depan.
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Pendahuluan

Dalam konteks hubungan industrial, kebijakan yang diterapkan
oleh berbagai pihak memiliki peranan yang sangat penting dalam
menciptakan suasana kerja yang kondusif, adil, dan produktif.
Kebijakan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi
juga dari perusahaan dan serikat pekerja, yang masing-masing
memiliki kepentingan dan peran strategis dalam membangun
hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, pemahaman
mendalam mengenai pola kebijakan dalam hubungan industrial
menjadi sangat krusial bagi mahasiswa yang akan menjadi
praktisi, pengambil kebijakan, maupun pengelola sumber daya
manusia di masa depan.

Urgensi mempelajari pola kebijakan ini terletak pada kenyataan
bahwa hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan
merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja
yang stabil dan produktif. Kebijakan yang tepat akan mampu
mengurangi konflik, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya,
kebijakan yang tidak tepat atau tidak konsisten dapat
menimbulkan ketegangan, perselisihan, bahkan konflik yang
berkepanjangan antara pengusaha dan pekerja, yang berimbas
pada menurunnya produktivitas dan citra perusahaan maupun
negara.

Selain itu, dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, dinamika
hubungan industrial semakin kompleks. Perubahan regulasi,
munculnya teknologi baru, serta meningkatnya peran serikat
pekerja dan organisasi internasional menuntut adanya kebijakan
yang adaptif dan inovatif. Melalui pemahaman pola kebijakan ini,
mahasiswa diharapkan mampu melihat gambaran besar tentang
bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, diimplementasikan,
dan dievaluasi secara berkelanjutan agar mampu menjawab
tantangan masa depan.
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Pembahasan dalam bab ini juga akan menyoroti pentingnya
peran tripartit sebagai forum yang melibatkan pemerintah,
pengusaha, dan serikat pekerja dalam merumuskan kebijakan
yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan masing-masing
pihak, tetapi juga mampu menciptakan solusi yang saling
menguntungkan. Dengan memahami mekanisme ini, mahasiswa
akan mendapatkan gambaran tentang proses dialog dan
negosiasi yang konstruktif dalam membangun hubungan
industrial yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, mempelajari pola kebijakan dalam
hubungan industrial tidak hanya penting dari aspek teoritis,
tetapi juga sangat relevan dalam praktik nyata di lapangan.
Melalui pemahaman ini, diharapkan mahasiswa mampu
berkontribusi dalam merumuskan dan mengimplementasikan
kebijakan yang mampu menjawab tantangan zaman,
memperkuat  hubungan  industrial, dan  mendukung
pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing tinggi.

5.1 Kebijakan Pemerintah dalam
Hubungan Industrial

Kebijakan pemerintah memegang peranan sentral dalam
membentuk kerangka regulasi dan norma yang mengatur
hubungan industrial di Indonesia. Sebagai pengatur utama dalam
sistem ketenagakerjaan, pemerintah bertanggung jawab untuk
menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi
sekaligus memastikan perlindungan hak dan kewajiban pekerja
serta pengusaha. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai
dari regulasi ketenagakerjaan, perlindungan sosial, hingga
pengaturan hubungan kerja yang adil dan berimbang.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemerintah dalam hubungan
industrial diatur melalui berbagai peraturan perundang-
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undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan pelaksanaannya.
Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan
pengusaha dan pekerja, mengurangi konflik industrial, serta
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
Pemerintah juga berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam
menyelesaikan perselisihan industrial melalui lembaga-lembaga
seperti Dinas Tenaga Kerja, Pengadilan Hubungan Industrial, dan
lembaga mediasi lainnya.

Salah satu aspek penting dari kebijakan pemerintah adalah
pengaturan upah minimum, yang bertujuan untuk memastikan
pekerja mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan
kebutuhan hidup dan tingkat inflasi. Selain itu, pemerintah juga
mengatur jam Kerja, cuti, jaminan sosial, dan perlindungan
terhadap PHK. Kebijakan ini harus mampu menyesuaikan diri
dengan perkembangan ekonomi dan sosial, termasuk tantangan
yang muncul dari globalisasi dan digitalisasi.

Contoh nyata dari kebijakan pemerintah yang progresif adalah
penerapan sistem jaminan sosial nasional melalui BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang memberikan
perlindungan sosial kepada pekerja formal maupun informal.
Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja
tetapi juga memperkuat stabilitas hubungan industrial secara
keseluruhan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait
pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja agar
mampu bersaing di pasar global.

Namun, implementasi kebijakan pemerintah tidak selalu berjalan
mulus. Terkadang terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dan
praktik di lapangan, yang disebabkan oleh kurangnya
pengawasan, sumber daya yang terbatas, atau ketidakpahaman
pihak terkait. Oleh karena itu, peran pemerintah harus didukung
oleh pengawasan yang efektif dan sosialisasi yang berkelanjutan
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agar kebijakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan
manfaat maksimal bagi semua pihak.

Selain aspek regulasi, pemerintah juga memiliki peran dalam
mendorong dialog sosial dan membangun hubungan kemitraan
antara pengusaha dan pekerja. Melalui forum-forum seperti
Dewan Pengupahan dan Dewan Ketenagakerjaan, pemerintah
memfasilitasi proses negosiasi dan musyawarah untuk mencapai
kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan
dengan prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan sosial yang
menjadi dasar dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.

Dalam konteks internasional, kebijakan pemerintah Indonesia
juga harus mengikuti standar dan rekomendasi dari organisasi
internasional seperti International Labour Organization (ILO).
Indonesia, sebagai anggota ILO, berkomitmen untuk menerapkan
prinsip-prinsip dasar ketenagakerjaan yang meliputi kebebasan
berserikat, perlindungan terhadap  diskriminasi, dan
penghapusan kerja paksa serta pekerja anak. Komitmen ini
menjadi bagian dari kebijakan nasional yang diarahkan untuk
menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan
berkeadilan.

Secara umum, kebijakan pemerintah dalam hubungan industrial
harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi dan
sosial yang terus berkembang. Pemerintah perlu melakukan
evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang ada, serta
melakukan inovasi dan reformasi regulasi agar tetap relevan dan
efektif. Pendekatan yang partisipatif dan berbasis bukti menjadi
kunci dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjawab
tantangan masa depan, termasuk dalam menghadapi era digital
dan globalisasi.

HUBUNGAN INDUSTRIAL 69



5.2 Kebijakan Perusahaan dan Peran
Serikat Pekerja

Kebijakan perusahaan dalam hubungan industrial merupakan
faktor penting yang mempengaruhi suasana kerja dan
keberlangsungan hubungan antara pengusaha dan pekerja.
Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan
internal perusahaan terkait sistem pengupahan, jam kerja, sistem
insentif, hingga kebijakan terkait kesejahteraan dan
pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan perusahaan
yang baik harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang
kondusif, adil, dan produktif, serta mampu menyeimbangkan
kepentingan pengusaha dan pekerja.

Peran serikat pekerja dalam konteks ini sangat strategis. Serikat
pekerja berfungsi sebagai wadah perwakilan pekerja yang
memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Dalam
proses pembuatan kebijakan perusahaan, serikat pekerja sering
kali terlibat dalam negosiasi terkait upah, jam kerja, dan kondisi
kerja lainnya. Melalui peran aktif ini, serikat pekerja membantu
memastikan bahwa kebijakan perusahaan tidak merugikan
pekerja dan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial.

Contoh kebijakan perusahaan yang menunjukkan peran serikat
pekerja adalah penetapan upah minimum sektoral yang
dinegosiasikan secara kolektif. Sebagai ilustrasi, pada
perusahaan tekstil di Indonesia, serikat pekerja sering kali
berperan dalam menentukan besaran upah minimum yang
disepakati bersama manajemen, sehingga pekerja merasa
dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas
(Suryanto, 2020). Selain itu, serikat pekerja juga berperan dalam
menyusun kebijakan terkait cuti bersama, perlindungan
terhadap PHK, dan program pelatihan kerja.
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Kebijakan = perusahaan yang efektif harus mampu
mengakomodasi aspirasi pekerja sekaligus memenuhi kebutuhan
bisnis. Misalnya, perusahaan dapat menerapkan kebijakan
insentif berbasis kinerja yang transparan dan adil, serta
menyediakan program pengembangan kompetensi yang
mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam hal ini,
serikat pekerja dapat berperan sebagai mitra strategis yang
membantu perusahaan dalam merancang kebijakan tersebut
agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Namun, tidak jarang terjadi konflik antara kebijakan perusahaan
dan serikat pekerja, terutama jika kebijakan tersebut dianggap
tidak adil atau merugikan pekerja. Untuk mengatasi hal ini,
diperlukan mekanisme dialog yang terbuka dan konstruktif, serta
penerapan prinsip-prinsip negosiasi kolektif yang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia, keberadaan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi instrumen penting
dalam mengatur hubungan ini, sebagai bentuk kesepakatan yang
mengikat kedua belah pihak.

Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial
dan budaya dalam menyusun kebijakan. Misalnya, perusahaan
yang beroperasi di daerah dengan budaya kerja tertentu harus
mampu menyesuaikan kebijakan internal agar sesuai dengan
nilai-nilai lokal, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan
perlindungan hak pekerja. Pendekatan ini akan memperkuat
hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan loyalitas
pekerja terhadap perusahaan.

Serikat pekerja juga memiliki peran dalam mengedukasi
anggotanya mengenai hak dan kewajiban mereka, serta
pentingnya partisipasi aktif dalam proses pengambilan
keputusan perusahaan. Melalui pelatihan dan sosialisasi, serikat
pekerja dapat meningkatkan kapasitas anggota dalam
bernegosiasi dan menyampaikan aspirasi secara efektif. Dengan
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demikian, hubungan antara perusahaan dan pekerja menjadi
lebih konstruktif dan berorientasi pada solusi bersama.

Dalam konteks global, perusahaan multinasional sering kali
menerapkan kebijakan yang mengikuti standar internasional,
seperti prinsip-prinsip Fair Labor Practices dari International
Labour Organization (ILO). Hal ini menunjukkan bahwa
kebijakan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi
nasional, tetapi juga oleh standar internasional yang menuntut
perlakuan adil terhadap pekerja di seluruh dunia. Implementasi
kebijakan ini akan memperkuat citra perusahaan dan
meningkatkan daya saing di pasar global.

Secara keseluruhan, kebijakan perusahaan dan peran serikat
pekerja harus berjalan secara sinergis dalam membangun
hubungan industrial yang harmonis. Keduanya harus mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi dan sosial,
serta mampu menciptakan suasana kerja yang adil, produktif, dan
berkelanjutan. Melalui mekanisme dialog dan negosiasi yang
efektif, diharapkan tercipta kesepakatan yang saling
menguntungkan dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi
nasional.

5.3 Peran Tripartit dalam Merumuskan
Kebijakan

Peran tripartit dalam hubungan industrial di Indonesia
merupakan salah satu pilar utama dalam proses perumusan
kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Tripartit terdiri dari tiga
unsur utama, yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Ketiga unsur ini memiliki kepentingan dan peran yang berbeda,
namun harus bekerja sama secara harmonis untuk menciptakan
kebijakan yang mampu menjawab tantangan dan dinamika
hubungan industrial.
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Dalam konteks Indonesia, forum tripartit diorganisasi melalui
Dewan Pengupahan, Dewan Ketenagakerjaan, dan lembaga-
lembaga serupa yang berfungsi sebagai wadah dialog dan
konsultasi. Melalui forum ini, ketiga pihak dapat menyampaikan
aspirasi, berbagi pandangan, serta merumuskan kebijakan yang
bersifat komprehensif dan inklusif. Pendekatan ini sejalan
dengan prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan sosial yang
diamanatkan dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan
ketenagakerjaan nasional.

Peran utama dari tripartit adalah sebagai mediator dan fasilitator
dalam proses negosiasi kebijakan. Sebagai contoh, dalam
penetapan upah minimum regional (UMR), pemerintah bersama
pengusaha dan serikat pekerja melakukan perundingan secara
kolektif untuk menentukan angka yang dianggap adil dan mampu
memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Proses ini tidak hanya
melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan
aspek sosial dan budaya setempat. Contoh nyata adalah
penetapan UMR di Jakarta yang melibatkan dialog intensif
antara ketiga pihak, menghasilkan angka yang disepakati
dan diterima secara luas (Kusuma & Wibowo, 2019).

Selain itu, tripartit juga berperan dalam merumuskan kebijakan
terkait perlindungan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan
kompetensi, serta pengaturan jam kerja dan cuti. Melalui forum
ini, pengusaha dapat menyampaikan kebutuhan operasionalnya,
sementara serikat pekerja mengajukan aspirasi terkait
perlindungan hak pekerja. Pemerintah berperan sebagai
pengatur dan pengawas agar kebijakan yang dihasilkan sesuai
dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

Dalam praktiknya, keberhasilan tripartit sangat bergantung pada
tingkat kepercayaan dan komunikasi antar pihak. Jika ketiga
unsur mampu membangun dialog yang konstruktif dan saling
menghormati, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif
dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika terjadi ketegangan dan
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ketidakpercayaan, proses perumusan kebijakan akan terhambat
dan berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Selain di tingkat nasional, forum tripartit juga berperan di tingkat
daerah dan sektor industri tertentu. Melalui forum ini, kebijakan
yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal dapat
dirumuskan. Sebagai contoh, di daerah dengan industri kecil dan
menengah, tripartit dapat membantu merumuskan kebijakan
pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal,
sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Dalam konteks internasional, prinsip tripartit juga diadopsi oleh
organisasi-organisasi seperti ILO, yang menekankan pentingnya
dialog sosial sebagai mekanisme utama dalam pembuatan
kebijakan ketenagakerjaan. Prinsip ini menegaskan bahwa
keberhasilan kebijakan hubungan industrial sangat bergantung
pada partisipasi aktif dari semua pihak terkait, serta adanya
mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Peran tripartit tidak hanya terbatas pada perumusan kebijakan,
tetapi juga dalam proses implementasi dan evaluasi. Melalui
forum ini, pihak-pihak dapat melakukan monitoring terhadap
pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi masalah, dan
melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pendekatan ini
memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan mampu
menjawab kebutuhan zaman.

Secara keseluruhan, keberadaan forum tripartit sebagai
mekanisme dialog dan perundingan merupakan fondasi penting
dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan
berkeadilan. Melalui proses yang inklusif dan partisipatif,
diharapkan tercipta kebijakan yang tidak hanya adil secara
normatif, tetapi juga efektif dan berkelanjutan dalam praktiknya.
Dengan demikian, tripartit menjadi instrumen strategis dalam
memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional dan mendukung
pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
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Rangkuman

Kebijakan dalam hubungan industrial di Indonesia melibatkan
berbagai pihak dan mekanisme yang saling terkait, yang
bertujuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan
berkeadilan. Berikut poin-poin utama yang dapat disimpulkan:

1. Kebijakan pemerintah memegang peranan sentral dalam
mengatur kerangka regulasi ketenagakerjaan, termasuk
regulasi upah minimum, jam Kkerja, perlindungan sosial,
dan penyelesaian perselisihan industrial. Pemerintah
bertindak sebagai pengatur, mediator, dan fasilitator,
serta harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan
perkembangan ekonomi dan sosial, termasuk tantangan
globalisasi dan digitalisasi. Peran lembaga seperti Dinas
Tenaga Kerja dan Pengadilan Hubungan Industrial sangat
penting dalam menegakkan regulasi dan menyelesaikan
konflik. Selain itu, Indonesia berkomitmen mengikuti
standar internasional dari ILO, seperti prinsip kebebasan
berserikat dan penghapusan kerja paksa, guna
menciptakan hubungan industrial yang adil dan stabil.

2. Kebijakan perusahaan dan peran serikat pekerja saling
melengkapi dalam membangun hubungan industrial yang
sehat. Perusahaan perlu menyusun kebijakan internal
yang adil dan mendukung kesejahteraan pekerja, seperti
sistem pengupahan dan pelatihan. Serikat pekerja
berfungsi sebagai perwakilan dan pembela hak pekerja,
serta berperan aktif dalam negosiasi kolektif, misalnya
dalam penetapan upah minimum sektoral dan
perlindungan terhadap PHK. Dialog terbuka dan
mekanisme PKB menjadi instrumen penting untuk
mengatasi konflik dan memastikan kebijakan yang
diambil sesuai prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.
Pendekatan ini juga harus memperhatikan aspek budaya
dan sosial setempat agar hubungan kerja tetap harmonis
dan produktif.
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3.

Peran tripartit sebagai forum dialog antara pemerintah,
pengusaha, dan serikat pekerja sangat vital dalam
merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui Dewan Pengupahan dan Dewan Ketenagakerjaan,
ketiga pihak dapat menyampaikan aspirasi, melakukan
negosiasi, dan mencapai kesepakatan bersama, seperti
dalam penetapan UMR. Keberhasilan tripartit sangat
bergantung pada kepercayaan dan komunikasi yang baik
antar pihak, serta mampu melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Prinsip
partisipatif dan transparansi dalam forum ini mendukung
terciptanya kebijakan yang efektif dan mampu menjawab
tantangan zaman, termasuk dalam konteks internasional
dan dinamika ekonomi global. Dengan demikian, tripartit
menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sistem
hubungan industrial nasional.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1.

Jelaskan peran kebijakan pemerintah dalam menciptakan
hubungan industrial yang harmonis di Indonesia dan
sebutkan salah satu regulasi utama yang mengaturnya.
Analisis bagaimana kebijakan perusahaan dan peran
serikat pekerja saling mempengaruhi dalam membangun
hubungan industrial yang adil dan produktif.

Uraikan proses dan mekanisme yang dilakukan dalam
forum tripartit untuk merumuskan kebijakan
ketenagakerjaan di Indonesia.

Diskusikan tantangan utama yang dihadapi dalam
implementasi kebijakan hubungan industrial di era digital
dan globalisasi.

Berikan contoh praktik kebijakan hubungan industrial di
negara lain yang dapat dijadikan pembelajaran bagi
Indonesia, dan jelaskan alasannya.
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Soal Pilihan Ganda

1. Kebijakan pemerintah dalam hubungan industrial di
Indonesia diatur melalui:
o a.Peraturan daerah
o b.Peraturan perundang-undangan nasional
o c¢.Keputusan perusahaan
o d.Perjanjian internasional
2. Salah satu lembaga yang berfungsi sebagai mediator
dalam penyelesaian perselisihan industrial di Indonesia
adalah:
o a.Dewan Pengupahan
o b.Pengadilan Hubungan Industrial
o c¢.Dewan Pusat Serikat Pekerja
o d. Kementerian Perdagangan
3. Peran utama serikat pekerja dalam hubungan industrial
adalah:
o a.Mengelola keuangan perusahaan
o b.Menyusun kebijakan internal perusahaan
o c.Melindungi hak dan kepentingan pekerja
o d. Mengatur jam operasional perusahaan
4. Dalam proses penetapan upah minimum regional (UMR),
tripartit biasanya melakukan:
o a.Penetapan sepihak oleh pemerintah
o b. Negosiasi kolektif antara pengusaha dan serikat
pekerja
o . Penentuan oleh lembaga internasional
o d. Konsultasi dengan masyarakat umum
5. Salah satu fungsi forum tripartit adalah:
o a.Menetapkan kebijakan ekonomi nasional
o b. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan
o ¢ Merumuskan kebijakan ketenagakerjaan secara
inklusif
o d.Mengelola dana sosial pekerja
6. Kebijakan perusahaan yang melibatkan serikat pekerja
biasanya bertujuan untuk:
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a. Mengurangi biaya produksi
b. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis
c. Mengurangi hak pekerja
d. Menghindari peraturan pemerintah
7. Salah satu tantangan wutama dalam implementasi
kebijakan hubungan industrial di era digital adalah:
o a.Kurangnya tenaga kerja
o b.Ketidakpastian regulasi dan teknologi baru
o c. Tingginya biaya pelatihan
o d.Penurunan produktivitas
8. Prinsip utama dalam dialog tripartit adalah:
o a.Keputusan sepihak
o b. Partisipasi dan konsensus
o ¢.Pengawasan ketat
o d.Paksaan dari pemerintah
9. Contoh negara yang memiliki praktik hubungan industrial
yang berbeda dari Indonesia adalah:
o a.Malaysia
o b.Jepang
o c. Tiongkok
o d.Semua jawaban benar
10. Salah satu manfaat utama dari forum tripartit adalah:
o a.Mengurangi peran pemerintah
o b. Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam
pembuatan kebijakan
o c¢. Menghindari negosiasi
o d.Menetapkan kebijakan secara sepihak

o O O O

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan tekstil di daerah mengalami konflik
terkait penetapan upah minimum. Buatlah sebuah
rencana langkah-langkah yang harus dilakukan
perusahaan dan serikat pekerja dalam forum tripartit
untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
Jelaskan prosesnya secara rinci.
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2. Analisis sebuah kasus nyata di Indonesia di mana
kebijakan pemerintah dalam hubungan industrial
mengalami hambatan dalam implementasinya.
Identifikasi faktor penyebabnya dan berikan rekomendasi
solusi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan
tersebut.
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BAB 6: KONSEP

KETENAGAKERJAAN DALAM

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep hak dan
kewajiban pekerja serta pengusaha dalam konteks
hubungan industrial secara komprehensif dan mendalam.
Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis
aspek sosial dan ekonomi yang mempengaruhi
ketenagakerjaan di Indonesia dan di tingkat global.
Mahasiswa mampu memahami perkembangan
ketenagakerjaan di era globalisasi dan dampaknya
terhadap hubungan industrial di Indonesia.

Mahasiswa mampu mengaitkan antara teori dan praktik
terkait hak dan kewajiban dalam hubungan industrial
serta aspek sosial dan ekonomi ketenagakerjaan.
Mahasiswa mampu mengkritisi tantangan yang muncul
akibat perkembangan globalisasi dan digitalisasi terhadap
ketenagakerjaan di Indonesia.

Mahasiswa mampu menyusun analisis mengenai peran
dan tanggung jawab pekerja dan pengusaha dalam
menciptakan hubungan industrial yang adil dan
berkelanjutan.

Mahasiswa  mampu  menerapkan  konsep-konsep
ketenagakerjaan dalam studi kasus dan situasi nyata di
lapangan, serta memberikan solusi yang relevan dan
berkeadilan.

Pendahuluan
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Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat,
hubungan industrial di Indonesia menghadapi tantangan yang
semakin kompleks dan dinamis. Perubahan ekonomi global,
kemajuan teknologi digital, serta pergeseran pola kerja dan
struktur ketenagakerjaan menuntut pemahaman yang mendalam
tentang konsep ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja
serta pengusaha, serta aspek sosial dan ekonomi yang
menyertainya. Pemahaman ini menjadi sangat penting karena
hubungan industrial tidak hanya berperan sebagai kerangka
kerja hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga
sebagai fondasi dalam menciptakan suasana Kkerja yang
harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif tentang
ketenagakerjaan semakin mendesak mengingat berbagai isu yang
muncul, seperti ketimpangan pendapatan, perlindungan sosial,
dan hak-hak pekerja yang seringkali menjadi perdebatan di
berbagai forum nasional maupun internasional. Di Indonesia
sendiri, ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting
dalam pembangunan ekonomi nasional, yang tidak hanya
berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja, tetapi juga
terhadap stabilitas sosial dan keberlanjutan pertumbuhan
ekonomi.

Selain itu, perkembangan ketenagakerjaan di era globalisasi
membawa tantangan baru, seperti munculnya pola kerja
fleksibel, pekerjaan informal, dan ketidakpastian kerja yang
semakin meningkat. Hal ini menuntut para pemangku
kepentingan, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah,
untuk mampu menyesuaikan diri dan mengelola hubungan
industrial secara efektif dan adil. Oleh karena itu, pemahaman
tentang aspek sosial dan ekonomi ketenagakerjaan menjadi
sangat penting agar mampu menjawab tantangan tersebut secara
tepat dan berkeadilan.
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Materi ini akan membahas secara mendalam mengenai hak dan
kewajiban pekerja dan pengusaha, serta aspek sosial dan
ekonomi yang mempengaruhi ketenagakerjaan. Selain itu,
perkembangan ketenagakerjaan di era globalisasi akan menjadi
fokus utama, mengingat dinamika yang terus berubah dan
dampaknya terhadap hubungan industrial di Indonesia. Dengan
memahami konsep-konsep ini, diharapkan mahasiswa mampu
menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan hubungan
industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan di masa depan.
Pemahaman ini juga akan memperkuat kompetensi mahasiswa
dalam menganalisis dan menyusun solusi terhadap berbagai
permasalahan ketenagakerjaan yang muncul di lapangan, serta
mampu berkontribusi dalam pembangunan hubungan industrial
yang sehat dan produktif.

6.1 Hak dan Kewajiban Pekerja dan
Pengusaha

Hak dan kewajiban merupakan unsur fundamental dalam
hubungan industrial yang harus dipahami secara mendalam oleh
semua pihak yang terlibat. Hak adalah hak yang melekat pada
pekerja maupun pengusaha sebagai bagian dari hak asasi
manusia dan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan
kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan
bersama. Pemahaman yang tepat mengenai hak dan kewajiban ini
menjadi kunci dalam menciptakan hubungan industrial yang
harmonis, adil, dan produktif.

6.1.1 Hak Pekerja

Hak pekerja meliputi berbagai aspek yang menjamin
perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak ekonomi
serta sosialnya. Hak utama pekerja meliputi hak atas penghasilan
yang layak, hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan
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kerja, hak atas jaminan sosial, hak untuk berorganisasi dan
berunding secara kolektif, serta hak atas perlakuan yang adil dan
tidak diskriminatif di tempat kerja. Hak atas penghasilan yang
layak, misalnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa pekerja
berhak mendapatkan upah minimum, lembur, dan tunjangan lain
sesuai ketentuan (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020).

Selain itu, pekerja memiliki hak atas perlindungan dari PHK yang
tidak adil, hak atas cuti, hak atas lingkungan kerja yang aman dan
sehat, serta hak atas pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi. Hak ini harus dihormati dan
dilindungi oleh pengusaha, dan pelanggaran terhadap hak
pekerja dapat berakibat pada sanksi hukum dan kerusakan
hubungan industrial.

6.1.2 Kewajiban Pekerja

Sebaliknya, pekerja memiliki kewajiban untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan penuh
tanggung jawab. Kewajiban utama pekerja meliputi
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian Kkerja,
mematuhi peraturan perusahaan, menjaga kerahasiaan
perusahaan, serta berperilaku sopan dan disiplin di tempat kerja.
Pekerja juga berkewajiban untuk mengikuti pelatihan dan
pengembangan kompetensi yang disediakan oleh pengusaha
demi meningkatkan kualitas kerja.

Selain itu, pekerja harus menjaga hubungan baik dengan sesama
pekerja dan pengusaha, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan
yang mendukung Kkeberhasilan perusahaan. Kewajiban ini
penting agar tercipta suasana kerja yang kondusif dan produktif,
serta mendukung tercapainya tujuan bersama.

6.1.3 Hak Pengusaha
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Pengusaha memiliki hak untuk mengelola dan mengatur
perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang
berlaku. Hak ini meliputi hak untuk menentukan kebijakan
perusahaan, mengatur jam kerja, menetapkan standar Kkerja,
serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pekerja. Pengusaha juga berhak mendapatkan keuntungan dari
kegiatan usaha yang dijalankan, serta hak untuk melakukan PHK
sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Selain itu, pengusaha memiliki hak untuk menegakkan disiplin
kerja dan melakukan tindakan administratif terhadap pekerja
yang melanggar aturan, selama tindakan tersebut sesuai dengan
ketentuan hukum dan tidak melanggar hak asasi pekerja.

6.1.4 Kewajiban Pengusaha

Pengusaha berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan
jaminan sosial kepada pekerja, termasuk memberikan upah yang
adil dan tepat waktu, menyediakan lingkungan kerja yang aman
dan sehat, serta memenuhi kewajiban administratif seperti
pembayaran pajak dan iuran jaminan sosial. Pengusaha juga
harus mematuhi ketentuan perundang-undangan
ketenagakerjaan, termasuk memberikan hak cuti, jaminan hari
tua, dan perlindungan terhadap PHK yang dilakukan secara adil
dan sesuai prosedur.

Selain itu, pengusaha berkewajiban untuk menjamin hak pekerja
berorganisasi dan berunding secara kolektif, serta menghindari
praktik diskriminasi dan perlakuan tidak adil di tempat kerja.
Kewajiban ini penting agar tercipta hubungan yang saling
menghormati dan saling menguntungkan antara pekerja dan
pengusaha.

6.1.5 Implikasi Hak dan Kewajiban dalam Praktik
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Implementasi hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara
seimbang dan saling menghormati. Ketidakseimbangan atau
pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dapat menimbulkan
konflik dan perselisihan industrial. Sebagai contoh, jika
pengusaha tidak membayar upah sesuai ketentuan, pekerja
berhak menuntut haknya melalui mekanisme penyelesaian
perselisihan. Sebaliknya, jika pekerja tidak melaksanakan
kewajibannya, seperti tidak disiplin atau melakukan pelanggaran,
pengusaha berhak memberikan sanksi sesuai aturan.

Contoh nyata dari penerapan hak dan kewajiban ini adalah dalam
kasus pembayaran upah minimum di Indonesia, di mana
pengusaha wajib membayar pekerja sesuai dengan ketentuan
Upah Minimum Provinsi (UMP), dan pekerja berhak menuntut
jika hak tersebut tidak dipenuhi (Kementerian Ketenagakerjaan,
2020). Di sisi lain, pekerja harus menjalankan tugasnya secara
profesional dan disiplin agar hubungan kerja tetap harmonis.

6.2 Aspek Sosial dan Ekonomi
Ketenagakerjaan

Aspek sosial dan ekonomi merupakan faktor penting yang
mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan di Indonesia maupun
secara global. Aspek ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi
ekonomi makro dan mikro, tetapi juga meliputi aspek sosial yang
berhubungan dengan kesejahteraan pekerja, distribusi
pendapatan, dan keadilan sosial. Pemahaman terhadap aspek ini
sangat penting agar hubungan industrial dapat berjalan secara
berkeadilan dan berkelanjutan.

6.2.1 Aspek Sosial dalam Ketenagakerjaan
Aspek sosial dalam ketenagakerjaan mencakup berbagai isu yang

berkaitan dengan kesejahteraan sosial pekerja dan keluarganya.
Salah satu aspek utama adalah perlindungan sosial, yang meliputi
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jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan,
dan perlindungan terhadap PHK. Perlindungan sosial ini menjadi
fondasi dalam menciptakan rasa aman dan stabilitas bagi pekerja,
sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan produktif.

Selain itu, aspek sosial juga meliputi keberagaman dan
kesetaraan di tempat kerja. Di Indonesia, keberagaman budaya,
suku, agama, dan latar belakang sosial menjadi tantangan
sekaligus kekayaan yang harus dikelola secara adil dan inklusif.
Pengelolaan keberagaman ini harus dilakukan dengan prinsip
keadilan dan menghormati hak asasi manusia, agar tidak
menimbulkan diskriminasi dan konflik sosial.

Contoh nyata adalah program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang
memberikan perlindungan sosial kepada pekerja formal dan
informal, termasuk pekerja migran dan pekerja di sektor informal
(BPJS Ketenagakerjaan, 2021). Program ini membantu
mengurangi  ketimpangan  sosial dan  meningkatkan
kesejahteraan pekerja secara menyeluruh.

6.2.2 Aspek Ekonomi dalam Ketenagakerjaan

Aspek ekonomi berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional
dan global yang mempengaruhi lapangan Kkerja, tingkat
pengangguran, upah, dan produktivitas tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya akan meningkatkan
peluang kerja dan pendapatan pekerja, tetapi juga dapat
menimbulkan tantangan seperti ketimpangan pendapatan dan
ketidakmerataan distribusi kekayaan.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif
sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja
dan mengurangi kemiskinan. Sebagai contoh, selama periode
2015-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sekitar
5% per tahun, yang berdampak positif terhadap penciptaan
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lapangan kerja dan peningkatan pendapatan (BPS, 2020). Namun,
tantangan muncul ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti
dengan distribusi yang adil, sehingga muncul kesenjangan sosial
dan ekonomi.

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi turut
mempengaruhi aspek ekonomi ketenagakerjaan. Pekerjaan yang
sebelumnya bersifat konvensional mulai tergantikan oleh
pekerjaan berbasis teknologi, seperti otomatisasi dan robotisasi.
Hal ini menimbulkan kebutuhan akan peningkatan kompetensi
tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja global.

Contoh nyata adalah munculnya gig economy dan pekerjaan
berbasis platform digital, seperti pengemudi ojek online, penjual
online, dan pekerja lepas lainnya. Fenomena ini menunjukkan
adanya perubahan struktur ekonomi dan ketenagakerjaan yang
menuntut adaptasi dari pekerja dan pengusaha (ILO, 2021).

6.2.3 Interaksi Antara Aspek Sosial dan Ekonomi

Keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kondisi
ekonomi yang baik akan mendukung aspek sosial, seperti
peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Sebaliknya,
aspek sosial yang kuat akan menciptakan stabilitas sosial dan
ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan.

Sebagai contoh, program pembangunan manusia yang berfokus
pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas dan
daya saing tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional (World Bank, 2020). Di
Indonesia, upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan
vokasional menjadi strategi penting dalam menghadapi
tantangan ketenagakerjaan di era digital.
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6.3 Perkembangan Ketenagakerjaan di
Era Globalisasi

Era globalisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan
dinamika ketenagakerjaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Perkembangan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi,
integrasi pasar global, dan perubahan pola kerja yang semakin
fleksibel. Dampaknya terhadap hubungan industrial sangat
signifikan, menuntut adaptasi dan inovasi dari semua pihak.

6.3.1 Dampak Positif Globalisasi terhadap
Ketenagakerjaan

Globalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk
dan jasa Indonesia, meningkatkan investasi asing, dan
menciptakan lapangan kerja baru. Contohnya, industri
manufaktur dan jasa yang berkembang pesat di kawasan
ekonomi khusus dan kawasan industri terpadu, seperti Batam
dan Kendal, menunjukkan manfaat dari integrasi ekonomi global
(Kementerian Ketenagakerjaan, 2022).

Selain itu, globalisasi mendorong transfer teknologi dan
pengetahuan, yang dapat meningkatkan produktivitas dan
kualitas tenaga kerja. Peningkatan kompetensi pekerja melalui
pelatihan internasional dan sertifikasi global menjadi bagian dari
strategi pengembangan sumber daya manusia.

6.3.2 Tantangan yang Timbul dari Globalisasi

Namun, globalisasi juga membawa tantangan besar, seperti
ketimpangan pendapatan, ketidakpastian kerja, dan munculnya
pekerjaan informal dan tidak terlindungi. Pekerja di sektor
informal dan pekerja migran seringkali menghadapi perlakuan
tidak adil dan perlindungan sosial yang minim.
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Contoh nyata adalah pekerja migran Indonesia di luar negeri yang
menghadapi risiko perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak
asasi manusia, serta pekerja di sektor informal yang tidak
mendapatkan perlindungan sosial yang memadai (ILO, 2021).
Selain itu, otomatisasi dan robotisasi mengancam pekerjaan
tradisional, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan
meningkatnya angka pengangguran struktural.

6.3.3 Strategi Menghadapi Perkembangan Globalisasi

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia  perlu
mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan
inovatif. Strategi tersebut meliputi peningkatan kompetensi
tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan,
penguatan perlindungan sosial, serta pengaturan
ketenagakerjaan yang fleksibel namun tetap melindungi hak
pekerja.

Selain itu, penguatan peran lembaga tripartit dan dialog sosial
menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang berimbang
dan berkeadilan. Pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan
teknologi juga harus diimbangi dengan program pelatihan dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing
di pasar global.

6.3.4 Peran Pemerintah dan Stakeholder

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengatur dan
mengawasi ketenagakerjaan di era globalisasi. Melalui regulasi
yang adaptif, penguatan perlindungan sosial, dan promosi
investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pemerintah dapat
memastikan bahwa manfaat globalisasi dapat dirasakan secara
adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, peran pengusaha dan serikat pekerja sangat penting
dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan
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berkeadilan. Pengusaha harus mampu menyesuaikan diri dengan
perubahan teknologi dan pasar global, sementara serikat pekerja

harus memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja secara
kolektif.

Rangkuman

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban pekerja serta
pengusaha menunjukkan bahwa keduanya merupakan unsur
penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis
dan berkeadilan. Hak pekerja meliputi perlindungan terhadap
penghasilan yang layak, keselamatan kerja, jaminan sosial, serta
hak berorganisasi dan berunding secara kolektif. Sebaliknya,
pekerja memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas secara
profesional, mematuhi peraturan perusahaan, dan menjaga
hubungan baik di tempat kerja. Pengusaha memiliki hak untuk
mengelola perusahaan, menentukan kebijakan, dan menegakkan
disiplin, namun juga berkewajiban memberikan perlindungan
sosial, upah yang adil, serta lingkungan kerja yang aman dan
sehat. Implikasi dari penerapan hak dan kewajiban ini harus
dilakukan secara seimbang agar hubungan kerja tetap kondusif
dan produktif. Ketidakseimbangan atau pelanggaran dapat
menimbulkan konflik dan perselisihan industrial yang merugikan
kedua belah pihak.

Selain aspek hak dan kewajiban, aspek sosial dan ekonomi turut
mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan. Aspek sosial meliputi
perlindungan sosial, keberagaman, dan keadilan sosial yang
mendukung kesejahteraan pekerja. Aspek ekonomi berkaitan
dengan kondisi perekonomian nasional dan global yang
mempengaruhi lapangan kerja, pendapatan, dan produktivitas
tenaga kerja. Keduanya saling berkaitan dan saling
mempengaruhi, sehingga pembangunan yang berkelanjutan
harus memperhatikan keduanya secara bersamaan.
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Perkembangan ketenagakerjaan di era globalisasi membawa
peluang dan tantangan besar. Globalisasi membuka akses pasar
yang lebih luas dan transfer teknologi, namun juga menimbulkan
ketimpangan, ketidakpastian kerja, dan munculnya pekerjaan
informal. Strategi yang diperlukan meliputi peningkatan
kompetensi tenaga kerja, penguatan perlindungan sosial, serta
pengaturan ketenagakerjaan yang fleksibel dan adil. Pemerintah,
pengusaha, dan serikat pekerja memiliki peran penting dalam
menciptakan hubungan industrial yang adaptif dan berkeadilan,
agar manfaat dari globalisasi dapat dirasakan secara merata dan
berkelanjutan.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan secara mendalam pengertian hak dan kewajiban
pekerja serta pengusaha dalam hubungan industrial, serta
bagaimana keduanya saling mempengaruhi terciptanya
hubungan yang harmonis.

2. Analisis dampak aspek sosial dan ekonomi terhadap
ketenagakerjaan di Indonesia dan global, serta bagaimana
keduanya berinteraksi dalam membentuk kondisi
ketenagakerjaan saat ini.

3. Uraikan perkembangan ketenagakerjaan di era globalisasi
dan jelaskan tantangan serta peluang yang muncul bagi
hubungan industrial di Indonesia.

4. Diskusikan peran dan tanggung jawab pekerja dan
pengusaha dalam menciptakan hubungan industrial yang
adil dan berkelanjutan, serta berikan contoh nyata dari
praktik di lapangan.

5. Berikan kritik terhadap kebijakan ketenagakerjaan
Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan
digitalisasi, serta usulkan solusi yang relevan dan
berkeadilan.
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Soal Pilihan Berganda

1. Hak utama pekerja meliputi semua hal berikut, kecuali:
o a) Hak atas penghasilan yang layak
o b) Hak atas perlindungan kesehatan dan
keselamatan kerja
o ¢) Hak untuk menentukan kebijakan perusahaan
o d) Hak berorganisasi dan berunding secara kolektif
2. Kewajiban pekerja yang paling utama adalah:
o a) Mengatur kebijakan perusahaan
o b) Melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja
o ¢) Menentukan standar kerja
o d) Mengelola keuangan perusahaan
3. Hak pengusaha dalam hubungan industrial meliputi:
o a) Menentukan kebijakan perusahaan
o b) Memberikan upah minimum
o ¢) Melakukan PHK tanpa prosedur
o d) Mengatur jam kerja secara sepihak
4. Kewajiban pengusaha yang harus dipenuhi adalah:
o a) Memberikan perlindungan sosial dan upah adil
o b) Mengabaikan ketentuan perundang-undangan
o ¢) Mengurangi hak pekerja secara sepihak
o d) Menetapkan jam kerja tanpa batas
5. Salah satu aspek sosial yang mempengaruhi
ketenagakerjaan adalah:
o a) Tingkat inflasi
o b) Perlindungan sosial dan keberagaman budaya
o ¢) Kurs mata uang asing
o d) Kebijakan fiskal pemerintah
6. Aspek ekonomi dalam ketenagakerjaan mencakup:
o aj Distribusi  pendapatan  dan  tingkat
pengangguran
b) Keberagaman budaya
c) Perlindungan sosial
d) Kesejahteraan sosial
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7. Perkembangan ketenagakerjaan di era globalisasi ditandai

dengan:
o a) Peningkatan pekerjaan formal dan perlindungan
sosial
o b) Munculnya pekerjaan informal dan
ketidakpastian kerja

o ¢) Penurunan investasi asing
o d) Pengurangan penggunaan teknologi
8. Salah satu tantangan utama dari globalisasi terhadap
ketenagakerjaan adalah:
o a) Meningkatkan perlindungan sosial
o b) Meningkatkan ketimpangan pendapatan dan
ketidakpastian kerja
o ¢) Menurunkan tingkat pengangguran
o d) Memperkuat hubungan industrial
9. Kebijakan yang perlu dikembangkan pemerintah untuk
menghadapi tantangan globalisasi adalah:
o a) Mengurangi perlindungan sosial
o b) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui
pelatihan
o ¢) Mengurangi investasi dalam pendidikan
o d) Menghapus serikat pekerja
10. Salah satu manfaat dari globalisasi bagi ketenagakerjaan
adalah:
a) Meningkatkan ketimpangan sosial
o b) Membuka peluang pasar dan transfer teknologi
o ¢) Mengurangi lapangan kerja
o d) Menurunkan produktivitas tenaga kerja

@)

Soal Studi Kasus / Project

1. Sebuah perusahaan di Indonesia mengalami konflik
antara manajemen dan serikat pekerja terkait kenaikan
upah dan kondisi kerja. Analisislah hak dan kewajiban
kedua belah pihak dalam konteks hubungan industrial,
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serta berikan rekomendasi solusi yang adil dan
berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

2. Anda diminta untuk menyusun sebuah rencana kebijakan
ketenagakerjaan yang mampu menghadapi tantangan
digitalisasi dan globalisasi di Indonesia. Rencana tersebut
harus mencakup aspek sosial dan ekonomi, serta strategi
penguatan hubungan industrial yang harmonis. Tuliskan
poin-poin utama dari rencana tersebut.
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BAB 7: PERJANJIAN KERJA

DAN PERJANJIAN KERJA
BERSAMA

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis perjanjian
kerja yang berlaku dalam hubungan industrial, termasuk
karakteristik dan perbedaannya, sehingga mereka dapat
memahami dasar hukum dan praktik yang terkait dengan
perjanjian tersebut.

Mahasiswa dapat menguraikan proses penyusunan
Perjanjian Kerja (PK) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB),
mulai dari tahapan persiapan, negosiasi, hingga
penandatanganan, sehingga mereka  memahami
mekanisme yang harus ditempuh untuk mencapai
kesepakatan yang adil dan mengikat.

Mahasiswa mampu menganalisis peran PKB dalam
membangun hubungan industrial yang harmonis,
termasuk bagaimana perjanjian ini dapat menjadi alat
untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak
secara adil dan berkelanjutan.

Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan proses penyusunan PK dan
PKB, serta mampu mengusulkan strategi yang efektif
dalam negosiasi perjanjian kerja agar tercipta hubungan
kerja yang kondusif.

Mahasiswa mampu menilai pentingnya peran PKB dalam
menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif,
serta mampu mengaitkan aspek hukum dan etika dalam
penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja.
Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar
dalam menyusun dan menegosiasikan PK dan PKB secara
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etis dan profesional, sehingga mampu mendukung
terciptanya hubungan industrial yang berkeadilan.

7. Mahasiswa mampu melakukan studi kasus sederhana
terkait proses penyusunan PK dan PKB, serta mampu
mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan dalam
praktik di lapangan.

Pendahuluan

Dalam dunia hubungan industrial, keberadaan perjanjian kerja
dan perjanjian kerja bersama memegang peranan penting
sebagai fondasi dalam mengatur hak, kewajiban, dan tanggung
jawab antara pengusaha dan pekerja. Kedua jenis perjanjian ini
tidak hanya berfungsi sebagai alat legal yang mengikat, tetapi
juga sebagai mekanisme untuk menciptakan suasana kerja yang
harmonis dan produktif. Pemahaman mendalam mengenai
proses penyusunan dan peran kedua perjanjian ini menjadi
sangat krusial, mengingat dinamika hubungan kerja yang terus
berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi,
sosial, serta regulasi hukum.

Perjanjian Kerja (PK) biasanya dibuat secara individual antara
pengusaha dan pekerja, yang berisi ketentuan-ketentuan dasar
mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa
kerja. Sementara itu, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan
kesepakatan yang dibuat secara kolektif antara serikat pekerja
dan pengusaha atau asosiasi pengusaha, yang mengatur
ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum di tempat kerja
atau di sektor tertentu. PKB memiliki peran strategis dalam
mengatur hubungan kerja secara menyeluruh dan menjadi
landasan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang
mungkin timbul di kemudian hari.

Urgensi mempelajari bagian ini terletak pada kenyataan bahwa

proses penyusunan PK dan PKB harus dilakukan secara cermat,
adil, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum serta etika.
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Ketidakpahaman atau ketidaktepatan dalam menyusun dan
menegosiasikan perjanjian ini dapat menimbulkan konflik,
ketidakpuasan, bahkan perselisihan yang berkepanjangan di
tempat kerja. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang
jenis-jenis perjanjian kerja, proses penyusunannya, serta peran
PKB dalam membangun hubungan industrial yang harmonis
menjadi sangat penting bagi mahasiswa yang akan berperan
sebagai praktisi di bidang hubungan industrial, baik sebagai
pengusaha, serikat pekerja, maupun sebagai konsultan dan
pengambil kebijakan.

Selain itu, perkembangan regulasi dan praktik ketenagakerjaan
yang terus berubah menuntut para profesional di bidang ini
untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya.
Dengan memahami proses dan peran PKB secara mendalam,
mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi secara positif
dalam menciptakan suasana kerja yang adil, produktif, dan
berkelanjutan. Mereka juga akan lebih siap dalam menghadapi
tantangan di lapangan, seperti negosiasi yang kompleks,
penyusunan perjanjian yang sesuai dengan regulasi, serta
pengelolaan hubungan kerja yang efektif dan harmonis. Dengan
demikian, bagian ini tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum
akademik, tetapi juga sebagai bekal penting dalam membangun
kompetensi profesional di bidang hubungan industrial.

7.1 Jenis-jenis Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah instrumen hukum yang mengikat antara
pengusaha dan pekerja, yang berfungsi sebagai dasar pengaturan
hak dan kewajiban kedua belah pihak selama masa hubungan
kerja  berlangsung. Jenis-jenis perjanjian kerja dapat
diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti sifat,
jangka waktu, dan bentuknya. Pemahaman terhadap berbagai
jenis perjanjian ini sangat penting agar mahasiswa mampu
membedakan dan memahami Kkarakteristik serta implikasi
hukumnya.
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7.1.1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian yang
dibuat untuk pekerjaan tertentu yang memiliki jangka waktu
tertentu pula. PKWT biasanya digunakan untuk pekerjaan yang
sifatnya sementara, seperti proyek konstruksi, pekerjaan
musiman, atau pekerjaan yang bersifat sementara lainnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, PKWT harus dibuat secara tertulis dan memuat
ketentuan mengenai jangka waktu, jenis pekerjaan, dan hak-hak
pekerja selama masa kontrak (Undang-Undang No. 13 Tahun
2003, Pasal 59).

Contoh: Seorang pekerja di perusahaan konstruksi
dipekerjakan melalui PKWT selama 6 bulan untuk
menyelesaikan proyek pembangunan gedung.

7.1.2 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT)

Berbeda dengan PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT) tidak memiliki batas waktu tertentu dan berlaku
selama kedua belah pihak tidak mengakhiri secara sah. PKWTT
merupakan bentuk perjanjian yang paling umum dan diharapkan
mampu memberikan kestabilan kerja bagi pekerja. Menurut
Pasal 56 UU No. 13 Tahun 2003, PKWTT harus dibuat secara
tertulis jika pekerja telah bekerja selama lebih dari satu bulan dan
seterusnya.

Contoh: Seorang pegawai administrasi di sebuah perusahaan
yang dipekerjakan tanpa batas waktu tertentu dan memiliki
hak-hak yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan
perusahaan.

7.1.3 Perjanjian Kerja Lepas (PKL) dan Perjanjian
Kerja Kontrak
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PKL dan kontrak kerja sering digunakan dalam pekerjaan yang
bersifat freelance atau proyek tertentu. PKL biasanya bersifat
tidak tetap dan tidak mengikat secara formal seperti PKWT
maupun PKWTT, tetapi tetap memiliki dasar hukum tertentu.
Sementara kontrak kerja lebih formal dan biasanya digunakan
untuk pekerjaan jangka pendek dengan ketentuan yang jelas.

7.1.4 Perjanjian Kerja Khusus (PKK)

PKK adalah perjanjian yang dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
memiliki karakteristik khusus, misalnya pekerjaan di bidang seni,
olahraga, atau pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu.
PKK biasanya memiliki ketentuan yang berbeda dari PKWT dan
PKWTT, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan
regulasi yang berlaku.

7.1.5 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

PKB adalah perjanjian kolektif yang dibuat antara pengusaha
atau asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat
buruh. PKB mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berlaku
di tempat kerja atau sektor tertentu, termasuk hak dan kewajiban
pekerja dan pengusaha, sistem pengupahan, jam kerja, cuti, dan
ketentuan lain yang bersifat kolektif. PKB memiliki kekuatan
hukum mengikat bagi semua pihak yang terlibat dan menjadi
dasar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hubungan
industrial (Kusuma, 2018).

7.1.6 Perbedaan Antara Perjanjian Kerja dan
Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian kerja bersifat kolektif dan mengikat seluruh pekerja di
tempat kerja atau sektor tertentu, sedangkan perjanjian kerja
individual bersifat personal dan mengikat satu pekerja tertentu.
Perjanjian kerja individual biasanya dibuat saat awal penerimaan
kerja dan berisi ketentuan spesifik mengenai pekerjaan, gaji, dan
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hak-hak pekerja. Sebaliknya, PKB merupakan hasil negosiasi
kolektif yang mencerminkan kesepakatan bersama antara serikat
pekerja dan pengusaha.

7.2 Proses Penyusunan PK dan PKB

Proses penyusunan Perjanjian Kerja (PK) dan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) merupakan tahapan penting yang harus
dilakukan secara sistematis dan berlandaskan prinsip keadilan
serta keterbukaan. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek
hukum, tetapi juga aspek sosial dan etika, agar tercipta
kesepakatan yang saling menguntungkan dan mampu
membangun hubungan industrial yang harmonis.

7.2.1 Proses Penyusunan PK (Perjanjian Kerja)

Penyusunan PK secara individual biasanya dilakukan saat awal
penerimaan pekerja baru. Tahapan prosesnya meliputi:

1. Persiapan dan Negosiasi Awal Pengusaha dan pekerja
atau perwakilannya melakukan diskusi awal mengenai
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban, serta fasilitas yang
akan diberikan. Pada tahap ini, kedua belah pihak harus
saling memahami dan menyepakati hal-hal dasar yang
akan dituangkan dalam PK.

2. Penyusunan Draft PK Setelah tahap negosiasi awal, draft
PK disusun secara tertulis. Draft ini harus memuat
ketentuan mengenai identitas para pihak, jenis pekerjaan,
jam kerja, upah, cuti, dan ketentuan lain yang relevan.
Penyusunan draft harus dilakukan secara transparan dan
melibatkan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan
ketidakpuasan di kemudian hari.

3. Pembahasan dan Revisi Draft PK kemudian dibahas
bersama dan dilakukan revisi sesuai dengan masukan dari
kedua belah pihak. Proses ini penting agar PK benar-benar
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mencerminkan kesepakatan dan memenuhi kebutuhan
kedua belah pihak.

4. Penandatanganan PK Setelah mencapai kesepakatan, PK
ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja atau
perwakilannya. = Penandatanganan ini = menandai
berlakunya PK secara hukum dan mengikat kedua belah
pihak.

Contoh: Seorang pekerja di pabrik tekstil menandatangani
PK yang mengatur jam Kkerja dari pukul 08.00-17.00, dengan
istirahat satu jam, dan upah sesuai ketentuan perusahaan.

7.2.2 Proses Penyusunan PKB

Penyusunan PKB merupakan proses yang lebih kompleks karena
melibatkan negosiasi kolektif antara serikat pekerja dan
pengusaha atau asosiasi pengusaha. Tahapan prosesnya meliputi:

1. Persiapan dan Pembentukan Tim Negosiasi Kedua
belah pihak membentuk tim negosiasi yang kompeten dan
memahami aspek-aspek yang akan dibahas. Tim ini harus
memiliki pengetahuan tentang regulasi ketenagakerjaan,
kondisi perusahaan, dan kebutuhan pekerja.

2. Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan Kedua
belah pihak mengumpulkan data terkait kondisi ekonomi
perusahaan, kebutuhan pekerja, dan regulasi yang
berlaku. Data ini menjadi dasar dalam menentukan posisi
tawar dan batas-batas negosiasi.

3. Negosiasi dan Diskusi Proses negosiasi dilakukan secara
terbuka dan transparan, dengan memperhatikan prinsip
keadilan dan saling menghormati. Topik yang dibahas
meliputi upah minimum, jam kerja, cuti, jaminan sosial,
dan ketentuan lain yang bersifat kolektif.

4. Draft PKB dan Revisi Setelah tercapai kesepakatan, draft
PKB disusun dan dibahas kembali untuk memastikan
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semua poin telah disepakati. Revisi dilakukan jika ada hal
yang perlu diperjelas atau disesuaikan.

5. Penandatanganan PKB PKB yang telah disepakati
kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
berlaku sebagai perjanjian kolektif yang mengikat seluruh
pekerja dan pengusaha di tempat kerja atau sektor
tersebut.

Contoh: Serikat pekerja di sebuah perusahaan tekstil dan
pengusaha menyepakati PKB yang mengatur kenaikan upah
tahunan, cuti bersama, dan jaminan sosial, yang kemudian
ditandatangani sebagai bentuk komitmen bersama.

7.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses
Penyusunan

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses
penyusunan PK dan PKB meliputi:

e Keseimbangan kekuatan tawar antara pekerja dan
pengusaha

o Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan
transparan

e Kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku

o Kondisi ekonomi dan sosial di lingkungan perusahaan
dan sektor industri

o Kualitas komunikasi dan negosiasi yang efektif dan
beretika

7.2.4 Pentingnya Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam proses penyusunan PK dan PKB
sangat dianjurkan agar tercipta rasa keadilan dan saling
pengertian. Melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha
secara aktif dalam setiap tahapan akan meningkatkan legitimasi
dan keberlanjutan perjanjian. Pendekatan ini juga membantu
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mengurangi potensi konflik dan meningkatkan rasa saling
percaya.

7.3 Peran PKB dalam Membangun
Hubungan Industrial yang Harmonis

PKB memiliki peran strategis dalam membangun hubungan
industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Sebagai instrumen
kolektif yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak
secara menyeluruh, PKB mampu menjadi alat yang efektif dalam
mencegah dan menyelesaikan konflik industrial serta
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

7.3.1 Menjadi Landasan Hukum dan Etika

PKB berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat seluruh
pihak di tempat kerja atau sektor tertentu. Dengan adanya PKB,
hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha diatur secara jelas dan
adil, sehingga mengurangi potensi perselisihan. Selain aspek
hukum, PKB juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, saling
menghormati, dan kerjasama yang menjadi dasar hubungan
industrial yang sehat.

7.3.2 Meningkatkan Keseimbangan Kekuatan

Dalam hubungan industrial, sering terjadi ketidakseimbangan
kekuatan antara pengusaha dan pekerja. PKB membantu
menyeimbangkan posisi tawar kedua belah pihak melalui
negosiasi kolektif yang adil. Dengan adanya PKB, pekerja
memiliki perlindungan terhadap praktik-praktik tidak adil, dan
pengusaha mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan
sumber daya manusia.

7.3.3 Meningkatkan Kesejahteraan dan Produktivitas

HUBUNGAN INDUSTRIAL 105



PKB yang dirumuskan secara efektif dapat meningkatkan
kesejahteraan pekerja melalui pengaturan upah, jaminan sosial,
dan fasilitas lainnya. Kesejahteraan yang baik akan berdampak
positif terhadap motivasi dan loyalitas pekerja, yang pada
akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Sebagai
contoh, PKB yang mengatur kenaikan upah tahunan dan cuti
bersama secara adil akan menciptakan suasana kerja yang
kondusif dan harmonis.

7.3.4 Mencegah Konflik dan Menyelesaikan
Perselisihan

PKB berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan
secara kolektif, sehingga mengurangi kemungkinan konflik yang
berkepanjangan. Ketika terjadi perselisihan, PKB menjadi acuan
utama dalam proses mediasi, arbitrase, atau penyelesaian di luar
pengadilan. Hal ini penting agar hubungan industrial tetap stabil
dan berkelanjutan.

7.3.5 Membangun Kepercayaan dan Komitmen
Bersama

Proses negosiasi dan penyusunan PKB yang dilakukan secara
transparan dan partisipatif akan membangun kepercayaan
antara pengusaha dan pekerja. Kepercayaan ini menjadi fondasi
dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan
berkelanjutan. Pihak-pihak yang merasa dihargai dan
didengarkan cenderung lebih berkomitmen terhadap isi dan
pelaksanaan PKB.

7.3.6 Contoh Implementasi PKB yang Berhasil
Salah satu contoh keberhasilan PKB dalam membangun
hubungan harmonis adalah di sektor industri tekstil di Indonesia,

di mana serikat pekerja dan pengusaha menyepakati ketentuan
mengenai kenaikan upah, jam kerja, dan jaminan sosial secara
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kolektif. Hasilnya, tingkat konflik menurun, produktivitas
meningkat, dan suasana kerja menjadi lebih kondusif (Kusuma,
2018).

7.3.7 Kesimpulan

Secara keseluruhan, PKB memiliki peran sentral dalam
menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan
berkelanjutan. Melalui pengaturan hak dan kewajiban yang jelas,
mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif, serta
pendekatan yang partisipatif, PKB mampu menjadi alat yang
efektif dalam membangun suasana kerja yang kondusif dan
produktif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran
PKB sangat penting bagi mahasiswa agar mampu
mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik di lapangan
dan mendukung terciptanya hubungan industrial yang sehat dan
berkeadilan.

Rangkuman

Hubungan industrial yang harmonis sangat bergantung pada
keberadaan dan pelaksanaan perjanjian kerja, khususnya
Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB berfungsi sebagai
instrumen kolektif yang mengatur hak dan kewajiban kedua
belah pihak secara menyeluruh, sehingga menjadi landasan
utama dalam membangun hubungan kerja yang adil dan stabil.
Melalui PKB, tercipta kesepakatan yang mencerminkan nilai
keadilan, saling menghormati, dan kerjasama, yang menjadi
fondasi hubungan industrial yang sehat.

PKB membantu menyeimbangkan kekuatan tawar antara
pengusaha dan pekerja, sehingga mengurangi potensi konflik dan
meningkatkan rasa kepercayaan. Dengan pengaturan yang jelas
mengenai upah, jam kerja, jaminan sosial, dan ketentuan lain, PKB
mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus
produktivitas perusahaan. Selain itu, PKB berperan sebagai
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mekanisme penyelesaian perselisihan secara kolektif, yang
membantu menjaga stabilitas hubungan industrial dan mencegah
konflik berkepanjangan.

Proses penyusunan PKB harus dilakukan secara partisipatif dan
transparan, melibatkan perwakilan dari kedua belah pihak.
Pendekatan ini penting agar tercipta rasa keadilan dan legitimasi,
serta memperkuat komitmen bersama terhadap isi perjanjian.
Dengan demikian, PKB tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi
juga sebagai sarana membangun kepercayaan dan kerjasama
jangka panjang.

Secara umum, keberhasilan PKB dalam membangun hubungan
industrial yang harmonis terbukti dari contoh-contoh praktik
baik di berbagai sektor industri. PKB yang efektif mampu
meningkatkan kesejahteraan pekerja, menurunkan tingkat
konflik, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Oleh
karena itu, pemahaman mendalam tentang peran dan proses
penyusunan PKB sangat penting bagi mahasiswa agar mampu
mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik nyata di
lapangan, demi terciptanya hubungan industrial yang
berkeadilan dan berkelanjutan.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan perbedaan utama antara Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu (PKWTT) beserta contoh penggunaannya.

2. Uraikan proses penyusunan Perjanjian Kerja (PK) dari
tahap awal hingga penandatanganan dan jelaskan
pentingnya setiap tahap tersebut.

3. Analisis peran PKB dalam menciptakan hubungan
industrial yang harmonis dan berkelanjutan di tempat
kerja.
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4. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan proses negosiasi dalam penyusunan PKB.

5. Diskusikan bagaimana PKB dapat menjadi alat untuk
mencegah  konflik industrial dan meningkatkan
produktivitas perusahaan.

Soal Pilihan Berganda
1. Jenis perjanjian kerja yang dibuat untuk pekerjaan bersifat
sementara dan memiliki jangka waktu tertentu adalah:
o a.PKWTT
o b.PKK
o ¢.PKWT
o d.PKL
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) biasanya
dibuat jika:
o a.Pekerjaan bersifat musiman
o b. Pekerjaan memiliki jangka waktu tertentu
o c. Pekerjaan dilakukan secara permanen tanpa
batas waktu
o d.Pekerjaan bersifat freelance
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) biasanya disusun oleh:
o a.Pengusaha dan pekerja secara individual
o b. Serikat pekerja dan pengusaha atau asosiasi
pengusaha
o c.Pemerintah dan pengusaha
o d. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan
4. Proses penyusunan PK secara kolektif dimulai dari:
o a.Penandatanganan kontrak kerja
o b.Negosiasi awal dan penyusunan draft PK
o ¢. Pengajuan permohonan ke pemerintah
o d.Pelaksanaan pekerjaan
5. Tahapan penting dalam penyusunan PKB meliputi:

o a.Pengumpulan data dan negosiasi
o b.Penandatanganan langsung tanpa diskusi
o c¢. Pembuatan kontrak individual
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o d.Pengesahan oleh pemerintah
Salah satu fungsi utama PKB adalah:

o a. Mengatur hubungan kolektif antara serikat

pekerja dan pengusaha
o b. Mengatur hubungan individual pekerja dan
pengusaha

o . Mengatur peraturan pemerintah

o d. Mengatur hubungan internasional
Faktor yang tidak mempengaruhi keberhasilan negosiasi
PKB adalah:

o a.Keseimbangan kekuatan tawar

o b.Ketersediaan data dan informasi

o c. Ketidakjelasan regulasi hukum

o d.Komunikasi yang efektif
PKB dapat membantu dalam:

o a.Mengurangi konflik industrial

o b.Mengurangi produktivitas

o c¢. Menghapus hak pekerja

o d.Mengurangi peran serikat pekerja
Dalam proses penyusunan PK, salah satu tahap yang
sangat penting adalah:

o a.Revisi draft PK

o b.Penandatanganan PK

o c.Pengumpulan data

o d.Pelaksanaan pekerjaan

10. Salah satu manfaat utama PKB adalah:

o a.Memberikan perlindungan hukum dan keadilan
o b. Mengurangi hak pekerja

o c¢. Menghapus peraturan perusahaan

o d.Mengurangi peran serikat pekerja

Soal Project / Studi Kasus

1.

110

Sebuah perusahaan manufaktur sedang melakukan
negosiasi untuk menyusun PKB dengan serikat pekerja.
Tugas Anda adalah menyusun langkah-langkah strategis
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yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak agar proses
negosiasi berjalan efektif dan menghasilkan PKB yang adil.
Jelaskan secara rinci dan berikan contoh tindakan yang
dapat diambil di setiap langkah.

2. Analisis sebuah kasus di mana terjadi konflik antara
pengusaha dan serikat pekerja terkait ketentuan upah
dalam PKB. Buatlah solusi yang komprehensif
berdasarkan prinsip-prinsip negosiasi kolektif dan
penyelesaian perselisihan secara adil dan berkelanjutan.

Referensi
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BAB 8: PERAN INTERAKSI

HARMONIS DALAM
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep komunikasi
efektif dalam konteks hubungan industrial, serta
memahami pentingnya komunikasi yang terbuka dan
jujur antara pekerja dan pengusaha untuk menciptakan
suasana kerja yang harmonis.

Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan
prinsip-prinsip membangun budaya dialog dan
musyawarah di lingkungan perusahaan, sehingga tercipta
suasana kerja yang kondusif dan produktif.

Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus mengenai
interaksi harmonis di perusahaan, serta mengidentifikasi
faktor-faktor yang mendukung atau menghambat
terciptanya hubungan industrial yang harmonis melalui
komunikasi dan dialog.

Mahasiswa memahami peran komunikasi dalam
menyelesaikan konflik dan mencegah terjadinya
perselisihan industrial yang berkepanjangan.

Mahasiswa mampu merancang strategi komunikasi yang
efektif untuk meningkatkan hubungan antara pekerja dan
pengusaha dalam berbagai situasi di tempat kerja.
Mahasiswa mampu menilai pentingnya budaya dialog dan
musyawarah sebagai bagian dari pengembangan
hubungan industrial yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep komunikasi
efektif dan budaya dialog dalam praktik manajemen
hubungan industrial di perusahaan, sehingga tercipta
lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.
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Pendahuluan

Dalam dunia kerja, hubungan antara pekerja dan pengusaha
merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan dan
keberlanjutan sebuah organisasi. Hubungan industrial yang
harmonis tidak hanya bergantung pada aspek hukum atau
peraturan ketenagakerjaan semata, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjalin di antara
kedua belah pihak. Komunikasi yang efektif menjadi kunci utama
dalam membangun kepercayaan, mengurangi kesalahpahaman,
serta memperkuat rasa saling pengertian di tempat kerja. Tanpa
adanya komunikasi yang terbuka dan jujur, potensi konflik dan
ketegangan dapat dengan mudah muncul, yang pada akhirnya
mengganggu produktivitas dan stabilitas organisasi.

Urgensi dari pembahasan mengenai peran interaksi harmonis
dalam hubungan industrial ini semakin dirasakan seiring dengan
dinamika dunia kerja yang semakin kompleks dan cepat berubabh.
Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai
tantangan, termasuk perubahan teknologi, globalisasi, dan
budaya kerja yang beragam. Dalam konteks ini, budaya dialog dan
musyawarah menjadi alat penting untuk menjaga hubungan yang
sehat dan berkelanjutan. Melalui dialog yang konstruktif, pekerja
dan pengusaha dapat menyampaikan aspirasi, menyelesaikan
perbedaan pendapat, dan mencapai kesepakatan yang saling
menguntungkan.

Selain itu, studi kasus yang akan dibahas dalam bagian ini
memberikan gambaran nyata tentang bagaimana komunikasi
yang baik dan budaya dialog dapat diterapkan dalam praktik di
perusahaan. Melalui pengalaman nyata tersebut, mahasiswa
dapat memahami faktor-faktor = yang mempengaruhi
keberhasilan interaksi harmonis dan bagaimana strategi
komunikasi yang tepat dapat memperkuat hubungan industrial.
Dengan memahami dan menguasai aspek-aspek ini, mahasiswa
diharapkan mampu menjadi praktisi hubungan industrial yang
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mampu membangun dan memelihara hubungan kerja yang sehat,
adil, dan produktif di masa depan.

Pembahasan ini sangat penting karena hubungan industrial yang
harmonis tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan dan
pekerja secara individu, tetapi juga berkontribusi pada
terciptanya lingkungan kerja yang stabil dan kondusif untuk
pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemahaman
mendalam tentang komunikasi efektif, budaya dialog, dan studi
kasus interaksi harmonis menjadi bagian integral dari
kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang akan
berkiprah di bidang hubungan industrial. Dengan demikian,
mereka tidak hanya mampu memahami teori, tetapi juga mampu
mengaplikasikan konsep tersebut dalam praktik nyata di
lapangan.

8.1 Komunikasi Efektif antara Pekerja
dan Pengusaha

Komunikasi efektif merupakan fondasi utama dalam membangun
hubungan industrial yang harmonis. Dalam konteks hubungan
kerja, komunikasi ini tidak hanya sekadar pertukaran informasi,
tetapi juga mencakup proses penyampaian pesan yang jelas,
terbuka, jujur, dan saling mendengarkan. Menurut Robbins dan
Judge (2019), komunikasi yang efektif mampu meningkatkan
pemahaman antara pekerja dan pengusaha, mengurangi
kesalahpahaman, serta memperkuat kepercayaan di antara
keduanya.

Dalam praktiknya, komunikasi yang efektif harus mampu
menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan kedua belah
pihak. Pengusaha perlu menyampaikan kebijakan, target, dan
harapan secara transparan kepada pekerja, sementara pekerja
harus mampu menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan
secara terbuka. Salah satu aspek penting dalam komunikasi ini
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adalah kejelasan pesan. Pesan yang disampaikan harus mudah
dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir. Sebagai contoh,
dalam sebuah perusahaan manufaktur, manajer produksi harus
mampu menjelaskan target produksi harian secara rinci dan
realistis kepada pekerja agar mereka memahami apa yang
diharapkan dan dapat bekerja secara optimal.

Selain kejelasan, kejujuran dan keterbukaan juga menjadi kunci
dalam komunikasi efektif. Pengusaha harus bersikap jujur
mengenai kondisi perusahaan, tantangan yang dihadapi, dan
rencana masa depan. Begitu pula, pekerja harus merasa aman
untuk menyampaikan keluhan atau saran tanpa takut akan
adanya sanksi atau diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip
komunikasi terbuka yang diungkapkan oleh Schein (2017),
bahwa kepercayaan adalah hasil dari komunikasi yang jujur dan
konsisten.

Contoh nyata dari komunikasi efektif dapat dilihat pada
perusahaan yang menerapkan sistem komunikasi dua arah,
seperti rapat rutin, kotak saran, dan forum diskusi. Misalnya,
sebuah perusahaan teknologi di Indonesia mengadakan
pertemuan bulanan antara manajemen dan pekerja untuk
membahas berbagai isu yang muncul di lapangan. Dalam
pertemuan tersebut, pekerja diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pendapat dan keluhan secara langsung kepada
manajemen. Sebagai hasilnya, = perusahaan =~ mampu
mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil langkah
perbaikan yang tepat, sehingga tercipta suasana kerja yang lebih
harmonis dan produktif.

Namun, tidak semua komunikasi berjalan lancar. Hambatan
seperti perbedaan budaya, tingkat pendidikan, dan bahasa dapat
mempengaruhi efektivitas komunikasi. Oleh karena itu,
pengusaha perlu mengembangkan strategi komunikasi yang
adaptif, misalnya dengan menggunakan bahasa yang sederhana,
visualisasi, atau pelatihan komunikasi bagi manajer dan pekerja.
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Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek non-verbal,
seperti intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh, yang
dapat memperkuat atau malah mengurangi makna pesan yang
disampaikan.

Dalam konteks hubungan industrial, komunikasi efektif juga
berperan dalam menyelesaikan konflik. Ketika terjadi
ketidaksepahaman atau perselisihan, komunikasi yang terbuka
dan jujur dapat membantu kedua belah pihak memahami posisi
masing-masing dan mencari solusi bersama. Sebagai contoh,
dalam kasus perselisihan upah, pengusaha dan serikat pekerja
harus mampu berdiskusi secara konstruktif, menghindari sikap
defensif, dan berorientasi pada solusi yang adil dan
berkelanjutan.

Selain aspek komunikasi langsung, teknologi juga memegang
peranan penting dalam komunikasi modern. Penggunaan
platform digital seperti email, pesan instan, dan intranet
perusahaan memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan
efisien. Namun, penggunaan teknologi ini harus diimbangi
dengan kepekaan terhadap konteks dan karakteristik
komunikasi manusia agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Secara keseluruhan, komunikasi efektif adalah kunci utama
dalam membangun hubungan yang harmonis dan produktif di
tempat Kkerja. Pengusaha dan pekerja harus mampu
mengembangkan kemampuan komunikasi mereka secara terus-
menerus, termasuk mendengarkan secara aktif, menyampaikan
pesan secara jelas, dan membangun kepercayaan melalui
keterbukaan. Dengan demikian, hubungan industrial yang sehat
dan berkelanjutan dapat terwujud, mendukung terciptanya
lingkungan kerja yang kondusif dan mampu menghadapi
berbagai tantangan masa depan.
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8.2 Membangun Budaya Dialog dan
Musyawarah

Budaya dialog dan musyawarah merupakan aspek penting dalam
menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan
berkelanjutan. Budaya ini menekankan pentingnya komunikasi
yang tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga melibatkan
partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait. Dalam konteks
hubungan industrial, budaya dialog dan musyawarah berfungsi
sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan pendapat,
mengatasi konflik, dan mencapai kesepakatan yang saling
menguntungkan.

Menurut Suryana (2018), budaya dialog adalah proses
komunikasi yang berlangsung secara terbuka, jujur, dan penuh
rasa saling menghormati, di mana semua pihak merasa didengar
dan dihargai. Sedangkan musyawarah adalah proses
pengambilan keputusan secara bersama-sama melalui diskusi
dan pertimbangan berbagai aspek yang relevan. Kedua konsep ini
saling melengkapi dan menjadi landasan dalam membangun
hubungan kerja yang adil dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, penerapan budaya dialog dan musyawarah
harus dimulai dari tingkat pimpinan perusahaan. Pimpinan harus
mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk berdiskusi,
misalnya dengan mengadakan forum-forum komunikasi rutin,
seperti rapat kerja, pertemuan serikat pekerja, dan forum dialog
antara manajemen dan pekerja. Sebagai contoh, sebuah
perusahaan di bidang jasa keuangan di Indonesia rutin
mengadakan pertemuan bulanan antara manajemen dan
perwakilan pekerja untuk membahas berbagai isu yang muncul,
termasuk kebijakan perusahaan, kondisi kerja, dan kesejahteraan
pekerja. Dalam forum tersebut, semua pihak diberikan
kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan secara
terbuka, tanpa rasa takut atau takut akan adanya sanksi.
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Selain itu, budaya dialog dan musyawarah juga harus didukung
oleh sikap saling menghormati dan kepercayaan. Pihak
manajemen harus mampu mendengarkan keluhan dan aspirasi
pekerja secara aktif, serta menunjukkan bahwa masukan mereka
dihargai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
Sebaliknya, pekerja harus mampu menyampaikan pendapat
secara konstruktif dan tidak emosional, serta memahami bahwa
keputusan akhir mungkin harus mempertimbangkan berbagai
aspek yang kompleks.

Penting juga untuk mengembangkan keterampilan komunikasi
dan negosiasi di kalangan pimpinan dan pekerja agar proses
dialog dan musyawarah berjalan efektif. Pelatihan komunikasi,
misalnya, dapat membantu meningkatkan kemampuan
mendengarkan aktif, menyampaikan pendapat secara jelas, dan
mengelola konflik secara konstruktif. Dengan demikian, proses
musyawarah tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar
menghasilkan solusi yang adil dan memuaskan semua pihak.

Budaya dialog dan musyawarah memiliki manfaat besar dalam
mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Ketika
pekerja merasa didengar dan dihargai, mereka cenderung lebih
loyal dan produktif. Sebaliknya, perusahaan yang menerapkan
budaya ini mampu mengurangi tingkat perselisihan industrial
dan meningkatkan iklim kerja yang kondusif. Sebagai contoh,
sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia berhasil
menurunkan angka perselisihan kerja secara signifikan setelah
menerapkan program dialog terbuka dan forum musyawarah
yang rutin. Hasilnya, suasana kerja menjadi lebih harmonis, dan
produktivitas meningkat karena adanya rasa saling percaya dan
saling pengertian.

Selain manfaat internal, budaya dialog dan musyawarah juga
berkontribusi pada pengembangan hubungan industrial yang
berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan adanya komunikasi yang
terbuka, perusahaan dapat lebih cepat menyesuaikan diri
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terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal, serta
mampu mengantisipasi potensi konflik sebelum berkembang
menjadi perselisihan besar. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip
good industrial relations yang diungkapkan oleh Bamber et al.
(2019), bahwa keberhasilan hubungan industrial sangat
bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk
berkomunikasi secara efektif dan membangun kepercayaan
melalui dialog yang konstruktif.

Dalam konteks globalisasi dan era digital saat ini, budaya dialog
dan musyawarah juga harus mampu beradaptasi dengan
teknologi komunikasi modern. Penggunaan platform digital
seperti video conference, forum diskusi online, dan media sosial
dapat memperluas jangkauan komunikasi dan mempercepat
proses dialog. Namun, tetap diperlukan kepekaan terhadap
norma-norma budaya dan etika komunikasi agar proses ini tetap
berjalan efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Secara keseluruhan, membangun budaya dialog dan musyawarah
adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga dalam
hubungan industrial. Melalui budaya ini, hubungan antara
pekerja dan pengusaha tidak hanya didasarkan pada aturan dan
peraturan, tetapi juga pada saling pengertian, kepercayaan, dan
rasa hormat. Dengan demikian, tercipta suasana kerja yang
harmonis, produktif, dan berkelanjutan, yang mampu
menghadapi berbagai tantangan masa depan.

8.3 Studi Kasus Interaksi Harmonis di
Perusahaan

Studi kasus merupakan alat penting untuk memahami bagaimana
konsep komunikasi efektif dan budaya dialog dapat
diimplementasikan secara nyata dalam lingkungan perusahaan.
Melalui studi kasus, mahasiswa dapat melihat secara langsung
faktor-faktor yang mendukung atau menghambat terciptanya
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hubungan industrial yang harmonis, serta strategi yang
digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Salah satu studi kasus yang relevan adalah pengalaman PT. XYZ,
sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia yang berhasil
membangun hubungan industrial yang harmonis melalui
penerapan komunikasi terbuka dan budaya dialog. Pada awalnya,
perusahaan ini menghadapi berbagai masalah, termasuk
ketidakpuasan pekerja terhadap sistem pengupahan dan kondisi
kerja yang dirasakan tidak adil. Konflik yang muncul seringkali
berujung pada aksi mogok kerja dan penurunan produktivitas.

Untuk mengatasi hal ini, manajemen PT. XYZ memutuskan untuk
mengubah pendekatan mereka terhadap hubungan industrial.
Mereka mulai mengadakan forum dialog secara rutin, melibatkan
perwakilan pekerja dalam pengambilan keputusan, dan
menerapkan sistem komunikasi dua arah yang transparan.
Sebagai contoh, perusahaan mengadakan pertemuan bulanan
yang melibatkan manajer, perwakilan serikat pekerja, dan
pekerja biasa. Dalam forum ini, pekerja dapat menyampaikan
keluhan, saran, dan aspirasi mereka secara langsung kepada
manajemen.

Selain itu, perusahaan juga memperkenalkan program pelatihan
komunikasi dan negosiasi bagi pimpinan dan perwakilan pekerja.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
mendengarkan  aktif, menyampaikan pendapat secara
konstruktif, dan mengelola konflik secara damai. Hasil dari upaya
ini adalah meningkatnya rasa saling percaya dan saling
pengertian antara pekerja dan manajemen.

Dampak positif dari penerapan budaya dialog dan komunikasi
terbuka ini sangat nyata. Tingkat perselisihan industrial menurun
secara signifikan, dan hubungan kerja menjadi lebih harmonis.
Pekerja merasa dihargai dan didengar, sehingga mereka lebih
loyal dan produktif. Perusahaan juga mampu mengidentifikasi
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dan menyelesaikan masalah secara lebih cepat, yang berdampak
pada peningkatan efisiensi dan kualitas produk.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan hubungan
industrial tidak hanya bergantung pada aspek hukum atau
peraturan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi
dan budaya dialog yang diterapkan. Faktor kunci keberhasilan
meliputi komitmen pimpinan, pelatihan komunikasi, dan
keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu,
keberhasilan ini juga didukung oleh adanya kepercayaan yang
dibangun secara konsisten melalui komunikasi yang jujur dan
saling menghormati.

Contoh lain adalah perusahaan multinasional di Indonesia yang
menerapkan sistem komunikasi digital untuk memperkuat
hubungan dengan pekerja di berbagai lokasi. Mereka
menggunakan platform intranet dan aplikasi pesan instan untuk
menyampaikan informasi penting, mengumpulkan masukan, dan
mengadakan forum  diskusi online. Pendekatan ini
memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien, serta
memperkuat budaya dialog di seluruh organisasi.

Dari berbagai studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa
keberhasilan membangun hubungan industrial yang harmonis
sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam
mengelola komunikasi dan membangun budaya dialog yang
inklusif. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut dan
mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan di berbagai
konteks organisasi.

Selain itu, studi kasus juga mengajarkan pentingnya adaptasi
terhadap perubahan lingkungan dan teknologi. Perusahaan harus
mampu memanfaatkan teknologi komunikasi modern tanpa
mengabaikan aspek-aspek dasar dari komunikasi manusia yang
efektif, seperti empati, kejujuran, dan saling menghormati.
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Dengan demikian, hubungan industrial yang harmonis tidak
hanya menjadi tujuan, tetapi juga proses yang terus menerus dan
dinamis, yang harus dijaga dan dikembangkan secara
berkelanjutan.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1.

Jelaskan pengertian komunikasi efektif dalam konteks
hubungan industrial dan sebutkan dua aspek utama yang
harus diperhatikan agar komunikasi tersebut berjalan
dengan baik.

Uraikan peran budaya dialog dan musyawarah dalam
menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan
berikan contoh penerapannya di perusahaan.

Analisis  faktor-faktor yang dapat menghambat
komunikasi efektif antara pekerja dan pengusaha serta
bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi
hambatan tersebut.

Berdasarkan studi kasus PT. XYZ, jelaskan langkah-
langkah yang diambil perusahaan untuk membangun
hubungan harmonis melalui komunikasi dan dialog, serta
hasil yang diperoleh.

Buatlah sebuah rencana strategi komunikasi yang efektif
untuk sebuah perusahaan yang sedang mengalami konflik
internal antara manajemen dan pekerja, jelaskan poin-
poin utama dalam rencana tersebut.

Soal Pilihan Berganda

1.

Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif dalam
hubungan industrial?
o a. Pertukaran informasi yang dilakukan secara
sepihak
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o b. Proses penyampaian pesan yang jelas, terbuka,
dan saling mendengarkan
o ¢ Komunikasi yang hanya dilakukan melalui media
elektronik
o d. Penyampaian pesan tanpa memperhatikan
penerima pesan
Menurut Robbins dan Judge (2019), komunikasi yang
efektif mampu meningkatkan:
o a.Perselisihan di tempat kerja
o b. Pemahaman dan kepercayaan antara pekerja
dan pengusaha
o c. Ketidakpastian dalam pengambilan keputusan
o d.Konflik internal di perusahaan
Salah satu aspek penting dalam komunikasi yang efektif
adalah:
o a.Kejelasan pesan
o b.Kecepatan penyampaian
o c.Penggunaan bahasa asing
o d.Menghindari umpan balik
Budaya dialog dan musyawarah bertujuan untuk:
o a. Mengurangi partisipasi pekerja dalam
pengambilan keputusan
o b. Menciptakan komunikasi satu arah
o . Menyelesaikan perbedaan pendapat secara
konstruktif
o d. Menghindari diskusi di tempat kerja
Dalam praktiknya, penerapan budaya dialog harus
dimulai dari:
o a.Pihak pekerja
o b.Pimpinan perusahaan
o c.Konsultan eksternal
o d.Pemerintah
Salah satu manfaat dari budaya dialog dan musyawarah
adalah:
o a.Meningkatkan konflik industrial
o b.Mengurangi rasa saling percaya
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o ¢.Mencegah konflik berkepanjangan
o d. Mengurangi partisipasi pekerja
7. Teknologi komunikasi modern seperti email dan pesan
instan dapat membantu:
o a. Mempercepat komunikasi dan memperkuat

dialog

o b. Mengurangi kepercayaan antara pekerja dan
pengusaha

o c¢. Menggantikan semua bentuk komunikasi
langsung

o d.Menghindari diskusi terbuka
8. Hambatan utama dalam komunikasi di tempat Kkerja
meliputi:
o a.Keterbukaan dan kejujuran
o b.Perbedaan budaya dan bahasa
o c. Partisipasi aktif semua pihak
o d. Penggunaan teknologi komunikasi
9. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan
komunikasi efektif adalah:
o a.Mengurangi frekuensi pertemuan
o b.Memberikan pelatihan komunikasi dan negosiasi
o ¢.Menghindari umpan balik dari pekerja
o d. Menyembunyikan informasi penting
10. Dalam membangun hubungan harmonis, peran utama
komunikasi adalah:
o a.Menghindari konflik
o b.Membangun kepercayaan dan saling pengertian
o c.Menetapkan aturan tanpa diskusi
o d. Mengurangi partisipasi pekerja

Soal Project / Studi Kasus
1. Analisis sebuah perusahaan yang berhasil membangun

hubungan industrial harmonis melalui komunikasi dan
dialog. Jelaskan faktor-faktor kunci keberhasilannya dan

HUBUNGAN INDUSTRIAL 125



rekomendasikan langkah-langkah yang dapat diambil
perusahaan lain untuk mencapai hal serupa.

2. Buatlah sebuah simulasi dialog antara manajer dan
perwakilan pekerja yang sedang mengalami konflik
terkait kebijakan perusahaan. Tunjukkan bagaimana
komunikasi efektif dan budaya dialog dapat membantu
menyelesaikan konflik tersebut secara konstruktif.
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BAB 9: PERLINDUNGAN
KETENAGAKERJAAN DAN
PENGUPAHAN

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menjelaskan Kkonsep sistem
pengupahan yang adil dan prinsip-prinsip dasarnya dalam
konteks hubungan industrial di Indonesia.

Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis
berbagai bentuk jaminan sosial serta peranannya dalam
meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan
perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja serta
pentingnya aspek legal dalam menjamin hak-hak pekerja.
Mahasiswa mampu mengkaji hubungan antara sistem
pengupahan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum
dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis
dan berkeadilan.

Mahasiswa mampu menilai tantangan dan peluang dalam
penerapan perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia,
terutama dalam era globalisasi dan digitalisasi.
Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebijakan dan
regulasi terkait perlindungan ketenagakerjaan serta
mengkritisi efektivitasnya dalam praktik di lapangan.
Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi kebijakan
yang mendukung perlindungan ketenagakerjaan yang
adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
keadilan sosial.

Pendahuluan
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Perlindungan ketenagakerjaan dan pengupahan merupakan
bagian fundamental dari hubungan industrial yang sehat dan
berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, di mana dinamika pasar
tenaga kerja terus berkembang dan tantangan global semakin
kompleks, perlindungan terhadap pekerja menjadi hal yang
sangat penting. Pekerja sebagai salah satu elemen utama dalam
proses produksi harus mendapatkan perlindungan yang
memadai agar hak-haknya terpenuhi dan kesejahteraannya
terjamin. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan upah yang adil,
tetapi juga mencakup jaminan sosial dan perlindungan hukum
yang mampu memberikan rasa aman dan keadilan dalam bekerja.

Urgensi pembahasan mengenai sistem pengupahan yang adil
sangat tinggi, mengingat ketimpangan pendapatan dan
ketidakpastian ekonomi yang sering kali menimbulkan
ketidakpuasan di kalangan pekerja. Sistem pengupahan yang
tidak adil dapat memicu konflik industrial, menurunkan
produktivitas, dan mengganggu stabilitas hubungan kerja. Oleh
karena itu, pemahaman tentang prinsip-prinsip pengupahan
yang berkeadilan menjadi sangat penting bagi mahasiswa yang
akan menjadi bagian dari pengelola sumber daya manusia
maupun pengambil kebijakan di masa depan.

Selain itu, jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja merupakan
aspek yang tidak kalah penting. Dalam era modern, pekerja tidak
hanya membutuhkan penghasilan yang layak, tetapi juga
perlindungan terhadap risiko sosial seperti kecelakaan kerja,
sakit, hari tua, dan kematian. Sistem jaminan sosial yang efektif
mampu memberikan perlindungan tersebut dan meningkatkan
kualitas hidup pekerja serta keluarganya. Dengan demikian,
pemahaman tentang berbagai bentuk jaminan sosial dan
peranannya dalam mendukung kesejahteraan pekerja menjadi
bagian integral dari pembelajaran ini.

Tak kalah penting adalah perlindungan hukum bagi pekerja. Hak-
hak pekerja harus dilindungi secara legal agar tidak mudah
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dilanggar dan untuk memastikan adanya keadilan dalam
hubungan kerja. Regulasi dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku harus dipahami dan diimplementasikan secara
efektif agar pekerja mendapatkan perlindungan maksimal dari
berbagai bentuk pelanggaran hak. Pemahaman ini juga menjadi
dasar bagi mahasiswa untuk mampu mengadvokasi dan
memperjuangkan hak-hak pekerja di masa mendatang.

Pembahasan dalam bab ini menjadi sangat relevan karena di
tengah tantangan ekonomi dan sosial yang terus berkembang,
perlindungan ketenagakerjaan harus mampu menyesuaikan diri
dengan kebutuhan zaman. Era digitalisasi dan globalisasi
membawa perubahan besar dalam dunia kerja, yang menuntut
adanya sistem pengupahan yang lebih transparan dan adil, serta
perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Dengan memahami
aspek-aspek tersebut, mahasiswa diharapkan mampu
berkontribusi dalam menciptakan hubungan industrial yang
harmonis, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

9.1 Sistem Pengupahan yang Adil

Pengupahan merupakan salah satu aspek utama dalam hubungan
industrial yang berkeadilan. Sistem pengupahan yang adil tidak
hanya berorientasi pada besarnya upah yang diterima pekerja,
tetapi juga mencakup prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan
keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia, sistem pengupahannya
harus mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja
sekaligus memperhatikan kemampuan ekonomi perusahaan dan
kondisi pasar tenaga kerja.

Prinsip utama dari sistem pengupahan yang adil adalah keadilan
distributif dan Kkeadilan prosedural. Keadilan distributif
menuntut bahwa upah yang diberikan harus mencerminkan
kontribusi pekerja terhadap produktivitas dan keberhasilan
perusahaan, serta memenuhi standar kebutuhan hidup
minimum. Sementara itu, keadilan prosedural menekankan
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pentingnya proses penetapan upah yang transparan, partisipatif,
dan berdasarkan aturan yang jelas, sehingga pekerja merasa
dihargai dan memiliki kepercayaan terhadap sistem tersebut.

Di Indonesia, pengupahan diatur dalam Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya,
termasuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri. Salah
satu aspek penting adalah penetapan upah minimum yang
dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah bersama serikat
pekerja dan pengusaha melalui mekanisme tripartit. Upah
minimum ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari upah yang
tidak layak dan memastikan mereka mampu memenuhi
kebutuhan hidup dasar.

Selain upah minimum, sistem pengupahan juga harus
mempertimbangkan skema pengupahan yang berjenjang, seperti
upah pokok, tunjangan, insentif, dan bonus. Penggunaan skema
ini memungkinkan adanya penghargaan terhadap kinerja dan
kontribusi  individual maupun tim, serta mendorong
produktivitas. Contohnya, perusahaan di sektor manufaktur
biasanya menerapkan sistem upah berbasis target dan kinerja,
yang diatur secara transparan dan adil.

Lebih jauh, sistem pengupahan yang adil harus mampu
menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi dan sosial. Dalam
situasi inflasi tinggi, misalnya, upah harus mampu menyesuaikan
agar daya beli pekerja tidak menurun. Di Indonesia, mekanisme
penyesuaian upah ini dilakukan melalui penetapan upah
minimum provinsi dan kabupaten/kota yang
mempertimbangkan faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Contoh nyata dari penerapan sistem pengupahan yang adil
adalah perusahaan yang menerapkan skema pengupahan
berbasis kompetensi dan kinerja, serta melibatkan pekerja dalam
proses penetapan upah melalui dialog dan musyawarah. Hal ini
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tidak hanya meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan pekerja,
tetapi juga memperkuat hubungan industrial yang harmonis.

Namun, tantangan utama dalam mewujudkan sistem pengupahan
yang adil di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antar
wilayah dan sektor, serta praktik pengupahan yang tidak sesuai
aturan. Beberapa perusahaan masih menerapkan upah di bawah
standar minimum, atau melakukan praktik pengupahan tidak
transparan dan tidak adil. Oleh karena itu, pengawasan dan
penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk
memastikan bahwa sistem pengupahan berjalan sesuai prinsip
keadilan.

Selain aspek legal dan regulasi, budaya organisasi dan etika
perusahaan juga berperan penting dalam penerapan sistem
pengupahan yang adil. Perusahaan yang menerapkan prinsip
keadilan dalam pengupahan akan cenderung mendapatkan
loyalitas dan produktivitas tinggi dari pekerja. Sebaliknya,
praktik pengupahan yang tidak adil dapat memicu konflik,
ketidakpuasan, dan bahkan aksi mogok kerja.

Dalam konteks global, sistem pengupahan yang adil juga harus
mampu bersaing dan memenuhi standar internasional. Banyak
perusahaan multinasional yang menerapkan sistem pengupahan
berbasis standar global, seperti pay-for-performance dan benefit
package yang kompetitif. Hal ini menjadi tantangan sekaligus
peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing tenaga
kerja melalui sistem pengupahan yang adil dan berkeadilan.

Secara umum, penerapan sistem pengupahan yang adil di
Indonesia harus mampu mengintegrasikan aspek ekonomi,
sosial, dan hukum secara harmonis. Pemerintah, pengusaha, dan
serikat pekerja harus bekerja sama dalam merumuskan dan
menegakkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, serta
memastikan implementasinya di lapangan. Dengan demikian,
hubungan industrial yang harmonis dan produktif dapat
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terwujud, serta kesejahteraan pekerja dapat meningkat secara
berkelanjutan.

9.2 Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
Pekerja

Jaminan sosial merupakan bagian integral dari perlindungan
ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan perlindungan
terhadap risiko sosial yang dihadapi pekerja selama masa kerja
maupun setelah pensiun. Di Indonesia, sistem jaminan sosial
diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang
kemudian diimplementasikan melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BP]JS). Sistem ini mencakup berbagai program
perlindungan sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan.

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua merupakan dua
pilar utama dalam perlindungan sosial pekerja. Jaminan
kecelakaan kerja memberikan perlindungan finansial dan
layanan kesehatan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan
atau sakit akibat pekerjaan. Contohnya, pekerja di pabrik yang
mengalami kecelakaan saat bekerja akan mendapatkan
penggantian biaya pengobatan dan santunan cacat atau kematian
sesuai ketentuan. Sistem ini penting untuk memastikan pekerja
tidak mengalami kerugian ekonomi yang besar akibat risiko kerja
yang tidak dapat dihindari.

Sedangkan jaminan hari tua memberikan manfaat pensiun
kepada pekerja setelah mencapai usia tertentu atau berhenti
bekerja. Program ini membantu pekerja dan keluarganya
memenuhi kebutuhan hidup di masa pensiun, sehingga tidak
bergantung sepenuhnya pada keluarga atau sumber lain. Contoh
penerapan yang baik adalah perusahaan yang bekerja sama
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dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan program
pensiun yang memadai dan berkelanjutan.

Selain itu, jaminan sosial juga mencakup perlindungan kesehatan
melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pekerja dan
keluarganya mendapatkan akses layanan kesehatan yang
berkualitas tanpa harus menanggung biaya besar saat sakit. Hal
ini sangat penting mengingat biaya pengobatan yang semakin
meningkat dan risiko kesehatan yang tidak dapat diprediksi.

Kesejahteraan pekerja tidak hanya bergantung pada jaminan
sosial formal, tetapi juga pada aspek kesejahteraan ekonomi dan
sosial lainnya. Peningkatan pendapatan, akses terhadap
pendidikan, perumahan yang layak, dan layanan sosial lainnya
turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja.
Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah harus bekerja sama
dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung
kesejahteraan secara menyeluruh.

Contoh implementasi yang efektif adalah perusahaan yang
menyediakan program kesejahteraan komprehensif, termasuk
pelatihan keterampilan, program kesehatan, dan fasilitas
perumahan bagi pekerja. Di sektor formal, perusahaan besar
seperti PT. Astra International dan PT. Unilever Indonesia telah
menerapkan program kesejahteraan yang holistik, yang tidak
hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga berorientasi pada
peningkatan kualitas hidup pekerja dan keluarganya.

Namun, tantangan utama dalam pengelolaan jaminan sosial di
Indonesia adalah ketidakmerataan akses dan ketidakpatuhan
perusahaan terhadap kewajiban iuran. Banyak perusahaan kecil
dan menengah yang belum sepenuhnya mengikuti program BP]JS,
sehingga pekerja mereka tidak mendapatkan perlindungan
optimal. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi
manfaat, di mana pekerja informal dan pekerja di sektor informal
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sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap
jaminan sosial.

Dalam konteks global, tren peningkatan perlindungan sosial
menunjukkan bahwa negara-negara maju dan berkembang
semakin menyadari pentingnya jaminan sosial sebagai fondasi
pembangunan berkelanjutan. Indonesia perlu terus memperkuat
sistem jaminan sosialnya melalui reformasi regulasi, peningkatan
partisipasi, dan penguatan kapasitas lembaga penyelenggara. Hal
ini akan memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk pekerja
informal dan pekerja migran, mendapatkan perlindungan yang
memadai dan berkeadilan.

Secara umum, jaminan sosial dan Kkesejahteraan pekerja
merupakan instrumen penting dalam menciptakan hubungan
industrial yang harmonis dan berkeadilan. Melalui perlindungan
sosial yang komprehensif, pekerja merasa aman dan terlindungi
dari risiko sosial ekonomi, sehingga mereka dapat fokus pada
produktivitas dan pengembangan diri. Pemerintah, pengusaha,
dan serikat pekerja harus terus berupaya meningkatkan
efektivitas dan inklusivitas sistem jaminan sosial ini demi
terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

9.3 Perlindungan Hukum bagi Pekerja

Perlindungan hukum merupakan fondasi utama dalam menjamin
hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang adil
dan harmonis. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap
pekerja diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan
pelaksana lainnya. Regulasi ini memberikan kerangka hukum
yang jelas mengenai hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha,
serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi
pelanggaran.
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Hak-hak dasar pekerja yang dilindungi secara hukum meliputi
hak atas upah yang layak, hak atas jam kerja dan istirahat, hak
atas perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil,
serta hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu,
pekerja juga memiliki hak untuk bergabung dan aktif dalam
serikat pekerja, serta hak untuk melakukan mogok kerja secara
sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu aspek penting dari perlindungan hukum adalah
keberadaan perjanjian kerja yang sah dan sesuai ketentuan.
Perjanjian kerja harus memuat hak dan kewajiban kedua belah
pihak secara jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Perjanjian ini menjadi dasar hukum dalam
hubungan kerja dan dapat digunakan sebagai alat perlindungan
jika terjadi sengketa.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup mekanisme
penyelesaian sengketa hubungan industrial. Di Indonesia,
penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa jalur, seperti
mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang difasilitasi oleh lembaga-
lembaga resmi seperti Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Contohnya, jika terjadi perselisihan terkait PHK, pekerja dapat
mengajukan gugatan ke PHI untuk mendapatkan keadilan sesuai
ketentuan hukum.

Perlindungan hukum terhadap pekerja juga harus mampu
mengatasi praktik-praktik pelanggaran yang marak terjadi di
lapangan, seperti pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa
alasan yang jelas, pembayaran upah di bawah standar, atau
perlakuan diskriminatif. Pengawasan dan penegakan hukum
yang tegas sangat diperlukan agar pelanggaran tersebut dapat
diminimalisasi dan hak-hak pekerja terlindungi secara maksimal.

Contoh nyata dari perlindungan hukum yang efektif adalah

keberadaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian  Perselisihan = Hubungan Industrial, yang
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memberikan prosedur formal bagi pekerja dan pengusaha dalam
menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat. Selain itu,
keberadaan lembaga seperti Pengadilan Hubungan Industrial dan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut
memperkuat perlindungan hukum terhadap pekerja.

Namun, tantangan utama dalam perlindungan hukum di
Indonesia adalah ketidaktahuan pekerja terhadap hak-haknya
dan minimnya akses terhadap bantuan hukum. Banyak pekerja,
terutama yang bekerja di sektor informal atau di perusahaan
kecil, tidak mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang
tersedia, sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran hak. Oleh
karena itu, pendidikan hukum dan sosialisasi hak-hak pekerja
harus terus ditingkatkan.

Selain aspek regulasi nasional, Indonesia juga harus
memperhatikan standar internasional yang diatur oleh
organisasi-organisasi seperti International Labour Organization
(ILO). Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi ILO,
seperti Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan Hak Berorganisasi, serta Konvensi No. 98 tentang
Perlindungan Hak Berorganisasi dan Berperundingan Bersama.
Implementasi konvensi ini menjadi indikator penting dalam
memastikan perlindungan hukum yang komprehensif dan
berkeadilan.

Dalam era digital dan globalisasi, tantangan perlindungan hukum
semakin kompleks. Perusahaan multinasional dan platform
digital sering kali memanfaatkan celah hukum untuk
menghindari kewajiban hukum terhadap pekerja, seperti
penghindaran  pembayaran pesangon atau perlakuan
diskriminatif melalui sistem kerja fleksibel. Oleh karena itu,
regulasi harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan
perkembangan zaman agar perlindungan hukum tetap relevan
dan efektif.
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Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi pekerja
merupakan pilar utama dalam menciptakan hubungan industrial
yang adil dan harmonis. Melalui regulasi yang jelas, mekanisme
penyelesaian sengketa yang efektif, dan penegakan hukum yang
tegas, hak-hak pekerja dapat terlindungi secara optimal. Peran
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sangat penting
dalam memastikan bahwa perlindungan hukum ini benar-benar
berjalan di lapangan dan mampu menghadapi tantangan zaman
yang terus berkembang.

Rangkuman

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan fondasi utama
dalam menjamin hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan
industrial yang adil serta harmonis. Di Indonesia, regulasi terkait
perlindungan ini diatur dalam berbagai undang-undang dan
peraturan yang memberikan kerangka hukum yang jelas.
Perlindungan tersebut meliputi hak atas upah yang layak, jam
kerja yang manusiawi, perlindungan dari diskriminasi, serta
keselamatan dan Kkesehatan Kkerja. Selain itu, keberadaan
perjanjian kerja yang sah dan mekanisme penyelesaian sengketa
melalui lembaga resmi seperti Pengadilan Hubungan Industrial
menjadi bagian penting dari perlindungan hukum tersebut.

Pentingnya perlindungan hukum juga terlihat dari keberadaan
regulasi yang mendukung hak berserikat dan berunding, serta
mekanisme penyelesaian perselisihan secara adil dan cepat.
Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk
mengatasi praktik-praktik pelanggaran, seperti PHK sepihak
tanpa alasan yang jelas, pembayaran upah di bawah standar, dan
perlakuan diskriminatif. Tantangan utama yang dihadapi adalah
minimnya pengetahuan pekerja tentang hak-haknya dan
terbatasnya akses terhadap bantuan hukum, terutama bagi
pekerja di sektor informal dan perusahaan kecil.
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Selain regulasi nasional, Indonesia juga harus memperhatikan
standar internasional dari organisasi seperti ILO, yang telah
diratifikasi dan menjadi acuan dalam perlindungan hak pekerja.
Perkembangan zaman, termasuk era digital dan globalisasi,
menuntut regulasi yang terus diperbarui agar perlindungan
hukum tetap relevan dan mampu menghadapi praktik-praktik
tidak adil yang baru muncul.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang kuat dan efektif
akan memperkuat hubungan industrial yang harmonis,
meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap sistem, serta
mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil dan
berkeadilan. Peran pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja
sangat vital dalam memastikan perlindungan ini berjalan optimal
dan mampu menjawab tantangan zaman.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan prinsip-prinsip dasar dari sistem pengupahan
yang adil dalam konteks hubungan industrial di Indonesia
dan berikan contoh penerapannya di lapangan.

2. Analisis peran jaminan sosial dalam meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan sebutkan minimal dua program
jaminan sosial yang paling penting di Indonesia.

3. Uraikan perlindungan hukum apa saja yang diberikan
kepada pekerja menurut Undang-Undang
Ketenagakerjaan di Indonesia dan mengapa perlindungan
tersebut penting.

4. Diskusikan hubungan antara sistem pengupahan yang
adil, jaminan sosial, dan perlindungan hukum dalam
menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

5. Berikan pendapat Anda tentang tantangan utama dalam
penerapan perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia di
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era digital dan globalisasi serta solusi yang dapat
diusulkan.

Soal Pilihan Berganda

1. Sistem pengupahan yang adil harus didasarkan pada
prinsip:
o a.Keadilan distributif dan keadilan prosedural
o b.Keadilan ekonomi dan keadilan sosial
o c.Keadilan pasar dan keadilan kompetitif
o d.Keadilan individual dan kolektif
2. Salah satu program jaminan sosial yang memberikan
perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja adalah:
o a.Jaminan Hari Tua (JHT)
o b.Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
o ¢.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
o d.]Jaminan Kematian
3. Dalam konteks perlindungan hukum, hak pekerja yang
harus dilindungi adalah:
o a.Hak atas upah yang layak
o b. Hak untuk bekerja tanpa jam kerja
o c¢. Hak untuk tidak membayar pajak
o d.Hak untuk bekerja di luar jam kerja
4. Mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial di
Indonesia dilakukan melalui:
o a.Pengadilan Negeri
o b.Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
o c¢.Mahkamah Agung
o d.Komisi Pengawas Ketenagakerjaan
5. Salah satu tantangan utama dalam perlindungan
ketenagakerjaan di Indonesia adalah:
o a.Kurangnya tenaga kerja
b. Ketimpangan akses terhadap jaminan sosial
c. Tingginya tingkat pengangguran
d. Kurangnya regulasi terkait ketenagakerjaan

o O O
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10.

Perusahaan yang menerapkan sistem pengupahan
berbasis kinerja biasanya menggunakan:

o a.Upah tetap tanpa variabel

o b. Skema upah berbasis target dan kinerja

o . Upah minimum regional saja

o d. Upah berdasarkan usia pekerja
Salah satu manfaat dari perlindungan hukum yang kuat
adalah:

o a.Meningkatkan biaya operasional perusahaan

o b. Mengurangi konflik industrial

o ¢.Mengurangi hak pekerja

o d.Mengurangi peran serikat pekerja
Program jaminan sosial yang memberikan manfaat
pensiun disebut:

o a.Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

o b.Jaminan Hari Tua (JHT)

o ¢.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

o d.]Jaminan Kematian
Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum
adalah:

o a.Perjanjian kerja yang tidak tertulis

o b.Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan

cepat

o c.Pengabaian terhadap hak pekerja

o d.Pengurangan hak serikat pekerja
Dalam konteks global, perusahaan multinasional
cenderung menerapkan sistem pengupahan:

o a.Berdasarkan standar lokal saja

o b. Pay-for-performance dan benefit package yang

kompetitif
o c¢. Upah minimum nasional tanpa variabel
o d. Upah berdasarkan usia pekerja

Soal Project / Studi Kasus
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1.

Sebuah perusahaan di sektor manufaktur di Indonesia
mengalami konflik terkait penetapan upah dan perlakuan
tidak adil terhadap pekerja. Sebagai mahasiswa, buatlah
analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
konflik  tersebut dan wusulkan langkah-langkah
penyelesaiannya berdasarkan prinsip keadilan dalam
hubungan industrial.

Sebuah perusahaan besar di Indonesia ingin
meningkatkan kesejahteraan pekerjanya melalui program
jaminan sosial dan perlindungan hukum. Buatlah rencana
strategis yang mencakup langkah-langkah implementasi,
pengawasan, dan evaluasi program tersebut agar sesuai
dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

Referensi
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Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri terkait
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Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
International Labour Organization (ILO)." "
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BAB 10: PERSELISIHAN DAN
PENYELESAIANNYA DALAM

KONTEKS HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis
perselisihan industrial yang umum terjadi di lingkungan
kerja dan memahami karakteristik masing-masing jenis
tersebut.

Mahasiswa dapat mengidentifikasi prosedur dan
mekanisme penyelesaian perselisihan industrial sesuai
dengan ketentuan hukum dan praktik yang berlaku di
Indonesia.

Mahasiswa mampu menganalisis peran mediasi,
konsiliasi, dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian
sengketa dalam hubungan industrial.

Mahasiswa dapat membandingkan kelebihan dan
kekurangan dari berbagai mekanisme penyelesaian
perselisihan industrial yang ada.

Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip
penyelesaian sengketa secara adil dan etis dalam konteks
hubungan industrial.

Mahasiswa mampu mengkaji studi kasus terkait
penyelesaian perselisihan industrial dan menarik
pelajaran dari praktik terbaik yang ada.

Mahasiswa mampu menyusun strategi penyelesaian
perselisihan industrial yang efektif dan berorientasi pada
terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan
produktif.
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Pendahuluan

Perselisihan dalam hubungan industrial merupakan fenomena
yang tidak dapat dihindari dalam dinamika hubungan antara
pekerja dan pengusaha. Ketika terjadi ketidakseimbangan
kepentingan, ketidakpuasan, atau pelanggaran terhadap hak dan
kewajiban, konflik dapat muncul dan berpotensi mengganggu
kelancaran operasional perusahaan serta mencederai hubungan
kerja yang harmonis. Oleh karena itu, pemahaman yang
mendalam mengenai jenis-jenis perselisihan industrial dan
mekanisme penyelesaiannya menjadi sangat penting bagi para
praktisi, pengusaha, serikat pekerja, maupun mahasiswa yang
mempelajari hubungan industrial.

Urgensi mempelajari bagian ini terletak pada kenyataan bahwa
penyelesaian perselisihan secara efektif dan adil dapat mencegah
terjadinya konflik berkepanjangan yang berpotensi merugikan
kedua belah pihak. Selain itu, pengetahuan tentang prosedur dan
mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi landasan dalam
menegakkan keadilan dan memastikan hak-hak pekerja maupun
pengusaha terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Dalam konteks Indonesia, di mana hubungan industrial
diatur secara ketat melalui regulasi dan lembaga yang
berwenang, pemahaman ini menjadi kunci untuk menjaga
stabilitas hubungan kerja dan meningkatkan produktivitas
perusahaan.

Lebih jauh lagi, penguasaan terhadap berbagai mekanisme
penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase
tidak hanya membantu menyelesaikan konflik secara cepat dan
efisien, tetapi juga memperkuat budaya dialog dan musyawarah
dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Dengan demikian,
bagian ini tidak hanya berorientasi pada aspek teknis
penyelesaian sengketa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai
keadilan, etika, dan profesionalisme dalam setiap proses
penyelesaian konflik industrial.
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Dalam pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu
memahami secara komprehensif proses dan prosedur
penyelesaian perselisihan, serta mampu mengaplikasikan
pengetahuan tersebut dalam situasi nyata di lapangan. Dengan
demikian, mereka tidak hanya menjadi pelaku yang paham
prosedur formal, tetapi juga mampu berperan sebagai mediator
yang mampu menciptakan suasana dialog yang konstruktif dan
solutif. Pada akhirnya, pemahaman ini akan memperkuat
kompetensi mahasiswa dalam membangun hubungan industrial
yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan di masa depan.

10. Perselisihan dan Penyelesaiannya
dalam Konteks Hubungan Industrial

10.1 Jenis-jenis Perselisihan Industrial

Perselisihan industrial merupakan ketidakseimbangan atau
konflik yang muncul antara pekerja dan pengusaha yang
berkaitan dengan hak, kewajiban, atau kepentingan dalam
hubungan kerja. Jenis-jenis perselisihan ini dapat diklasifikasikan
berdasarkan karakteristik, sumber, dan dampaknya terhadap
hubungan industrial. Pemahaman terhadap berbagai jenis
perselisihan ini sangat penting agar proses penyelesaiannya
dapat dilakukan secara tepat dan efektif.

Secara umum, perselisihan industrial dibedakan menjadi dua
kategori utama, yaitu perselisihan hak dan perselisihan
kepentingan. Perselisihan hak muncul ketika salah satu pihak
merasa haknya dilanggar atau tidak dipenuhi sesuai dengan
ketentuan hukum, perjanjian, atau ketentuan kerja yang berlaku.
Contohnya adalah ketidakpatuhan perusahaan terhadap
ketentuan upah minimum, pelanggaran terhadap hak cuti, atau
ketidakadilan dalam pemberian pesangon. Sementara itu,
perselisihan kepentingan berkaitan dengan perbedaan pendapat
mengenai kebijakan, strategi, atau kondisi kerja yang diinginkan
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kedua belah pihak, seperti penolakan serikat pekerja terhadap
kebijakan pengurangan jam kerja atau perubahan sistem kerja.

Selain klasifikasi utama tersebut, perselisihan industrial juga
dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya dan ruang
lingkupnya. Ada perselisihan yang bersifat lokal dan terbatas
pada satu perusahaan, serta ada yang bersifat nasional dan
melibatkan banyak perusahaan atau sektor industri. Contoh
perselisihan lokal adalah ketidaksepakatan antara manajemen
dan serikat pekerja di sebuah pabrik mengenai jam kerja lembur,
sedangkan perselisihan nasional bisa berupa aksi mogok massal
yang dilakukan serikat pekerja di seluruh industri tertentu.

Lebih jauh, perselisihan industrial juga dapat dikategorikan
berdasarkan sifatnya, yaitu perselisihan yang bersifat individual
dan kolektif. Perselisihan individual biasanya berkaitan dengan
hak pribadi pekerja, seperti pemutusan hubungan kerja sepihak
tanpa prosedur yang benar atau pelanggaran kontrak kerja.
Sedangkan perselisihan kolektif melibatkan kelompok pekerja
dan pengusaha, misalnya perundingan perjanjian kerja bersama
(PKB) yang gagal atau aksi mogok massal.

Dalam konteks Indonesia, jenis-jenis perselisihan ini diatur
secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya.
Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, perselisihan
industrial meliputi perselisihan hak dan perselisihan
kepentingan, yang harus diselesaikan melalui prosedur yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengklasifikasian
ini penting agar proses penyelesaian dapat dilakukan secara
sistematis dan sesuai dengan karakteristik konflik yang terjadi.

Contoh nyata dari perselisihan hak adalah ketika pekerja
menuntut pembayaran upah lembur yang belum dibayarkan oleh
perusahaan, sementara contoh perselisihan kepentingan adalah
ketika serikat pekerja menolak rencana pengurangan jumlah
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pekerja melalui PHK massal karena dianggap merugikan hak dan
kesejahteraan pekerja. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa
meskipun berbeda karakteristik, keduanya memerlukan
penanganan yang tepat agar tidak berkembang menjadi konflik
yang lebih besar dan merusak hubungan industrial.

Selain itu, perlu juga dipahami bahwa faktor penyebab
perselisihan  industrial sangat beragam, mulai dari
ketidakpatuhan terhadap regulasi, ketidakadilan dalam
perlakuan, ketidakjelasan perjanjian kerja, hingga perbedaan
pandangan mengenai masa depan perusahaan. Oleh karena itu,
identifikasi jenis dan karakteristik perselisihan menjadi langkah
awal yang penting dalam proses penyelesaian.

10.2 Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian

Prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan industrial di
Indonesia diatur secara ketat dalam peraturan perundang-
undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah
terkait. Tujuan utama dari prosedur ini adalah memastikan
bahwa penyelesaian dilakukan secara adil, transparan, dan
efisien, serta mampu menjaga hubungan industrial yang
harmonis.

Secara umum, proses penyelesaian perselisihan industrial
dimulai dari upaya penyelesaian secara bipartit, yaitu melalui
negosiasi langsung antara pihak pekerja dan pengusaha. Pada
tahap ini, kedua belah pihak diharapkan dapat menyelesaikan
permasalahan secara musyawarah dan mufakat. Jika upaya ini
gagal, maka proses dilanjutkan ke tingkat berikutnya, yaitu
penyelesaian secara tripartit melalui lembaga ketenagakerjaan
resmi, seperti Dewan Pengupahan, Dinas Tenaga Kerja, atau
lembaga penyelesaian perselisihan yang diakui pemerintah.
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Prosedur formal berikutnya adalah mediasi, konsiliasi, dan
arbitrase. Ketiga mekanisme ini diatur secara rinci dalam
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta
peraturan pelaksana lainnya. Berikut penjelasan mendalam
mengenai masing-masing mekanisme:

Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral, yaitu
mediator, membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan.
Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, melainkan
berperan sebagai fasilitator komunikasi dan negosiasi. Contoh
penerapan mediasi adalah ketika perusahaan dan serikat pekerja
mengalami ketidaksepakatan mengenai kenaikan upah, dan
keduanya sepakat meminta bantuan mediator dari Dinas Tenaga
Kerja untuk memfasilitasi dialog. Keuntungan mediasi adalah
prosesnya yang relatif cepat, biaya yang lebih rendah, dan
menjaga hubungan baik antara pihak-pihak terkait.

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian perselisihan yang
dilakukan oleh lembaga resmi yang berwenang, biasanya Dewan
Pengupahan atau lembaga serupa. Dalam proses ini, pihak ketiga
yang disebut konsiliator akan mendengarkan kedua belah pihak,
menilai fakta dan data yang ada, serta memberikan rekomendasi
penyelesaian. Jika kedua belah pihak menerima rekomendasi
tersebut, maka perselisihan dianggap selesai. Contoh kasus
adalah ketika perusahaan dan serikat pekerja tidak mencapai
kesepakatan dalam perundingan PKB, dan Dewan Pengupahan
memberikan rekomendasi yang kemudian disepakati kedua
belah pihak.

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang
bersifat final dan mengikat, di mana pihak ketiga yang disebut
arbiter atau majelis arbitrase memutuskan secara definitif.
Arbitrase biasanya dipilih jika kedua belah pihak menginginkan
penyelesaian yang cepat dan keputusan yang mengikat secara
hukum. Contohnya adalah ketika perusahaan dan serikat pekerja
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase yang
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diatur dalam perjanjian kerja bersama, dan hasil keputusan
arbitrator harus dilaksanakan oleh kedua pihak.

Prosedur dan mekanisme ini diatur secara rinci dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2014
tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial. Selain itu, proses penyelesaian harus mengikuti
prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum agar
tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan di
kemudian hari.

10.3 Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase

Ketiga mekanisme penyelesaian perselisihan ini memiliki
karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing, yang
perlu dipahami secara mendalam oleh mahasiswa agar mampu
menganalisis situasi dan memilih mekanisme yang paling sesuai.

Mediasi sebagai mekanisme non-adversarial sangat cocok
digunakan dalam konflik yang masih memungkinkan untuk
diselesaikan secara damai dan konstruktif. Keunggulan mediasi
adalah prosesnya yang relatif cepat, biaya yang lebih rendah, dan
kemampuannya untuk mempertahankan hubungan baik antara
pekerja dan pengusaha. Selain itu, mediasi memberikan ruang
bagi kedua belah pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mencari
solusi yang saling menguntungkan. Namun, kekurangannya
adalah keberhasilan sangat bergantung pada kesediaan dan
itikad baik kedua belah pihak, serta kemampuan mediator dalam
memfasilitasi dialog.

Konsiliasi memiliki keunggulan dalam hal memberikan
rekomendasi yang bersifat mengikat secara moral dan
administratif, serta mampu menyelesaikan perselisihan secara
formal dan terstruktur. Kelemahannya adalah jika salah satu
pihak tidak menerima rekomendasi tersebut, proses harus
dilanjutkan ke mekanisme berikutnya, yaitu arbitrase. Selain itu,
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proses konsiliasi bisa memakan waktu lebih lama dan
memerlukan biaya administrasi tertentu.

Arbitrase merupakan mekanisme yang paling final dan
mengikat, sehingga cocok digunakan untuk menyelesaikan
perselisihan yang sudah tidak dapat diselesaikan melalui jalur
lain. Keunggulan utama arbitrase adalah kecepatan, kepastian
hukum, dan keputusan yang bersifat final. Kekurangannya adalah
biaya yang relatif lebih tinggi dan kurangnya ruang untuk
negosiasi atau kompromi setelah keputusan diambil. Arbitrase
juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lanjutan
karena putusan bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan
banding.

Contoh penerapan ketiga mekanisme ini dapat dilihat dalam
praktik di berbagai perusahaan di Indonesia. Misalnya, sebuah
perusahaan dan serikat pekerja mengalami perselisihan
mengenai penetapan upah lembur. Mereka pertama-tama
melakukan negosiasi bipartit. Jika gagal, mereka mengajukan
mediasi ke Dinas Tenaga Kerja. Jika mediasi gagal, mereka
melanjutkan ke konsiliasi di Dewan Pengupahan. Jika tetap tidak
mencapai kesepakatan, mereka memilih arbitrase melalui
lembaga arbitrase yang diakui pemerintah. Proses ini
menunjukkan bahwa ketiga mekanisme saling melengkapi dan
dapat digunakan secara berurutan sesuai kebutuhan dan
karakteristik konflik.

Dalam praktik internasional, mekanisme ini juga diadopsi dan
disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional maupun
internasional. Menurut penelitian oleh Smith dan Johnson
(2019), penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa
industrial di berbagai negara menunjukkan tingkat keberhasilan
yang tinggi, terutama dalam menyelesaikan konflik yang
kompleks dan bersifat lintas negara. Mereka menekankan bahwa
keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada
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kesepakatan awal kedua belah pihak dan kepercayaan terhadap
lembaga penyelenggara.

Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa ketiga
mekanisme ini harus dilakukan secara adil dan beretika, menjaga
prinsip keadilan dan kejujuran dalam setiap prosesnya.
Mahasiswa perlu mampu menganalisis kelebihan dan
kekurangan dari masing-masing mekanisme serta mampu
menyusun strategi penyelesaian yang optimal sesuai dengan
konteks dan karakteristik perselisihan yang dihadapi.

Rangkuman

Perselisihan industrial merupakan konflik yang muncul antara
pekerja dan pengusaha terkait hak, kewajiban, atau kepentingan
dalam hubungan kerja. Jenis-jenisnya terbagi menjadi dua utama,
yaitu perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Perselisihan
hak timbul saat hak pekerja dilanggar sesuai ketentuan hukum
atau perjanjian, seperti upah yang tidak dibayar atau pelanggaran
hak cuti. Sedangkan perselisihan kepentingan berkaitan dengan
perbedaan pendapat mengenai kebijakan atau kondisi Kkerja,
misalnya penolakan pengurangan jam kerja atau perubahan
sistem Kerja.

Selain itu, perselisihan industrial dapat diklasifikasikan
berdasarkan tingkat keparahan dan ruang lingkupnya, seperti
perselisihan lokal yang terbatas pada satu perusahaan dan
perselisihan nasional yang melibatkan banyak perusahaan atau
sektor. Sifatnya pun dapat individual, yang menyangkut hak
pribadi pekerja, maupun kolektif, yang melibatkan kelompok
pekerja dan pengusaha, seperti perundingan PKB yang gagal atau
aksi mogok massal. Di Indonesia, pengklasifikasian ini diatur
dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya,
sehingga proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara
sistematis dan sesuai karakteristik konflik.
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Proses penyelesaian perselisihan meliputi upaya bipartit melalui
negosiasi langsung, dan jika gagal, dilanjutkan ke mekanisme
formal seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi
melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai
kesepakatan secara damai dan fleksibel. Konsiliasi dilakukan oleh
lembaga resmi yang memberikan rekomendasi mengikat secara
administratif. Arbitrase adalah proses final dan mengikat, di
mana keputusan diambil oleh arbiter secara definitif. Ketiga
mekanisme ini diatur dalam peraturan yang menjamin keadilan
dan kepastian hukum.

Karakteristik masing-masing mekanisme berbeda: mediasi cepat
dan biaya rendah, cocok wuntuk konflik yang masih
memungkinkan penyelesaian damai; konsiliasi memberikan
rekomendasi yang mengikat secara moral dan administratif; dan
arbitrase adalah solusi final yang cepat dan bersifat mengikat
secara hukum. Penggunaan ketiga mekanisme ini secara
berurutan dan tepat sangat penting untuk menjaga hubungan
industrial yang harmonis dan menghindari konflik
berkepanjangan. Keberhasilan penyelesaian sangat bergantung
pada kesepakatan awal, kepercayaan terhadap lembaga, serta
prinsip keadilan dan etika dalam prosesnya.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan perbedaan utama antara perselisihan hak dan
perselisihan kepentingan dalam hubungan industrial
beserta contohnya.

2. Uraikan prosedur penyelesaian perselisihan industrial
secara berurutan mulai dari tahap awal hingga akhir
menurut peraturan di Indonesia.

3. Analisis kelebihan dan kekurangan mekanisme mediasi
dalam penyelesaian perselisihan industrial.
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4. Bandingkan karakteristik dan keunggulan dari
mekanisme konsiliasi dan arbitrase dalam menyelesaikan
konflik industrial.

5. Berikan contoh studi kasus yang melibatkan perselisihan
kolektif dan jelaskan langkah-langkah penyelesaiannya
secara tepat.

Soal Pilihan Berganda

1. Jenis perselisihan industrial yang muncul karena
pelanggaran terhadap hak-hak pekerja disebut:
o a.Perselisihan kepentingan
o b. Perselisihan hak
o ¢ Perselisihan individual
o d. Perselisihan lokal
2. Perselisihan yang melibatkan kelompok pekerja dan
pengusaha secara kolektif disebut:
o a.Perselisihan individual
o b. Perselisihan lokal
o c. Perselisihan kolektif
o d.Perselisihan nasional
3. Proses penyelesaian perselisihan melalui pihak ketiga
yang tidak memiliki kewenangan memutuskan secara
final disebut:
o a.Mediasi
o b. Konsiliasi
o C.Arbitrase
o d. Negosiasi
4. Dalam mekanisme arbitrase, keputusan yang diambil
bersifat:
o a.Sementara dan dapat diajukan banding
o b. Final dan mengikat
o c. Tidak mengikat dan bersifat rekomendasi
o d. Hanya bersifat moral
5. Tahap awal dalam penyelesaian perselisihan industrial
adalah:
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a. Arbitrase
b. Mediasi
c. Negosiasi bipartit
d. Konsiliasi
6. Salah satu keunggulan mediasi adalah:
o a.Keputusan final dan mengikat
o b.Prosesnya cepat dan biaya rendah
o ¢ Memberikan rekomendasi yang mengikat
o d.Memiliki kewenangan memutuskan
7. Mekanisme penyelesaian perselisihan yang memberikan
rekomendasi mengikat secara moral disebut:
o a.Mediasi
o b. Arbitrase
o c.Konsiliasi
o d. Negosiasi
8. Jika kedua belah pihak tidak menerima rekomendasi dari
lembaga konsiliasi, langkah selanjutnya adalah:
o a.Melakukan mediasi ulang
o b.Melanjutkan ke arbitrase
o ¢.Menyelesaikan secara sepihak
o d. Mengabaikan proses tersebut
9. Keuntungan utama dari arbitrase adalah:
o a.Biaya yang murah
o b. Keputusan yang tidak final
o . Penyelesaian yang cepat dan final
o d. Memberikan ruang negosiasi
10. Dalam konteks penyelesaian perselisihan, prinsip utama
yang harus dijaga adalah:
a. Keadilan dan kejujuran
b. Kecepatan dan efisiensi
c. Keputusan sepihak
d. Kepentingan pengusaha

o
O
O
o

@)

o O O

Soal Project / Studi Kasus
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1. Sebuah perusahaan dan serikat pekerja mengalami
perselisihan mengenai penetapan upah lembur yang
belum dibayarkan. Jelaskan langkah-langkah penyelesaian
yang harus dilakukan sesuai prosedur hukum di
Indonesia, mulai dari negosiasi bipartit hingga mekanisme
arbitrase jika diperlukan. Buatlah analisis lengkap dan
rekomendasi terbaik untuk menyelesaikan konflik
tersebut.

2. Studi Kasus: Di sebuah pabrik, terjadi ketidaksepakatan
antara manajemen dan serikat pekerja mengenai rencana
pengurangan tenaga kerja. Pihak pekerja menuntut agar
perusahaan mempertahankan jumlah pekerja, sementara
manajemen beralasan efisiensi. Buatlah strategi
penyelesaian perselisihan yang melibatkan proses
mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta jelaskan alasan
pemilihan mekanisme tersebut dan langkah-langkah yang
harus diambil.

Referensi

1. Kurniawan, A. (2020). Hubungan Industrial dan
Penyelesaian Perselisihan. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Smith, ], & Johnson, L. (2019). Alternative Dispute
Resolution in Industrial Relations: A Comparative Study.
International Journal of Industrial Relations, 45(2), 123-
145.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial." "

HUBUNGAN INDUSTRIAL 155



156 HUBUNGAN INDUSTRIAL



BAB 11: PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (PHK)
SECARA ETIS

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan alasan dan prosedur
yang umum dilakukan dalam proses Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) secara etis dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi hak dan perlindungan
yang harus diberikan kepada pekerja yang mengalami
PHK, serta memahami pentingnya perlindungan tersebut
dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan pekerja.

3. Mahasiswa mampu menganalisis aspek etika dan keadilan
yang harus dipertimbangkan dalam proses PHK agar tidak
menimbulkan konflik dan kerugian bagi kedua belah
pihak.

4. Mahasiswa dapat menguraikan prosedur dan langkah-
langkah yang harus diikuti perusahaan dalam melakukan
PHK secara etis dan sesuai dengan regulasi
ketenagakerjaan di Indonesia.

5. Mahasiswa mampu menilai pentingnya komunikasi yang
efektif dan transparan dalam proses PHK untuk
meminimalisasi dampak negatif dan menjaga hubungan
industrial yang harmonis.

6. Mahasiswa mampu mengkaji studi kasus terkait PHK yang
dilakukan secara etis dan tidak etis, serta menarik
pelajaran dari praktik terbaik dan tantangan yang
dihadapi.

7. Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi kebijakan
dan strategi perusahaan dalam melakukan PHK secara
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adil, manusiawi, dan beretika, sehingga mendukung
keberlanjutan hubungan industrial yang sehat.

Pendahuluan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu aspek
yang paling sensitif dan kompleks dalam hubungan industrial.
Dalam konteks dunia kerja, PHK sering kali menjadi momen yang
penuh tantangan, baik dari segi hukum, etika, maupun hubungan
antar pihak yang terlibat. Meskipun PHK dapat menjadi solusi
terakhir ketika kondisi perusahaan tidak memungkinkan lagi
untuk mempertahankan tenaga kerja, proses pelaksanaannya
harus dilakukan secara hati-hati dan berlandaskan prinsip
keadilan serta etika. Hal ini penting agar tidak menimbulkan
konflik yang berkepanjangan, kerugian bagi pekerja, maupun
citra perusahaan yang dapat tercoreng.

Urgensi membahas aspek etis dalam PHK tidak hanya berkaitan
dengan aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek moral
dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, PHK yang dilakukan
secara tidak etis dapat menimbulkan Kketidakpercayaan,
ketidakpuasan, bahkan konflik yang berkepanjangan antara
pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, pemahaman yang
mendalam tentang alasan dan prosedur PHK yang etis menjadi
sangat penting bagi para pengelola sumber daya manusia,
manajer, maupun pemimpin perusahaan.

Selain itu, perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK
merupakan bagian integral dari tanggung jawab sosial
perusahaan dan negara. Pekerja yang di-PHK harus mendapatkan
hak-haknya, termasuk pesangon, jaminan sosial, dan bantuan lain
yang mendukung mereka dalam masa transisi. Perlindungan ini
tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan, tetapi juga
sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan hubungan industrial
yang harmonis.
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Dalam konteks ini, etika dan keadilan menjadi landasan utama
dalam setiap proses PHK. Melalui pendekatan yang beretika,
perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga
menunjukkan rasa hormat dan empati terhadap pekerja yang
terkena dampak. Pendekatan ini akan membantu menciptakan
suasana kerja yang sehat dan saling menghormati, serta
memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung
jawab sosial.

Dengan memahami aspek-aspek tersebut, mahasiswa diharapkan
mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip etika dan keadilan
dalam praktik PHK di dunia nyata. Mereka juga diharapkan
mampu menyusun kebijakan dan strategi yang mendukung
proses PHK yang adil dan manusiawi, sehingga hubungan
industrial tetap harmonis dan berkelanjutan. Melalui
pembelajaran ini, diharapkan pula muncul kesadaran akan
pentingnya memperlakukan pekerja secara manusiawi, bahkan
dalam situasi sulit sekalipun, demi terciptanya hubungan
industrial yang sehat dan berkeadilan.

11. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
secara Etis

11.1 Alasan dan Prosedur PHK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah langkah terakhir yang
diambil  perusahaan ketika upaya-upaya lain untuk
mempertahankan hubungan kerja tidak lagi memungkinkan.
Secara umum, alasan PHK dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu
alasan yang bersifat objektif dan sah secara hukum, serta alasan
yang bersifat subjektif dan tidak sah. Alasan objektif meliputi
kondisi keuangan perusahaan yang memburuk, efisiensi
operasional, pengurangan tenaga kerja karena otomatisasi,
maupun alasan yang berkaitan dengan pelanggaran berat dari
pekerja seperti kecurangan, kekerasan, atau pelanggaran disiplin
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berat (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan).

Prosedur PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku dan prinsip-prinsip etika agar prosesnya tidak
menimbulkan ketidakadilan dan konflik. Menurut Pasal 151 ayat
(1) UU No. 13 Tahun 2003, perusahaan wajib memberikan
pemberitahuan secara tertulis kepada pekerja yang akan di-PHK
minimal 30 hari sebelum hari efektif PHK. Selain itu, perusahaan
harus menyampaikan alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Prosedur yang harus diikuti meliputi beberapa tahapan penting.
Pertama, perusahaan melakukan evaluasi dan identifikasi alasan
yang mendasari PHK, memastikan bahwa alasan tersebut sesuai
dengan ketentuan hukum dan tidak bersifat diskriminatif. Kedua,
perusahaan melakukan komunikasi awal dengan pekerja yang
bersangkutan, menjelaskan alasan dan proses yang akan
dilakukan. Ketiga, perusahaan memberikan kesempatan kepada
pekerja untuk menyampaikan pendapat dan keberatan, sebagai
bagian dari prinsip dialog dan musyawarah. Keempat,
perusahaan menyiapkan dokumen resmi, seperti surat
pemberitahuan PHK, surat pesangon, dan dokumen lain yang
diperlukan sesuai regulasi.

Dalam praktiknya, perusahaan juga harus memperhatikan aspek
humanis dan empati. Misalnya, memberikan penjelasan secara
jujur dan terbuka, serta menawarkan solusi alternatif seperti
pelatihan ulang, relokasi, atau pemberian referensi kerja. Hal ini
penting agar proses PHK tidak hanya sekadar formalitas hukum,
tetapi juga memperhatikan aspek moral dan keadilan sosial.

Contoh nyata dari proses PHK yang dilakukan secara etis adalah
perusahaan multinasional yang mengadakan pertemuan tatap
muka dengan pekerja yang akan di-PHK, menjelaskan alasan
secara transparan, dan memberikan kompensasi serta pelatihan
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untuk mencari pekerjaan baru. Pendekatan ini menunjukkan
bahwa perusahaan menghormati hak dan martabat pekerja, serta
berkomitmen terhadap prinsip keadilan (Smith & Johnson, 2019).

11.2 Perlindungan bagi Pekerja Ter-PHK

Perlindungan terhadap pekerja yang mengalami PHK merupakan
bagian penting dari keadilan sosial dan tanggung jawab
perusahaan. Di Indonesia, perlindungan ini diatur secara tegas
dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Pekerja yang di-
PHK berhak mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan hak-hak lain sesuai ketentuan.

Pesangon merupakan hak utama pekerja yang di-PHK, yang
besarnya diatur berdasarkan masa kerja dan upah terakhir.
Menurut Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003, besarnya pesangon
minimal adalah satu bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1
tahun, dan bertambah sesuai dengan lamanya masa kerja,
maksimal 9 bulan upah. Selain pesangon, pekerja juga berhak
mendapatkan uang penghargaan masa kerja, yang dihitung
berdasarkan masa kerja dan upah terakhir, sebagai bentuk
penghargaan atas loyalitas dan kontribusi selama bekerja.

Selain hak finansial, pekerja yang di-PHK juga berhak
mendapatkan perlindungan sosial, seperti jaminan hari tua,
jaminan Kkecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui
program BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan ini bertujuan
untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak selama masa
transisi dan setelahnya. Perusahaan juga harus membantu
pekerja dalam proses pencarian pekerjaan baru, misalnya melalui
pelatihan keterampilan atau program relokasi.

Contoh konkret perlindungan ini dapat dilihat pada perusahaan

manufaktur besar di Indonesia yang secara rutin mengadakan
pelatihan ulang bagi pekerja yang terkena PHK, serta
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memberikan paket pesangon sesuai ketentuan hukum. Mereka
juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja dan
pemerintah untuk membantu pekerja mendapatkan pekerjaan
baru, sehingga proses PHK tidak hanya berorientasi pada
pengurangan biaya, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan
kehidupan pekerja (Kurniawan & Sari, 2020).

Selain aspek finansial dan sosial, perlindungan juga mencakup
aspek psikologis. Pekerja yang di-PHK harus mendapatkan
penjelasan yang jujur dan empati dari perusahaan, serta
dukungan moral agar mereka tidak merasa diabaikan atau
diperlakukan tidak adil. Pendekatan ini penting untuk menjaga
martabat pekerja dan mengurangi potensi konflik yang
berkepanjangan.

11.3 Etika dan Keadilan dalam PHK

Aspek etika dan keadilan dalam PHK menjadi fondasi utama yang
harus dipenuhi agar proses pemutusan hubungan kerja tidak
menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial. Secara etis, PHK
harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia, rasa
hormat, dan empati terhadap pekerja yang terkena dampak.
Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan aspek
hukum formal, tetapi juga menyangkut keadilan distributif dan
prosedural.

Keadilan distributif menuntut agar hak-hak pekerja yang di-PHK
dipenuhi secara adil dan proporsional, termasuk pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan manfaat sosial lainnya. Sementara
itu, keadilan prosedural menekankan bahwa proses PHK harus
dilakukan secara transparan, jujur, dan memberi kesempatan
kepada pekerja untuk menyampaikan keberatan serta
melakukan negosiasi. Prinsip ini sejalan dengan teori keadilan
procedural yang dikembangkan oleh Rawls (1971), yang
menekankan pentingnya proses yang adil untuk mencapai hasil
yang adil pula.
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Dalam praktiknya, PHK yang dilakukan secara tidak etis sering
kali melanggar prinsip keadilan prosedural dan distributif.
Contohnya, perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak
tanpa pemberitahuan yang memadai, tanpa alasan yang jelas,
atau tanpa memberikan hak-hak pekerja secara lengkap,
menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Hal ini
dapat menimbulkan ketidakpercayaan, ketidakpuasan, bahkan
konflik yang berkepanjangan.

Sebaliknya, perusahaan yang menerapkan prinsip keadilan dan
etika akan melakukan komunikasi terbuka, memberikan
penjelasan yang jujur, serta memastikan bahwa hak-hak pekerja
terpenuhi secara adil. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi
aspek hukum, tetapi juga memperkuat hubungan saling percaya
dan menjaga citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung
jawab sosial.

Contoh praktik etis dalam PHK adalah perusahaan yang
mengadakan pertemuan tatap muka dengan pekerja yang akan
di-PHK, menjelaskan alasan secara transparan, dan menawarkan
solusi alternatif seperti pelatihan ulang atau relokasi. Mereka
juga memastikan bahwa proses pemberhentian dilakukan
dengan penuh rasa hormat dan empati, serta memberikan
kompensasi yang layak sesuai ketentuan hukum. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa perusahaan menghormati hak asasi pekerja
dan berkomitmen terhadap keadilan sosial (Lee & Kim, 2021).

Selain itu, penting juga untuk menghindari diskriminasi dalam
proses PHK. PHK harus didasarkan pada alasan yang objektif dan
tidak memihak, seperti kinerja, pelanggaran disiplin, atau kondisi
perusahaan, bukan karena faktor diskriminatif seperti gender,
agama, ras, atau status sosial. Prinsip ini sesuai dengan semangat
keadilan sosial dan hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai
regulasi nasional dan internasional.
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Dalam konteks Indonesia, penerapan etika dan keadilan dalam
PHK juga harus memperhatikan budaya lokal dan norma sosial.
Pendekatan yang humanis dan penuh empati akan lebih efektif
dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis dan
berkelanjutan. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan
antara kebutuhan bisnis dan hak pekerja, serta memastikan
bahwa proses PHK dilakukan secara adil dan beretika, demi
terciptanya suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati.

Rangkuman

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara etis merupakan proses
yang harus dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum,
moral, dan keadilan sosial. Berikut poin-poin utama yang menjadi
rangkuman pembahasan:

1. Alasan dan Prosedur PHK

1. PHK dilakukan sebagai langkah terakhir setelah
upaya mempertahankan hubungan kerja gagal.

2. Alasan PHK dibedakan menjadi objektif (misalnya
kondisi  keuangan perusahaan memburuk,
pelanggaran berat) dan subjektif (misalnya kinerja
buruk tanpa alasan hukum).

3. Prosedur PHK harus mengikuti ketentuan hukum,
termasuk pemberitahuan minimal 30 hari
sebelumnya dan penyampaian alasan yang jelas.

4. Tahapan prosedur meliputi evaluasi alasan,
komunikasi awal, memberi kesempatan pekerja
menyampaikan keberatan, dan penyusunan
dokumen resmi.

5. Pendekatan humanis dan empati sangat penting,
seperti penjelasan terbuka dan menawarkan solusi
alternatif.

2. Perlindungan bagi Pekerja Ter-PHK
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Pekerja yang di-PHK berhak mendapatkan
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan
perlindungan sosial sesuai ketentuan.

Besaran pesangon diatur berdasarkan masa kerja
dan upah terakhir, dengan maksimal 9 bulan upah.
Perlindungan sosial meliputi jaminan hari tua,
kecelakaan kerja, dan kematian melalui BP]S
Ketenagakerjaan.

Perusahaan harus membantu pekerja dalam
pencarian pekerjaan baru melalui pelatihan dan
relokasi.

Pendekatan yang empati dan jujur, serta dukungan
moral, sangat penting untuk menjaga martabat
pekerja.

3. Etika dan Keadilan dalam PHK

1.

2.

PHK harus dilakukan dengan memperhatikan hak
asasi manusia, rasa hormat, dan empati.

Keadilan distributif menuntut pemenuhan hak
finansial secara adil, sedangkan keadilan
prosedural menekankan proses yang transparan
dan jujur.

Praktik tidak etis sering melanggar prinsip
keadilan, menimbulkan ketidakpercayaan dan
konflik.

Perusahaan yang menerapkan prinsip keadilan dan
etika akan melakukan komunikasi terbuka dan
memastikan hak pekerja terpenubhi.

Menghindari diskriminasi dan memperhatikan
norma budaya lokal sangat penting dalam proses
PHK yang beretika.

Pendekatan humanis dan penuh empati membantu
menjaga hubungan industrial yang harmonis dan
berkelanjutan.

Latihan Mahasiswa
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Soal Essay

1. Jelaskan alasan utama mengapa proses PHK harus
dilakukan secara etis dan sesuai dengan ketentuan hukum
di Indonesia.

2. Sebutkan dan jelaskan hak-hak pekerja yang harus
dilindungi saat mengalami PHK menurut regulasi di
Indonesia.

3. Analisis pentingnya komunikasi yang efektif dan
transparan dalam proses PHK untuk menjaga hubungan
industrial yang harmonis.

4. Berikan contoh praktik PHK yang dilakukan secara tidak
etis dan dampaknya terhadap hubungan antara
perusahaan dan pekerja.

5. Buatlah rekomendasi kebijakan perusahaan dalam
melakukan PHK agar proses tersebut berjalan secara adil,
manusiawi, dan beretika.

Soal Pilihan Berganda

1. Alasan utama perusahaan melakukan PHK secara etis
harus didasarkan pada prinsip:
o a.Keuntungan maksimal perusahaan
o b.Keadilan dan hak asasi pekerja
o c.Penghematan biaya operasional
o d.Kepentingan manajemen saja
2. Menurut UU No. 13 Tahun 2003, pemberitahuan PHK
harus dilakukan minimal berapa hari sebelumnya?

o a.7hari

o b.14 hari
o ¢.30hari
o d.60 hari

3. Hak pekerja yang di-PHK berhak mendapatkan uang
penghargaan masa kerja minimal berdasarkan lamanya
bekerja, yaitu:

o a.1bulan upah
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o b.2 bulan upah
o ¢.3bulan upah
o d. 6 bulan upah
. Salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja
yang di-PHK adalah:
o a.Memberikan bonus akhir tahun
o b.Memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan
o c.Mengurangi jam kerja
o d. Menambah beban kerja
. Prinsip keadilan prosedural dalam PHK menuntut agar
proses dilakukan:
o a.Secara tertutup dan rahasia
o b. Secara transparan dan memberi kesempatan
keberatan
o c. Tanpa pemberitahuan sebelumnya
o d.Secara sepihak oleh manajemen
. Dalam konteks etika PHK, perusahaan harus menghindari:
o a.Memberikan penjelasan yang jujur dan empati
o b. Melakukan diskriminasi berdasarkan gender
atau agama
o ¢ Memberikan pelatihan ulang
d. Memberikan kompensasi sesuai ketentuan
hukum
. Salah satu contoh praktik PHK yang tidak etis adalah:
o a.Melakukan komunikasi terbuka dan jujur
o b. Memberikan penjelasan lengkap dan transparan
o c¢.Melakukan PHK tanpa pemberitahuan dan alasan
yang jelas
o d. Memberikan pelatihan untuk pekerjaan baru
. Dalam proses PHK, perusahaan harus memperhatikan
aspek:
o a.Hanya aspek hukum formal
o b. Aspek moral, sosial, dan keadilan
o ¢. Hanya aspek keuntungan perusahaan
o d. Aspek teknis saja
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9. Salah satu langkah yang dapat dilakukan perusahaan
untuk mendukung pekerja yang di-PHK adalah:
o a.Mengabaikan hak-hak pekerja
o b. Memberikan pelatihan ulang dan relokasi kerja
o . Mengurangi komunikasi dan transparansi
o d.Menunda pembayaran pesangon
10. Dalam konteks keadilan sosial, PHK harus dilakukan
dengan memperhatikan:
o a.Hak dan martabat pekerja
o b.Kepentingan manajemen saja
o c.Keuntungan jangka pendek perusahaan
o d. Keputusan sepihak tanpa dialog

Soal Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan manufaktur besar di Indonesia
melakukan PHK terhadap sejumlah pekerja karena alasan
efisiensi dan penurunan produksi. Perusahaan tidak
memberikan pemberitahuan sebelumnya dan tidak
menjelaskan alasan secara terbuka kepada pekerja yang
di-PHK. Berdasarkan prinsip etika dan ketentuan hukum,
analisislah apa kekurangan dari proses PHK tersebut dan
berikan saran perbaikan yang sesuai.

2. Sebuah perusahaan teknologi melakukan PHK terhadap
pekerja yang berusia di atas 50 tahun tanpa memberikan
penjelasan yang jelas dan tanpa menawarkan pelatihan
ulang. Pekerja merasa dirugikan dan menganggap proses
PHK tersebut tidak adil. Buatlah analisis mengenai aspek
keadilan dan etika yang harus dipenuhi dalam proses PHK
tersebut serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk
memperbaiki proses tersebut.
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BAB 12: NEGOSIASI DALAM
KONFLIK KETENAGAKERJAAN

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan
pentingnya negosiasi dalam konteks hubungan industrial,
khususnya dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan.
Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan
berbagai teknik dan strategi negosiasi yang efektif dalam
situasi ketenagakerjaan yang kompleks dan dinamis.
Mahasiswa mampu menjelaskan peran serikat pekerja
dan pengusaha dalam proses negosiasi, serta bagaimana
keduanya dapat berkontribusi dalam mencapai
kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus negosiasi
ketenagakerjaan untuk memahami praktik terbaik dan
tantangan yang dihadapi dalam proses negosiasi di dunia
nyata.

Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan
komunikasi dan negosiasi yang efektif, termasuk dalam
membangun dialog yang konstruktif dan saling
menghormati antara pekerja dan pengusaha.

Mahasiswa mampu menilai dampak dari negosiasi yang
berhasil maupun yang gagal terhadap hubungan industrial
dan keberlangsungan perusahaan.

Mahasiswa mampu merancang strategi negosiasi yang
adaptif dan etis dalam menyelesaikan konflik
ketenagakerjaan, serta mampu mengaplikasikan prinsip-
prinsip tersebut dalam situasi nyata di lapangan.

Pendahuluan
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Negosiasi merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan
industrial, = Kkhususnya dalam  menyelesaikan  konflik
ketenagakerjaan yang sering kali muncul di berbagai perusahaan
dan sektor industri. Konflik ketenagakerjaan, jika tidak dikelola
dengan baik, dapat menimbulkan ketegangan, gangguan
operasional, bahkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi
kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Oleh karena
itu, penguasaan teknik dan strategi negosiasi menjadi
keterampilan yang sangat vital bagi para praktisi hubungan
industrial, manajer sumber daya manusia, serikat pekerja, dan
pengusaha sendiri.

Dalam konteks hubungan industrial, negosiasi tidak hanya
sekadar proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan,
tetapi juga merupakan proses komunikasi yang memerlukan
keahlian dalam membangun dialog yang konstruktif, saling
pengertian, dan saling menghormati. Keberhasilan negosiasi
sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk
memahami posisi dan kepentingan masing-masing, serta mampu
mengelola emosi dan tekanan yang muncul selama proses
berlangsung. Teknik dan strategi negosiasi yang tepat akan
membantu kedua pihak mencapai solusi yang saling
menguntungkan, memperkuat hubungan kerja, dan mencegah
terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Selain itu, peran serikat pekerja dan pengusaha dalam proses
negosiasi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam
menyelesaikan konflik. Serikat pekerja berperan sebagai wakil
dari kepentingan pekerja, sedangkan pengusaha berupaya
melindungi kepentingan perusahaan. Keduanya harus mampu
berkomunikasi secara efektif dan bernegosiasi secara adil agar
tercapai kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan salah
satu pihak, tetapi juga berkelanjutan dan mampu memperkuat
hubungan industrial di masa depan.
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Studi kasus negosiasi ketenagakerjaan menjadi bagian penting
dalam pembelajaran ini karena memberikan gambaran nyata
tentang praktik negosiasi yang terjadi di lapangan. Melalui
analisis studi kasus, mahasiswa dapat memahami tantangan yang
dihadapi, strategi yang digunakan, serta faktor-faktor yang
mempengaruhi hasil negosiasi. Hal ini akan memperkaya
wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi
situasi nyata di dunia kerja.

Pada akhirnya, penguasaan teknik dan strategi negosiasi dalam
konflik ketenagakerjaan tidak hanya akan meningkatkan
kompetensi mahasiswa dalam bidang hubungan industrial, tetapi
juga berkontribusi pada terciptanya suasana kerja yang
harmonis, adil, dan produktif. Dengan demikian, pembelajaran ini
menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dipahami dan
diterapkan dalam praktik di lapangan, mengingat dinamika
hubungan industrial yang terus berkembang dan tantangan yang
semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi saat ini.

12.1 Teknik dan Strategi Negosiasi

Negosiasi merupakan proses komunikasi yang kompleks dan
dinamis, yang bertujuan mencapai kesepakatan yang saling
menguntungkan antara dua pihak atau lebih yang memiliki
kepentingan berbeda. Dalam konteks hubungan industrial,
negosiasi sering kali dilakukan untuk menyelesaikan konflik
ketenagakerjaan, seperti penetapan upah, kondisi kerja, atau hak
dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, penguasaan
teknik dan strategi negosiasi yang efektif sangat penting agar
proses tersebut berjalan lancar dan menghasilkan solusi yang adil
serta berkelanjutan.

12.1.1. Teknik Dasar Negosiasi

Teknik dasar negosiasi meliputi beberapa pendekatan yang
menjadi fondasi dalam proses tawar-menawar. Pertama adalah
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teknik persuasi, di mana pihak negosiator berusaha meyakinkan
pihak lain tentang keabsahan posisi mereka melalui argumen
yang logis dan data yang valid. Kedua adalah teknik kompromi,
yang melibatkan kedua pihak saling mengurangi tuntutan
mereka agar mencapai kesepakatan bersama. Ketiga adalah
teknik menggunakan BATNA (Best Alternative To a
Negotiated Agreement), yaitu mengetahui alternatif terbaik
yang dapat diambil jika negosiasi gagal, sehingga memberikan
kekuatan tawar yang lebih besar (Fisher & Ury, 2011).

Selain itu, teknik membangun hubungan yang baik juga sangat
penting. Pihak negosiator harus mampu menciptakan suasana
yang kondusif, saling percaya, dan menghormati, agar
komunikasi berjalan efektif dan tidak memunculkan ketegangan
yang berlebihan. Teknik mendengarkan aktif juga menjadi
kunci, di mana negosiator harus mampu memahami posisi dan
kepentingan pihak lain secara penuh sebelum menyusun tawaran
atau solusi.

12.1.2. Strategi Negosiasi

Strategi negosiasi lebih bersifat taktis dan berorientasi pada
pencapaian hasil tertentu. Beberapa strategi yang umum
digunakan dalam negosiasi hubungan industrial meliputi:

o Strategi kolaboratif (win-win): Pendekatan ini
menekankan kerjasama dan pencarian solusi yang
menguntungkan kedua belah pihak. Dalam strategi ini,
negosiator berusaha memahami kebutuhan mendalam
dari pihak lawan dan mencari solusi kreatif yang
memenuhi kepentingan bersama. Contohnya adalah
negosiasi perjanjian kerja bersama yang melibatkan
penyesuaian upah dan benefit secara adil, sehingga kedua
pihak merasa puas (Lewicki, Barry, & Saunders, 2015).

e Strategi kompetitif (win-lose): Pendekatan ini lebih
bersifat adu kekuatan dan sering digunakan ketika salah
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satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Strategi
ini biasanya dilakukan dengan menekan pihak lawan agar
menerima tawaran tertentu, tanpa banyak
memperhatikan kepentingan jangka panjang. Contohnya
adalah negosiasi upah di mana pengusaha menekan
serikat pekerja agar menerima angka yang lebih rendah,
dengan alasan kondisi ekonomi perusahaan yang sedang
sulit.

Strategi kompromi: Pendekatan ini melibatkan kedua
pihak saling mengurangi tuntutan mereka agar mencapai
kesepakatan. Strategi ini cocok digunakan ketika waktu
terbatas dan kedua pihak tidak mampu mencapai
kesepakatan ideal, tetapi tetap ingin menyelesaikan
konflik secara cepat dan adil. Sebagai contoh, dalam
negosiasi perjanjian kerja, kedua belah pihak sepakat
untuk menyesuaikan kenaikan upah sebesar 10% dan
menambah benefit tertentu.

Strategi menghindar dan mengalah: Strategi ini
digunakan ketika isu yang diperdebatkan tidak terlalu
penting atau ketika kondisi tidak memungkinkan untuk
bernegosiasi secara efektif. Dalam hal ini, pihak memilih
untuk menunda negosiasi atau mengalah demi menjaga
hubungan jangka panjang. Misalnya, pengusaha memilih
menghindar dari konflik kecil yang tidak signifikan agar
tidak memperkeruh suasana.

12.1.3. Pendekatan dalam Negosiasi

Selain teknik dan strategi, pendekatan dalam negosiasi juga
mempengaruhi hasil akhir. Pendekatan yang umum digunakan
meliputi:

Pendekatan posisi (positional bargaining): Negosiator
berfokus pada posisi awal dan akhir yang diinginkan,
sering kali bersifat kompetitif dan berorientasi pada
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kemenangan satu pihak. Pendekatan ini sering
menyebabkan kebuntuan jika tidak dikelola dengan baik.

o Pendekatan kepentingan (interest-based bargaining):
Pendekatan ini menekankan pada pemahaman
kepentingan mendalam dari kedua pihak, sehingga solusi
yang dihasilkan lebih kreatif dan berkelanjutan.
Pendekatan ini sangat dianjurkan dalam hubungan
industrial karena mampu menciptakan suasana saling
percaya dan kerjasama.

o Pendekatan integratif: Pendekatan ini berorientasi pada
pencarian solusi yang saling menguntungkan dan inovatif,
dengan melibatkan komunikasi terbuka dan kolaboratif.
Contohnya adalah negosiasi perjanjian kerja yang
melibatkan penyesuaian jam kerja dan benefit yang
fleksibel sesuai kebutuhan kedua pihak.

12.1.4. Pengelolaan Emosi dan Konflik dalam
Negosiasi

Negosiasi tidak lepas dari dinamika emosi dan potensi konflik.
Oleh karena itu, negosiator harus mampu mengelola emosi
mereka dan pihak lawan agar proses tetap konstruktif. Teknik
pengelolaan emosi meliputi pengendalian diri, menghindari
personalisasi isu, dan menggunakan bahasa yang sopan dan
konstruktif. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi dan
mengatasi potensi konflik yang muncul selama proses negosiasi,
misalnya dengan melakukan mediasi internal atau
menggunakan fasilitator independen.

12.1.5. Contoh Penerapan Teknik dan Strategi
Negosiasi

Sebagai ilustrasi, dalam negosiasi perjanjian kerja bersama di
sebuah pabrik tekstil, serikat pekerja mengajukan kenaikan upah
sebesar 20%, sementara pengusaha menawarkan 10%.
Negosiator dari serikat pekerja menggunakan teknik
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mendengarkan aktif dan menggunakan data produktivitas
dan laba perusahaan untuk mendukung tuntutan mereka.
Mereka juga menerapkan strategi kolaboratif dengan
menawarkan solusi kompromi, misalnya kenaikan 15% dan
peningkatan benefit lain seperti asuransi kesehatan. Pengusaha,
di sisi lain, menggunakan pendekatan positional bargaining dan
berusaha menekan agar serikat pekerja menerima tawaran
mereka, dengan alasan kondisi ekonomi yang sulit. Melalui
proses ini, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan kenaikan
upah sebesar 17,5%, yang merupakan hasil kompromi dan saling
menghormati.

12.2 Peran Serikat Pekerja dan
Pengusaha dalam Negosiasi

Dalam proses negosiasi hubungan industrial, peran serikat
pekerja dan pengusaha sangat krusial. Keduanya memiliki
kepentingan dan posisi yang berbeda, namun keduanya harus
mampu berinteraksi secara konstruktif untuk mencapai
kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

12.2.1. Peran Serikat Pekerja

Serikat pekerja berfungsi sebagai wakil dan pembela kepentingan
pekerja dalam berbagai aspek hubungan industrial, termasuk
dalam proses negosiasi. Peran utama serikat pekerja meliputi:

e Mewakili kepentingan pekerja: Serikat pekerja
menyusun dan menyampaikan tuntutan pekerja terkait
upah, kondisi kerja, jaminan sosial, dan hak-hak lainnya.
Mereka harus mampu mengumpulkan data dan
melakukan analisis kebutuhan pekerja secara objektif dan
akurat.

e Negosiasi dan perundingan: Serikat pekerja melakukan
negosiasi dengan pengusaha untuk mencapai perjanjian
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kerja bersama (PKB). Mereka harus memiliki kemampuan
komunikasi, diplomasi, dan strategi negosiasi yang efektif
agar tuntutan pekerja dapat dipenuhi secara adil.

o Pengawasan dan implementasi: Setelah kesepakatan
tercapai, serikat pekerja berperan dalam mengawasi
pelaksanaan PKB dan memastikan hak pekerja terpenuhi.
Mereka juga berfungsi sebagai mediator jika terjadi
pelanggaran.

o Pendidikan dan advokasi: Serikat pekerja harus mampu
memberikan pendidikan kepada anggota tentang hak dan
kewajiban mereka serta melakukan advokasi kebijakan
yang mendukung kesejahteraan pekerja di tingkat
nasional maupun perusahaan.

Contoh nyata peran serikat pekerja adalah dalam negosiasi
kenaikan upah tahunan di sebuah pabrik tekstil di Indonesia, di
mana serikat pekerja mengumpulkan data produktivitas dan laba
perusahaan, kemudian berunding dengan manajemen untuk
mendapatkan kenaikan yang adil dan sesuai dengan kondisi
ekonomi perusahaan serta kebutuhan pekerja (Suryana, 2019).

12.2.2. Peran Pengusaha

Pengusaha sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam
keberlangsungan usaha dan profitabilitas, memiliki peran
penting dalam proses negosiasi. Peran pengusaha meliputi:

e Menentukan posisi tawar: Pengusaha harus menilai
kondisi keuangan perusahaan, pasar, dan faktor eksternal
lainnya untuk menentukan batas atas dan bawah dalam
negosiasi. Mereka harus mampu menyusun tawaran yang
realistis dan kompetitif.

e Menyampaikan tawaran dan argumen: Pengusaha
harus mampu menyampaikan tawaran secara jelas dan
logis, didukung data keuangan dan analisis pasar. Mereka
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juga harus mampu menjelaskan batasan dan alasan di
balik tawaran tersebut.

e« DMenciptakan suasana negosiasi yang Kkondusif:
Pengusaha perlu membangun komunikasi yang terbuka
dan saling menghormati agar proses negosiasi tidak
memanas dan berujung pada konflik berkepanjangan.

e Mengelola risiko dan konflik: Pengusaha harus mampu
mengelola risiko yang muncul selama negosiasi, termasuk
potensi mogok kerja atau aksi protes, serta mencari solusi
yang mengurangi dampak negatif terhadap operasional
perusahaan.

Contoh peran pengusaha adalah dalam negosiasi PKB di sebuah
perusahaan manufaktur, di mana mereka menawarkan kenaikan
upah sebesar 10% dan peningkatan benefit kesehatan, sambil
menjelaskan kondisi keuangan perusahaan yang sedang
menurun akibat pandemi (Kusuma & Wibowo, 2020).

12.2.3. Sinergi dan Konflik dalam Negosiasi

Peran serikat pekerja dan pengusaha harus mampu bersinergi
untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Sinergi ini didasarkan pada prinsip saling menghormati,
kejujuran, dan komunikasi terbuka. Ketika kedua pihak mampu
bernegosiasi secara konstruktif, hasilnya tidak hanya berupa
kesepakatan yang adil, tetapi juga memperkuat hubungan
industrial dan meningkatkan produktivitas.

Namun, konflik juga sering muncul akibat perbedaan
kepentingan,  ketidakpercayaan, atau  ketidakmampuan
berkomunikasi secara efektif. Konflik ini harus dikelola dengan
baik melalui mekanisme penyelesaian yang disepakati, seperti
mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Pengalaman dari berbagai
studi menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi sangat
dipengaruhi oleh kemampuan kedua pihak dalam mengelola
konflik dan membangun kepercayaan (Brett, 2018).
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12.3 Studi Kasus Negosiasi
Ketenagakerjaan

Studi kasus merupakan alat penting dalam pembelajaran
negosiasi karena mampu memberikan gambaran nyata tentang
praktik dan tantangan yang dihadapi dalam proses negosiasi
hubungan industrial. Berikut ini adalah salah satu studi kasus
yang relevan dan mendalam.

12.3.1. Studi Kasus: Negosiasi PKB di PT. XYZ

Pada tahun 2022, PT. XYZ, sebuah perusahaan manufaktur tekstil
di Indonesia, menghadapi konflik terkait kenaikan upah tahunan.
Serikat pekerja menuntut kenaikan sebesar 20%, sementara
manajemen perusahaan menawarkan 8%, dengan alasan kondisi
keuangan yang menurun akibat pandemi dan fluktuasi pasar
global. Konflik ini berpotensi menyebabkan mogok kerja yang
dapat mengganggu produksi dan merugikan kedua belah pihak.

Dalam proses negosiasi, serikat pekerja mengadopsi strategi
kolaboratif dengan mengumpulkan data produktivitas, laba
perusahaan, dan kebutuhan hidup pekerja. Mereka juga
melakukan pendekatan komunikasi yang konstruktif dan
mengedepankan dialog terbuka. Di sisi lain, manajemen
perusahaan menggunakan pendekatan posisi dan berusaha
menekan serikat pekerja agar menerima tawaran mereka,
dengan alasan kondisi ekonomi yang sulit.

Namun, melalui proses negosiasi yang panjang dan penuh
dinamika, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan kenaikan
upah sebesar 15%, disertai peningkatan benefit lain seperti
asuransi kesehatan dan pelatihan keterampilan. Kesepakatan ini
dicapai melalui kompromi dan saling pengertian, serta adanya
fasilitasi dari mediator independen yang membantu menjaga
suasana negosiasi tetap konstruktif.
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Hasil dari negosiasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan
tergantung pada kemampuan kedua pihak dalam menerapkan
teknik komunikasi yang efektif memahami posisi dan
kepentingan masing-masing, serta bersedia berkompromi demi
menjaga hubungan jangka panjang. Keberhasilan ini juga
memperlihatkan pentingnya peran mediator dalam mengelola
konflik dan memfasilitasi tercapainya kesepakatan (Suryana,
2019).

12.3.2. Analisis dan Pembelajaran dari Studi Kasus

Dari studi kasus PT. XYZ, dapat diidentifikasi beberapa pelajaran
penting:

o Pentingnya data dan analisis: Serikat pekerja yang
mengumpulkan data produktivitas dan laba perusahaan
mampu memperkuat posisi mereka dan menunjukkan
bahwa tuntutan kenaikan upah dapat didukung secara
objektif.

o Peran mediator: Fasilitasi dari pihak ketiga yang netral
sangat membantu dalam menjaga suasana negosiasi tetap
konstruktif dan menghindari eskalasi konflik.

e Keterbukaan dan komunikasi: Kedua pihak harus
mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta
mendengarkan secara aktif, agar tercapai saling
pengertian.

e Kompromi sebagai solusi: Kesepakatan yang dicapai
melalui kompromi menunjukkan bahwa negosiasi tidak
selalu harus mencapai posisi ekstrem, tetapi harus
berorientasi pada solusi yang adil dan berkelanjutan.

o Pengaruh kondisi eksternal: Faktor ekonomi dan pasar
global sangat mempengaruhi posisi tawar dan hasil
negosiasi, sehingga kedua pihak harus mampu
menyesuaikan strategi mereka sesuai kondisi tersebut.
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Studi kasus ini menegaskan bahwa negosiasi yang efektif
membutuhkan persiapan matang, strategi yang tepat, dan
kemampuan beradaptasi terhadap dinamika yang terjadi di
lapangan. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan
menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks nyata di
dunia kerja.

Rangkuman

Negosiasi dalam hubungan industrial merupakan proses penting
yang melibatkan komunikasi strategis antara serikat pekerja dan
pengusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dan
berkelanjutan. Teknik dan strategi negosiasi yang efektif sangat
menentukan keberhasilan proses tersebut. Berikut adalah poin-
poin utama yang dapat disimpulkan:

1. Teknik dasar negosiasi meliputi persuasi, kompromi, dan
penggunaan BATNA, yang membantu memperkuat posisi
tawar dan membangun hubungan yang kondusif.
Mendengarkan aktif dan menciptakan suasana saling
percaya juga menjadi kunci keberhasilan.

2. Strategi negosiasi yang umum digunakan meliputi
pendekatan kolaboratif (win-win), kompetitif (win-lose),
kompromi, serta menghindar dan mengalah. Pemilihan
strategi harus disesuaikan dengan kondisi dan tujuan
masing-masing pihak.

3. Pendekatan dalam negosiasi, seperti posisi, kepentingan,
dan integratif, mempengaruhi hasil akhir. Pendekatan
berbasis kepentingan dan kolaboratif lebih dianjurkan
karena mampu menciptakan solusi inovatif dan
berkelanjutan.

4. Pengelolaan emosi dan konflik sangat penting agar proses
negosiasi tetap konstruktif. Teknik pengendalian diri,
mediasi, dan penggunaan fasilitator membantu menjaga
suasana tetap kondusif dan menghindari eskalasi konflik.
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Penerapan teknik dan strategi yang tepat dapat dilihat
dalam studi kasus negosiasi PKB di PT. XYZ, di mana kedua
pihak mencapai kesepakatan melalui kompromi dan
komunikasi efektif, meskipun awalnya memiliki tuntutan
yang berbeda.

Peran serikat pekerja meliputi mewakili dan
memperjuangkan hak pekerja, melakukan negosiasi, serta
mengawasi pelaksanaan PKB. Sedangkan pengusaha
bertugas menilai kondisi keuangan, menyusun tawaran,
dan menciptakan suasana negosiasi yang kondusif.
Sinergi antara serikat pekerja dan pengusaha sangat
penting untuk mencapai kesepakatan yang saling
menguntungkan. Konflik yang muncul harus dikelola
melalui mekanisme penyelesaian yang disepakati, seperti
mediasi dan arbitrase.

Studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi
bergantung pada persiapan data, komunikasi terbuka,
kemampuan beradaptasi, dan peran mediator. Negosiasi
yang efektif mampu memperkuat hubungan industrial dan
meningkatkan produktivitas.

Dengan memahami dan menerapkan teknik serta strategi
negosiasi yang tepat, pihak-pihak terkait dapat menyelesaikan
konflik secara konstruktif dan membangun hubungan kerja yang
harmonis serta berkelanjutan.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1.

2.

Jelaskan pengertian dan pentingnya teknik persuasi dalam
proses negosiasi hubungan industrial!

Sebutkan dan uraikan tiga strategi negosiasi yang umum
digunakan dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan!
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3. Bagaimana peran serikat pekerja dan pengusaha dalam

mencapai kesepakatan yang adil selama proses negosiasi?
Berikan penjelasan singkat dan contoh nyata.

Analisis studi kasus negosiasi kenaikan upah di PT. XYZ
dan jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
keberhasilan negosiasi tersebut!

Buatlah rencana strategi negosiasi yang etis dan adaptif
untuk menyelesaikan konflik upah di sebuah perusahaan
yang sedang mengalami krisis keuangan. Jelaskan
langkah-langkah utama yang akan Anda lakukan!

Soal Pilihan Ganda

1. Teknik dasar negosiasi yang bertujuan meyakinkan pihak
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lain dengan argumen logis disebut:

o a.Kompromi

o b.Persuasi

o c¢. Menggunakan BATNA

o d.Membangun hubungan baik
Strategi negosiasi yang menekankan kerjasama dan
mencari solusi menguntungkan kedua pihak disebut:

o a. Kompetitif (win-lose)

o b. Kolaboratif (win-win)

o ¢.Menghindar

o d. Mengalah
Pendekatan negosiasi yang berfokus pada posisi awal dan
akhir yang diinginkan disebut:

o a.Pendekatan posisi

o b. Pendekatan kepentingan

o . Pendekatan integratif

o d.Pendekatan kolaboratif
Teknik mendengarkan aktif dalam negosiasi bertujuan:

o a.Mengurangi ketegangan

o b. Memahami posisi dan kepentingan pihak lain

secara penuh
o c¢.Menekan pihak lawan
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o d.Menghindari konflik
5. Dalam negosiasi hubungan industrial, peran serikat
pekerja adalah:
o a.Menentukan kebijakan perusahaan
o b. Mewakili dan memperjuangkan kepentingan
pekerja
o c.Mengelola keuangan perusahaan
o d. Mengawasi produksi
6. Peran pengusaha dalam proses negosiasi meliputi:
o a. Menyusun dan menyampaikan tawaran secara
logis
o b. Mengawasi serikat pekerja
o ¢.Menentukan upah tanpa diskusi
o d. Menghindari komunikasi dengan pekerja
7. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan
negosiasi adalah:
o a.Ketidakjelasan data
o b.Pengelolaan emosi dan konflik
o c.Mengabaikan kondisi eksternal
o d.Menghindari kompromi
8. Teknik dan strategi negosiasi yang efektif harus mampu:
o a.Mengabaikan kepentingan pihak lain
o b. Mencapai hasil yang saling menguntungkan dan
berkelanjutan
o ¢.Menekan pihak lawan agar menerima tawaran
o d. Menghindari komunikasi langsung
9. Dalam studi kasus negosiasi kenaikan upah, faktor utama
yang menentukan keberhasilan adalah:
o a.Keputusan sepihak dari pengusaha
o b. Kemampuan kedua pihak dalam berkomunikasi
dan bernegosiasi secara konstruktif
o c. Ketegasan serikat pekerja menuntut kenaikan
besar
o d.Tidak adanya mediator
10. Salah satu manfaat dari negosiasi yang berhasil dalam
hubungan industrial adalah:
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o a.Meningkatkan ketegangan dan konflik

o b. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis
dan produktif

o . Mengurangi kepercayaan antara pekerja dan
pengusaha

o d. Mengurangi peluang kerjasama di masa depan

Soal Project / Studi Kasus

1.

2.

Analisislah sebuah kasus negosiasi upah di sebuah
perusahaan manufaktur yang mengalami penurunan laba.
Buatlah strategi negosiasi yang etis dan adaptif untuk
menyelesaikan konflik tersebut. Jelaskan langkah-langkah
utama dan pertimbangan yang harus diambil!

Anda diminta menjadi mediator dalam negosiasi antara
serikat pekerja dan pengusaha yang sedang berselisih
mengenai jam Kkerja dan benefit. Rancanglah proses
negosiasi yang efektif, termasuk teknik, strategi, dan
pendekatan yang akan digunakan, serta bagaimana
mengelola emosi dan konflik selama proses berlangsung!
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BAB 13: PERBANDINGAN
PELAKSANAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DI INDONESIA

DAN NEGARA LAIN

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu memahami Kkonsep dasar dan
kerangka kerja hubungan industrial secara umum serta
pentingnya mempelajari perbandingan pelaksanaan
hubungan industrial di berbagai negara sebagai bagian
dari pengembangan wawasan global dan lokal.
Mahasiswa dapat menjelaskan secara rinci sistem
hubungan industrial yang berlaku di Malaysia dan
Tiongkok, termasuk regulasi, lembaga, serta praktik-
praktik utama yang diterapkan di kedua negara tersebut.
Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis
perbedaan dan persamaan antara pelaksanaan hubungan
industrial di Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok, serta
memahami faktor budaya, ekonomi, dan politik yang
mempengaruhi praktik tersebut.

Mahasiswa mampu menilai keberhasilan dan tantangan
yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam
mengelola hubungan industrial, serta mengkaji praktik
baik yang dapat diadopsi atau disesuaikan untuk konteks
Indonesia.

Mahasiswa mampu mengembangkan wawasan Kkritis
terhadap praktik hubungan industrial internasional dan
mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam konteks
pengembangan hubungan industrial yang berkeadilan dan
berkelanjutan di Indonesia.
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6. Mahasiswa mampu menyusun analisis komparatif
mengenai kebijakan dan praktik hubungan industrial di
berbagai negara, serta menyusun rekomendasi strategis
untuk peningkatan praktik hubungan industrial di
Indonesia berdasarkan studi banding tersebut.

7. Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan
komunikasi dan diskusi yang efektif dalam menyampaikan
hasil analisis dan pendapat terkait pelaksanaan hubungan
industrial di  berbagai negara, serta mampu
berargumentasi secara logis dan berbasis data.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, hubungan industrial
tidak lagi menjadi urusan domestik semata, melainkan telah
menjadi bagian dari dinamika internasional yang saling
mempengaruhi. Setiap negara memiliki karakteristik, budaya,
regulasi, dan praktik yang berbeda dalam mengelola hubungan
antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, mempelajari
perbandingan pelaksanaan hubungan industrial di berbagai
negara menjadi sangat penting untuk memperluas wawasan dan
memperkaya pemahaman kita tentang keberagaman praktik
tersebut.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki sistem hubungan
industrial yang unik, yang dipengaruhi oleh budaya lokal, regulasi
nasional, serta kondisi ekonomi dan sosial. Namun, untuk
memperkuat dan memperbaiki sistem tersebut, tidak ada
salahnya untuk belajar dari pengalaman negara lain yang telah
lebih dulu mengembangkan praktik hubungan industrial yang
efektif dan berkeadilan. Dua negara yang menjadi fokus dalam
pembelajaran ini adalah Malaysia dan Tiongkok, yang keduanya
memiliki karakteristik berbeda dan pengalaman yang beragam
dalam mengelola hubungan industrial.
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Malaysia, sebagai negara tetangga yang memiliki tingkat
pembangunan ekonomi yang cukup pesat, menerapkan sistem
hubungan industrial yang didasarkan pada regulasi yang cukup
ketat dan lembaga yang kuat. Sistem ini menekankan pentingnya
dialog sosial, peran serikat pekerja, serta mekanisme
penyelesaian perselisihan yang efisien. Sementara itu, Tiongkok,
sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan sistem
politik yang berbeda, menerapkan pendekatan yang lebih
terpusat dan terintegrasi antara pemerintah, pengusaha, dan
pekerja. Praktik hubungan industrial di Tiongkok sangat
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berorientasi pada
stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pembelajaran mengenai praktik hubungan industrial di Malaysia
dan Tiongkok ini tidak hanya bertujuan untuk menambah
wawasan mahasiswa tentang keberagaman sistem di dunia,
tetapi juga untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik yang
dapat diadaptasi dan diimplementasikan di Indonesia. Melalui
studi perbandingan ini, mahasiswa diharapkan mampu melihat
secara kritis keunggulan dan kelemahan dari masing-masing
sistem, serta mampu menyusun strategi yang relevan untuk
memperkuat hubungan industrial di tanah air.

Selain itu, pemahaman tentang praktik hubungan industrial di
negara lain juga penting dalam konteks globalisasi dan
persaingan internasional. Perusahaan dan pekerja di Indonesia
harus mampu bersaing dan beradaptasi dengan praktik terbaik
dari negara lain agar mampu menciptakan hubungan kerja yang
harmonis, produktif, dan berkeadilan. Dengan demikian,
pembelajaran ini menjadi bagian dari upaya membangun
kompetensi mahasiswa dalam mengelola hubungan industrial
secara efektif dan berkelanjutan, serta mampu berkontribusi
dalam pengembangan sistem hubungan industrial nasional yang
adaptif terhadap perubahan zaman.
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13.1 Hubungan Industrial di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang
memiliki sistem hubungan industrial yang cukup berkembang
dan terstruktur dengan baik. Sistem ini didasarkan pada
kerangka regulasi yang kuat, lembaga-lembaga yang berperan
aktif, serta praktik-praktik yang menekankan dialog sosial dan
kolaborasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dalam
konteks ini, hubungan industrial di Malaysia sangat dipengaruhi
oleh faktor budaya, politik, dan ekonomi yang khas, sehingga
menghasilkan model yang berbeda dari Indonesia.

13.1.1 Kerangka Regulasi dan Lembaga dalam
Hubungan Industrial Malaysia

Sistem hubungan industrial di Malaysia diatur secara
komprehensif melalui berbagai undang-undang, di antaranya
adalah Employment Act 1955, Trade Unions Act 1959, dan
Industrial Relations Act 1967. Regulasi ini memberikan dasar
hukum bagi hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, serta
mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan industrial. Salah
satu aspek penting dari regulasi ini adalah pengakuan terhadap
serikat pekerja dan peran aktifnya dalam memperjuangkan hak-
hak pekerja.

Lembaga utama yang mengelola hubungan industrial di Malaysia
adalah Malaysian Industrial Relations Department (DIR) dan
Industrial Court. DIR bertugas sebagai pengawas dan mediator
dalam penyelesaian perselisihan industrial, sedangkan Industrial
Court berfungsi sebagai pengadilan khusus yang menangani
sengketa hubungan industrial secara final dan mengikat. Selain
itu, terdapat juga Trade Unions Congress (TUC) yang mewakili
serikat pekerja dan berperan dalam negosiasi kolektif serta
advokasi hak-hak pekerja.
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13.1.2 Praktik dan Pendekatan dalam Hubungan
Industrial Malaysia

Praktik hubungan industrial di Malaysia menekankan pentingnya
dialog sosial dan Kkerjasama tripartit antara pemerintah,
pengusaha, dan serikat pekerja. Pendekatan ini dikenal sebagai
tripartisme, yang bertujuan menciptakan suasana harmonis dan
produktif di tempat kerja. Melalui mekanisme ini, ketiga pihak
secara aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan
ketenagakerjaan, menyusun perjanjian kerja bersama, serta
menyelesaikan perselisihan secara damai.

Contoh nyata dari praktik ini adalah keberadaan National
Labour Advisory Council (NLAC) yang menjadi forum
konsultasi nasional dalam  pengambilan kebijakan
ketenagakerjaan. Selain itu, Malaysia juga menerapkan collective
bargaining secara luas, di mana serikat pekerja dan pengusaha
melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai
upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Pendekatan ini telah
terbukti mampu menciptakan hubungan yang relatif stabil dan
minim konflik industrial.

13.1.3 Keunggulan dan Tantangan Sistem Malaysia

Salah satu keunggulan dari sistem hubungan industrial Malaysia
adalah keberadaan lembaga yang kuat dan mekanisme
penyelesaian sengketa yang efisien. Hal ini memungkinkan
penyelesaian konflik secara cepat dan adil, serta mendorong
terciptanya suasana kerja yang kondusif. Selain itu, budaya dialog
dan kolaborasi yang telah tertanam di masyarakat Malaysia turut
memperkuat keberhasilan sistem ini.

Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam
hal representasi serikat pekerja yang masih terbatas dan
terkadang kurang mampu mewakili seluruh pekerja, terutama di
sektor informal dan pekerja migran. Selain itu, ketimpangan
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kekuasaan antara pengusaha besar dan pekerja kecil dapat
mempengaruhi keberlanjutan praktik dialog sosial yang efektif.
Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun hubungan
industrial di Malaysia relatif stabil, masih terdapat ketimpangan
dalam kekuasaan dan pengaruh yang dapat menghambat
terciptanya hubungan yang benar-benar adil dan berkeadilan
(Kamarulzaman & Ahmad, 2019).

13.1.4 Contoh Kasus: Penyelesaian Perselisihan di
Malaysia

Salah satu contoh praktik yang menonjol adalah penyelesaian
perselisihan terkait upah minimum di Malaysia. Ketika
pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum, serikat
pekerja dan pengusaha melakukan negosiasi melalui mekanisme
tripartit di bawah NLAC. Jika terjadi perselisihan, proses mediasi
dan arbitrase di Industrial Court digunakan untuk mencapai
kesepakatan. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana sistem
hubungan industrial Malaysia mampu mengintegrasikan
berbagai kepentingan secara harmonis dan efisien.

13.2 Hubungan Industrial di Tiongkok

Tiongkok, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan
sistem politik yang berbeda dari Indonesia dan Malaysia,
menerapkan sistem hubungan industrial yang sangat terintegrasi
dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sistem ini didasarkan
pada prinsip stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi jangka
panjang, dengan peran utama pemerintah dalam mengatur dan
mengarahkan hubungan antara pengusaha dan pekerja.
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13.2.1 Kerangka Regulasi dan Lembaga dalam
Hubungan Industrial Tiongkok

Regulasi hubungan industrial di Tiongkok diatur melalui Labor
Law 1994, Labor Contract Law 2008, dan berbagai regulasi
sektoral lainnya. Regulasi ini menekankan perlindungan hak
pekerja, pengaturan kontrak kerja, serta mekanisme
penyelesaian perselisihan. Namun, dalam praktiknya, regulasi ini
sering kali diadaptasi dan diinterpretasikan sesuai dengan
kebijakan pemerintah dan kebutuhan ekonomi.

Lembaga utama yang mengelola hubungan industrial di Tiongkok
adalah All-China Federation of Trade Unions (ACFTU), yang
merupakan serikat pekerja resmi dan satu-satunya yang diakui
secara nasional. ACFTU memiliki peran sentral dalam mengelola
hubungan industrial, termasuk melakukan negosiasi kolektif dan
menyampaikan aspirasi pekerja kepada pemerintah dan
pengusaha. Selain itu, terdapat juga Labor Dispute Mediation
and Arbitration Committees yang berfungsi sebagai
mekanisme penyelesaian sengketa.

13.2.2 Pendekatan dan Praktik dalam Hubungan
Industrial Tiongkok

Praktik hubungan industrial di Tiongkok sangat dipengaruhi oleh
kebijakan pemerintah yang berorientasi pada stabilitas dan
pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sering kali mengarahkan
serikat pekerja untuk mendukung kebijakan nasional dan tidak
terlalu menekankan peran independen serikat pekerja seperti di
negara lain. Sebagai contoh, ACFTU lebih berfungsi sebagai alat
pemerintah dalam mengelola hubungan industrial dan
memastikan bahwa kepentingan nasional tetap diutamakan.

Dalam praktiknya, hubungan industrial di Tiongkok cenderung

bersifat paternalistik dan terpusat. Pengusaha besar dan
pemerintah bekerja sama dalam mengatur kondisi kerja dan
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upah, sementara pekerja memiliki sedikit ruang untuk
bernegosiasi secara independen. Hal ini menyebabkan hubungan
industrial yang relatif stabil, tetapi sering kali mengorbankan
aspek hak dan kebebasan pekerja.

13.2.3 Contoh Kasus: Penyelesaian Konflik di
Tiongkok

Salah satu contoh adalah penyelesaian konflik terkait kondisi
kerja di pabrik-pabrik besar di Tiongkok. Ketika terjadi
perselisihan mengenai jam kerja dan upah, mekanisme mediasi
dan arbitrase yang dikendalikan oleh pemerintah dan ACFTU
digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam beberapa kasus,
pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang menekan serikat
pekerja agar tidak terlalu kritis terhadap pengusaha, demi
menjaga stabilitas ekonomi dan sosial (Li & Wang, 2020).

13.2.4 Keunggulan dan Kelemahan Sistem Tiongkok

Keunggulan utama dari sistem hubungan industrial di Tiongkok
adalah stabilitas yang tinggi dan kemampuan pemerintah untuk
mengendalikan konflik secara cepat. Sistem ini memungkinkan
pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pengendalian sosial yang
relatif baik. Namun, kelemahannya adalah minimnya kebebasan
dan independensi serikat pekerja, serta terbatasnya ruang bagi
pekerja untuk bernegosiasi secara adil dan setara.

13.3 Pembelajaran dan Praktik Baik
dari Negara Lain

Dari kajian perbandingan hubungan industrial di Malaysia dan
Tiongkok, terdapat sejumlah praktik baik yang dapat diadopsi

atau disesuaikan untuk memperkuat sistem hubungan industrial
di Indonesia. Beberapa praktik tersebut meliputi:
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13.3.1 Penguatan Lembaga dan Regulasi yang
Mendukung Dialog Sosial

Sistem Malaysia menunjukkan pentingnya keberadaan lembaga
yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien.
Indonesia dapat belajar dari hal ini dengan memperkuat peran
lembaga seperti Dewan Pengupahan dan Pengadilan
Hubungan Industrial agar lebih mampu menyelesaikan konflik
secara cepat dan adil. Selain itu, memperkuat regulasi yang
melindungi hak serikat pekerja dan mendorong partisipasi aktif
mereka dalam proses negosiasi juga menjadi hal penting.

13.3.2 Penerapan Prinsip Tripartisme dan Kolaborasi

Praktik Malaysia yang menekankan tripartisme dapat diadopsi di
Indonesia melalui penguatan forum-forum dialog sosial yang
melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Hal ini
akan menciptakan suasana yang kondusif untuk menyusun
kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Di sisi
lain, Tiongkok menunjukkan bahwa pengendalian yang ketat dan
pengaturan yang terpusat dapat menjaga stabilitas, tetapi harus
diimbangi dengan perlindungan hak pekerja agar tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan.

13.3.3 Pengembangan Sistem Pengawasan dan
Penyelesaian Sengketa yang Efektif

Kedua negara menunjukkan pentingnya mekanisme
penyelesaian sengketa yang terstruktur dan dapat diakses oleh
semua pihak. Indonesia dapat mengembangkan sistem mediasi
dan arbitrase yang lebih transparan dan independen, serta
memperkuat peran lembaga pengawas ketenagakerjaan agar
mampu mengatasi konflik secara adil dan cepat.
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13.3.4 Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi
Pekerja

Selain aspek regulasi dan lembaga, penting juga untuk
meningkatkan kesadaran pekerja akan hak-haknya dan
mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses negosiasi dan
pengambilan keputusan. Program pelatihan dan pendidikan
tentang hak-hak ketenagakerjaan serta penguatan serikat
pekerja menjadi kunci dalam membangun hubungan industrial
yang harmonis dan berkeadilan.

13.3.5 Adaptasi Konteks Lokal

Meskipun belajar dari praktik negara lain, Indonesia harus
mampu menyesuaikan strategi dan kebijakan dengan konteks
budaya, sosial, dan ekonomi nasional. Pendekatan yang terlalu
paternalistik seperti di Tiongkok mungkin tidak cocok, tetapi
prinsip kolaborasi dan dialog yang terbuka dapat diadopsi secara
bertahap sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

13.3.6 Kesimpulan

Perbandingan pelaksanaan hubungan industrial di Malaysia dan
Tiongkok menunjukkan bahwa keberhasilan sistem hubungan
industrial sangat dipengaruhi oleh kerangka regulasi, lembaga
yang kuat, serta budaya dan kebijakan yang mendukung dialog
sosial. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kedua negara
tersebut dengan memperkuat lembaga, mendorong tripartisme,
dan mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang
efisien. Selain itu, penting juga untuk menyesuaikan praktik
tersebut dengan kondisi lokal agar hubungan industrial di
Indonesia dapat berjalan secara harmonis, adil, dan
berkelanjutan.
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Rangkuman

Hubungan industrial di berbagai negara menunjukkan
keberagaman dalam kerangka regulasi, lembaga, dan praktik
yang diterapkan. Malaysia dan Tiongkok menjadi contoh yang
menarik untuk dipelajari karena masing-masing memiliki
karakteristik unik yang dipengaruhi oleh budaya, politik, dan
ekonomi negara tersebut. Indonesia dapat mengambil pelajaran
dari kedua negara ini untuk memperkuat sistem hubungan
industrial di dalam negeri.

1. Sistem hubungan industrial Malaysia didasarkan pada
kerangka regulasi yang kuat, seperti Employment Act
1955 dan Industrial Relations Act 1967, serta lembaga
seperti Malaysian Industrial Relations Department dan
Industrial Court. Regulasi ini memberikan dasar hukum
yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang
efisien.

2. Pendekatan tripartit yang diterapkan Malaysia, melalui
forum seperti National Labour Advisory Council,
menekankan pentingnya dialog sosial antara pemerintah,
pengusaha, dan serikat pekerja. Praktik ini membantu
menciptakan suasana harmonis dan stabil di tempat kerja.

3. Keunggulan sistem Malaysia terletak pada keberadaan
lembaga yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa
yang cepat, sehingga konflik dapat diselesaikan secara adil
dan efisien. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi
representasi serikat pekerja yang terbatas dan
ketimpangan kekuasaan antara pengusaha dan pekerja.

4. Di Tiongkok, sistem hubungan industrial sangat
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang menekankan
stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga utama
seperti ACFTU berfungsi sebagai alat pemerintah dalam
mengelola hubungan industrial, dengan pengaturan yang
cenderung paternalistik dan terpusat.
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5.

Praktik hubungan industrial di Tiongkok menunjukkan
bahwa stabilitas tinggi dapat dicapai melalui pengendalian
ketat, tetapi hal ini sering mengorbankan kebebasan dan
hak pekerja. Konflik diselesaikan melalui mekanisme
mediasi dan arbitrase yang dikendalikan pemerintah.
Dari studi perbandingan ini, Indonesia dapat belajar untuk
memperkuat lembaga seperti Dewan Pengupahan dan
Pengadilan Hubungan Industrial, serta menerapkan
prinsip tripartisme secara lebih aktif. Pengembangan
sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa yang
transparan juga penting.

Selain itu, meningkatkan kesadaran hak pekerja dan
partisipasi mereka dalam proses negosiasi menjadi kunci
membangun hubungan industrial yang harmonis dan
berkeadilan. Penyesuaian praktik dengan konteks lokal
sangat diperlukan agar sistem hubungan industrial di
Indonesia dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1.

198

Jelaskan secara rinci kerangka regulasi dan lembaga
utama yang mengatur hubungan industrial di Malaysia
serta bagaimana praktik tripartisme diterapkan dalam
sistem tersebut.

Analisis keunggulan dan tantangan dari sistem hubungan
industrial di Malaysia dan berikan contoh nyata yang
mendukung penjelasan tersebut.

Bandingkan pendekatan hubungan industrial di Malaysia
dan Tiongkok dalam hal peran lembaga dan mekanisme
penyelesaian perselisihan, serta pengaruh budaya dan
politik terhadap praktik tersebut.

Diskusikan pelajaran yang dapat diambil Indonesia dari
praktik hubungan industrial di Malaysia dan Tiongkok,
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serta bagaimana penerapan praktik tersebut dapat
memperkuat hubungan industrial nasional.

5. Buatlah sebuah studi kasus hipotetik mengenai konflik
hubungan industrial di Indonesia dan jelaskan langkah-
langkah penyelesaiannya berdasarkan praktik terbaik
dari Malaysia dan Tiongkok.

Soal Pilihan Berganda

1. Sistem hubungan industrial di Malaysia didasarkan pada
regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta
pengusaha, salah satunya adalah:

o a) Employment Act 1955

o b) Labor Law 1994

o ¢) Trade Unions Act 1959

o d) Industrial Relations Act 1967

2. Lembaga utama yang bertugas sebagai mediator dan
pengawas dalam penyelesaian perselisihan industrial di

Malaysia adalah:
o a) Malaysian Industrial Relations Department
(DIR)

o b) All-China Federation of Trade Unions (ACFTU)
o c) National Labour Advisory Council (NLAC)
o d) Industrial Court
3. Pendekatan hubungan industrial Malaysia yang
menekankan kerjasama antara pemerintah, pengusaha,
dan serikat pekerja dikenal sebagai:
o a) Paternalistik
o b) Tripartisme
o ) Pusat
d) Otoriter
4. Salah satu keunggulan sistem hubungan industrial
Malaysia adalah:
o a) Minimnya lembaga pengawas
o b) Mekanisme penyelesaian sengketa yang lambat
o ¢) Lembaga yang kuat dan efisien
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o d) Kurangnya dialog sosial
Dalam konteks hubungan industrial di Tiongkok, peran
utama serikat pekerja dipegang oleh:

o a) Trade Unions Congress (TUC)

o b) Malaysian Industrial Relations Department

(DIR)

o ¢) All-China Federation of Trade Unions (ACFTU)

o d) National Labour Advisory Council (NLAC)
Sistem hubungan industrial di Tiongkok sangat
dipengaruhi oleh:

o a) Prinsip demokrasi liberal

o b) Kebijakan pemerintah yang berorientasi

stabilitas dan pertumbuhan

o c) Kebebasan penuh serikat pekerja independen

o d) Mekanisme tripartit yang kuat
Salah satu kelemahan sistem hubungan industrial di
Tiongkok adalah:

o a) Minimnya pengaruh pemerintah

o b) Kurangnya regulasi yang mengatur hak pekerja

o c¢) Terbatasnya kebebasan dan independensi

serikat pekerja

o d) Mekanisme penyelesaian sengketa yang lambat
Praktik hubungan industrial di Malaysia menunjukkan
pentingnya:

a) Pengendalian ketat oleh pemerintah
b) Dialog sosial dan kolaborasi tripartit
c) Pengabaian terhadap serikat pekerja
d) Penggunaan kekerasan dalam penyelesaian
konflik
Salah satu praktik baik dari Malaysia yang dapat diadopsi
Indonesia adalah:
o a) Penguatan lembaga pengawas dan mekanisme
penyelesaian sengketa
b) Penghapusan serikat pekerja
c) Pengendalian ketat terhadap negosiasi kolektif

@)

O O O
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o d) Mengurangi peran pemerintah dalam hubungan
industrial
10. Dalam studi banding hubungan industrial, faktor utama
yang mempengaruhi praktik di berbagai negara adalah:
a) Hanya regulasi hukum
o b) Budaya, politik, dan ekonomi
o ¢) Tingkat pendidikan pekerja
o d)Jumlah serikat pekerja

o

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan di Indonesia mengalami konflik
terkait upah dan jam kerja antara serikat pekerja dan
manajemen. Berdasarkan praktik hubungan industrial di
Malaysia dan Tiongkok, buatlah rencana langkah-langkah
penyelesaian konflik tersebut yang mengintegrasikan
prinsip tripartisme, mediasi, dan arbitrase. Jelaskan setiap
langkah secara rinci.

2. Anda diminta untuk menyusun sebuah rekomendasi
kebijakan hubungan industrial yang berkelanjutan dan
adil di Indonesia, dengan mengambil pelajaran dari sistem
Malaysia dan Tiongkok. Tuliskan poin-poin utama
rekomendasi tersebut dan jelaskan alasan di balik setiap
poin.
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BAB 14: TANTANGAN DAN

PROSPEK HUBUNGAN

INDUSTRIAL DI MASA DEPAN

Tujuan Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif
tantangan utama yang dihadapi hubungan industrial di
era globalisasi dan digitalisasi, serta dampaknya terhadap
dinamika hubungan antara pengusaha dan pekerja.
Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis
strategi-strategi yang dapat diterapkan  untuk
memperkuat hubungan industrial secara berkelanjutan di
tengah perubahan lingkungan kerja dan ekonomi global.
Mahasiswa mampu memahami peran pendidikan dan
pelatihan dalam membangun sumber daya manusia
(SDM) yang kompeten dan adaptif terhadap
perkembangan teknologi serta tantangan masa depan
dalam hubungan industrial.

Mahasiswa mampu mengkaji berbagai studi kasus dan
praktik terbaik dari berbagai negara terkait pengelolaan
hubungan industrial di masa depan, serta
mengaplikasikan konsep tersebut dalam konteks
Indonesia.

Mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran Kkritis
mengenai pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam
membangun hubungan industrial yang harmonis dan
berkelanjutan di tengah tantangan global.

Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi kebijakan
dan strategi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas
hubungan industrial di masa depan, sesuai dengan
perkembangan teknologi dan kebutuhan tenaga kerja.
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7. Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan
tentang tantangan dan prospek hubungan industrial ke
dalam diskusi akademik maupun praktik lapangan secara
profesional dan bertanggung jawab.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, hubungan
industrial menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan
dinamis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang pesat telah mengubah cara kerja, pola komunikasi, serta
struktur organisasi di berbagai sektor industri. Perubahan ini
menuntut pengusaha dan pekerja untuk mampu beradaptasi
secara cepat agar tetap kompetitif dan harmonis dalam hubungan
kerja. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan
tersebut dapat menimbulkan ketegangan, konflik, bahkan
disfungsi dalam hubungan industrial yang berakibat pada
menurunnya produktivitas dan kesejahteraan bersama.

Globalisasi membawa dampak besar terhadap pasar tenaga kerja,
termasuk munculnya kompetisi internasional yang ketat dan
ketidakpastian ekonomi. Perusahaan harus mampu bersaing di
tingkat global, sementara pekerja harus memiliki kompetensi
yang relevan dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Digitalisasi, misalnya, telah mengubah proses produksi,
distribusi, dan layanan, sehingga menuntut peningkatan
keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja secara
berkelanjutan. Di sisi lain, tantangan ini juga membuka peluang
baru untuk inovasi, efisiensi, dan pengembangan hubungan
industrial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, strategi penguatan hubungan industrial yang
berkelanjutan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya
berkaitan dengan penyesuaian terhadap teknologi, tetapi juga
melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung
terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan
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pekerja. Pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan akan
memastikan bahwa hubungan industrial tidak hanya bersifat
jangka pendek, tetapi mampu bertahan dan berkembang dalam
jangka panjang, bahkan di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, peran pendidikan dan pelatihan menjadi kunci utama
dalam membangun SDM yang mampu menghadapi tantangan
masa depan. Melalui pendidikan yang relevan dan pelatihan yang
berkelanjutan, tenaga kerja dapat memperoleh kompetensi baru,
meningkatkan produktivitas, dan memperkuat posisi tawar
mereka di pasar tenaga kerja. Pendidikan juga berperan dalam
membangun kesadaran akan pentingnya hubungan industrial
yang sehat dan berkeadilan, sehingga tercipta suasana kerja yang
kondusif dan produktif.

Dengan memahami berbagai tantangan dan peluang yang ada,
mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan wawasan dan
kompetensi yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan
dalam pengelolaan hubungan industrial di masa depan. Mereka
harus mampu berpikir kritis, inovatif, dan strategis dalam
merumuskan solusi yang relevan dan efektif. Melalui
pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami
teori dan konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan
pengetahuan tersebut dalam konteks nyata, baik di lingkungan
akademik maupun di dunia kerja. Dengan demikian, mereka akan
menjadi profesional yang mampu berkontribusi secara positif
terhadap pembangunan hubungan industrial yang harmonis,
berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

14.1 Tantangan Globalisasi dan
Digitalisasi

Globalisasi dan digitalisasi merupakan dua fenomena yang secara
simultan dan saling berkaitan telah mengubah lanskap hubungan
industrial secara fundamental. Globalisasi, yang didorong oleh
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kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, telah
memperluas pasar dan membuka peluang serta tantangan baru
bagi perusahaan dan tenaga kerja di seluruh dunia. Di sisi lain,
digitalisasi merujuk pada proses konversi data dan proses bisnis
ke dalam format digital yang memungkinkan otomatisasi,
efisiensi, dan inovasi dalam berbagai aspek operasional
perusahaan. Kedua fenomena ini membawa dampak besar
terhadap struktur, proses, dan dinamika hubungan industrial.

Salah satu dampak utama dari globalisasi adalah meningkatnya
kompetisi internasional. Perusahaan tidak lagi bersaing hanya di
tingkat domestik, tetapi juga di pasar global. Hal ini memaksa
perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar
tetap kompetitif. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur di
Indonesia harus bersaing dengan perusahaan dari negara lain
yang memiliki biaya produksi lebih rendah, teknologi lebih maju,
dan akses pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, hubungan
industrial harus mampu mendukung inovasi dan adaptasi agar
perusahaan tetap bertahan dan berkembang. Peningkatan
kompetensi tenaga kerja menjadi kunci utama, karena pekerja
harus mampu menguasai teknologi baru dan mengikuti
perkembangan pasar global.

Digitalisasi mempercepat perubahan tersebut dengan
memperkenalkan otomatisasi proses produksi melalui teknologi
seperti robotik, kecerdasan buatan (Al), dan Internet of Things
(IoT). Sebagai contoh, di industri manufaktur, penggunaan robot
dan sistem otomatisasi telah mengurangi ketergantungan pada
tenaga kerja manusia untuk pekerjaan yang bersifat repetitif dan
berisiko tinggi. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam
hubungan industrial, terutama terkait dengan pengurangan
tenaga kerja manusia dan kebutuhan akan kompetensi baru.
Pekerja harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru,
mengembangkan keterampilan digital, dan bersedia mengikuti
pelatihan berkelanjutan.
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Selain itu, digitalisasi juga mengubah pola komunikasi dan
kolaborasi di tempat kerja. Teknologi seperti platform
komunikasi daring, sistem manajemen sumber daya manusia
berbasis cloud, dan media sosial memungkinkan komunikasi
yang lebih cepat dan transparan antara pengusaha dan pekerja.
Sebagai contoh, perusahaan multinasional seperti Unilever dan
Google telah mengimplementasikan platform digital untuk
memfasilitasi komunikasi internal dan pengelolaan hubungan
industrial secara lebih efektif. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga
menimbulkan tantangan terkait dengan pengawasan dan
pengendalian terhadap pekerja, serta risiko pelanggaran privasi
dan keamanan data.

Tantangan lain yang muncul dari globalisasi dan digitalisasi
adalah ketimpangan dan disparitas dalam akses teknologi dan
kompetensi. Tidak semua pekerja memiliki akses yang sama
terhadap pelatihan dan teknologi terbaru, sehingga muncul
kesenjangan = kompetensi yang dapat memperburuk
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, pekerja di
daerah terpencil atau sektor informal mungkin kesulitan
mengakses pelatihan digital, sehingga mereka tertinggal dari
rekan-rekan mereka di kota besar atau di sektor formal. Kondisi
ini dapat memicu ketegangan dan konflik dalam hubungan
industrial, jika tidak dikelola secara adil dan inklusif.

Selain aspek teknis dan ekonomi, globalisasi dan digitalisasi juga
membawa tantangan dari segi budaya dan regulasi. Perbedaan
budaya kerja, norma sosial, dan regulasi di berbagai negara dapat
menimbulkan konflik dan hambatan dalam pengelolaan
hubungan industrial lintas negara. Sebagai contoh, perusahaan
multinasional harus menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan
mereka dengan regulasi lokal dan budaya setempat agar
hubungan industrial tetap harmonis. Di Indonesia, misalnya,
regulasi ketenagakerjaan yang ketat dan perlindungan pekerja
yang kuat harus dipadukan dengan praktik global yang inovatif
dan adaptif.
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Dalam konteks ini, pengelolaan hubungan industrial harus
mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan yang muncul dari
globalisasi dan digitalisasi. Perusahaan perlu mengembangkan
strategi yang mampu mengintegrasikan teknologi baru secara
efektif, sekaligus menjaga keberlanjutan hubungan kerja yang
adil dan berkeadilan. Pengembangan kebijakan yang mendukung
pelatihan digital, peningkatan kompetensi, dan perlindungan hak
pekerja menjadi sangat penting. Selain itu, kolaborasi antara
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja harus diperkuat
untuk menciptakan kerangka regulasi yang fleksibel dan adaptif
terhadap perubahan zaman.

Secara umum, tantangan dari globalisasi dan digitalisasi
menuntut adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan
hubungan industrial. Pendekatan yang bersifat kolaboratif,
inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan menjadi kunci
utama agar hubungan industrial dapat tetap harmonis dan
produktif di tengah perubahan yang cepat dan tidak menentu.
Perusahaan harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang
inklusif dan berdaya saing, di mana pekerja merasa dihargai dan
mampu berkembang secara profesional. Di sisi lain, pekerja harus
mampu mengembangkan kompetensi digital dan beradaptasi
dengan perubahan teknologi agar tetap relevan dan produktif.

14.2 Strategi Penguatan Hubungan
Industrial yang Berkelanjutan

Menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, penguatan
hubungan industrial yang berkelanjutan menjadi sebuah
keharusan. Hubungan industrial yang berkelanjutan tidak hanya
berorientasi pada pencapaian hasil jangka pendek, tetapi juga
memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam
jangka panjang. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan
ekosistem hubungan kerja yang harmonis, inklusif, dan mampu
beradaptasi terhadap perubahan zaman.
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Salah satu strategi utama adalah pengembangan kompetensi dan
keterampilan pekerja secara berkelanjutan. Dalam konteks
digitalisasi, kompetensi digital menjadi syarat utama agar pekerja
mampu mengikuti perkembangan teknologi dan berkontribusi
secara optimal. Perusahaan perlu menyediakan program
pelatihan dan pengembangan yang relevan, seperti pelatihan
penggunaan teknologi baru, manajemen data, dan keterampilan
komunikasi digital. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur di
Indonesia yang mengadopsi teknologi Industry 4.0 harus melatih
pekerja mereka dalam pengoperasian robot dan sistem
otomatisasi. Program pelatihan ini tidak hanya meningkatkan
produktivitas, tetapi juga memperkuat hubungan kerja melalui
peningkatan kepercayaan dan loyalitas pekerja.

Selain pengembangan kompetensi, penerapan prinsip-prinsip
keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan hubungan
industrial juga menjadi strategi penting. Hal ini meliputi
perlindungan hak pekerja, pemberian upah yang adil, serta
jaminan sosial dan kesehatan. Sebagai contoh, perusahaan yang
menerapkan sistem pengupahan yang adil dan transparan akan
membangun kepercayaan dan mengurangi potensi konflik. Di
Indonesia, regulasi mengenai upah minimum dan jaminan sosial
telah menjadi dasar dalam memastikan perlindungan hak
pekerja, namun implementasinya harus terus diperkuat dan
disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja.

Penguatan hubungan industrial juga memerlukan peningkatan
komunikasi dan dialog yang efektif antara pengusaha dan
pekerja. Pendekatan dialog terbuka dan musyawarah dapat
membantu menyelesaikan permasalahan secara damai dan
preventif. Sebagai contoh, perusahaan yang rutin mengadakan
forum komunikasi dan pertemuan dengan serikat pekerja dapat
mengidentifikasi masalah sejak dini dan mencari solusi bersama.
Teknologi digital dapat mendukung hal ini melalui platform
komunikasi daring yang memudahkan partisipasi semua pihak,
seperti aplikasi survei dan forum diskusi online.
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Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat
pekerja dalam membangun kebijakan yang mendukung
keberlanjutan hubungan industrial sangat penting. Pendekatan
tripartit dapat menciptakan regulasi yang fleksibel dan adaptif
terhadap perubahan global. Sebagai contoh, di Indonesia, Dewan
Pengupahan dan Dewan Ketenagakerjaan merupakan forum
tripartit yang berperan dalam menetapkan kebijakan upah dan
kondisi kerja yang adil dan berkelanjutan.

Penguatan hubungan industrial juga harus memperhatikan aspek
keberlanjutan lingkungan dan sosial. Perusahaan perlu
mengintegrasikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) dan keberlanjutan dalam strategi bisnis
mereka. Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan praktik
ramah lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan
masyarakat sekitar akan mendapatkan dukungan sosial dan
meningkatkan citra perusahaan. Hal ini sejalan dengan konsep
triple bottom line yang menekankan keberlanjutan ekonomi,
sosial, dan lingkungan (Elkington, 1997).

Dalam rangka mencapai keberlanjutan, inovasi dalam
pengelolaan  hubungan industrial juga harus terus
dikembangkan. Penggunaan teknologi digital untuk memantau
dan mengevaluasi hubungan kerja secara real-time dapat
membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
Selain itu, pengembangan model hubungan kerja yang fleksibel,
seperti kerja jarak jauh dan Kkerja paruh waktu, dapat
meningkatkan daya tahan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

Secara keseluruhan, strategi penguatan hubungan industrial yang
berkelanjutan harus bersifat holistik dan integratif. Pendekatan
ini melibatkan peningkatan kompetensi, keadilan, dialog terbuka,
kolaborasi tripartit, dan perhatian terhadap aspek keberlanjutan
lingkungan dan sosial. Dengan menerapkan strategi ini,
diharapkan hubungan industrial di Indonesia mampu
menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi secara efektif,
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serta mampu menciptakan ekosistem kerja yang harmonis,
produktif, dan berkelanjutan.

14.3 Peran Pendidikan dan Pelatihan
dalam Membangun SDM Industrial

Pendidikan dan pelatihan memegang peranan sentral dalam
membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten,
adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan masa depan
hubungan industrial. Di era digital dan globalisasi, kompetensi
tenaga kerja tidak lagi cukup hanya pada pengetahuan dasar,
tetapi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi,
memahami dinamika pasar global, serta memiliki kemampuan
interpersonal dan manajerial yang baik.

Pertama, pendidikan formal di tingkat pendidikan tinggi dan
vokasi harus mampu menyediakan kurikulum yang relevan
dengan kebutuhan industri masa depan. Kurikulum tersebut
harus mengintegrasikan aspek teknologi digital, manajemen
hubungan industrial, serta kompetensi sosial dan budaya.
Sebagai contoh, universitas dan politeknik di Indonesia perlu
mengembangkan program studi yang berfokus pada teknologi
industri 4.0, manajemen sumber daya manusia, dan
kewirausahaan sosial. Dengan demikian, lulusan akan memiliki
kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja
global dan mampu berkontribusi secara efektif dalam
pengelolaan hubungan industrial.

Kedua, pelatihan berkelanjutan atau lifelong learning menjadi
kunci dalam memastikan tenaga kerja tetap relevan dan
kompetitif. Perusahaan harus menyediakan program pelatihan
internal yang berkelanjutan, termasuk pelatihan penggunaan
teknologi baru, pengembangan keterampilan soft skills, dan
peningkatan kompetensi manajerial. Sebagai contoh, perusahaan
teknologi di Indonesia seperti Gojek dan Tokopedia secara rutin
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mengadakan pelatihan digital dan pengembangan kepemimpinan
bagi karyawannya. Program ini tidak hanya meningkatkan
produktivitas, tetapi juga memperkuat hubungan kerja melalui
rasa saling percaya dan komitmen terhadap pengembangan
bersama.

Selain pelatihan internal, kolaborasi antara institusi pendidikan
dan industri sangat penting untuk memastikan relevansi
kurikulum dan kebutuhan pasar. Program magang, kerja sama
riset, dan pelatihan berbasis industri dapat mempercepat
transfer pengetahuan dan pengalaman praktis kepada
mahasiswa dan pekerja. Sebagai contoh, program magang di
perusahaan multinasional seperti Unilever dan Nestlé di
Indonesia memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa
dan pekerja dalam mengelola hubungan industrial yang sehat dan
produktif.

Peran pendidikan dan pelatihan juga meliputi pembangunan
kesadaran akan pentingnya hubungan industrial yang
berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui pendidikan, mahasiswa
dan pekerja dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta
pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan
konflik. Pengembangan soft skills seperti komunikasi, negosiasi,
dan empati menjadi sangat penting agar mereka mampu
membangun  hubungan yang harmonis dan saling
menguntungkan.

Di tingkat kebijakan, pemerintah perlu mendorong
pengembangan program pelatihan yang inklusif dan aksesibel,
terutama bagi pekerja di sektor informal dan daerah terpencil.
Program pelatihan berbasis komunitas dan digital dapat
membantu mengurangi disparitas kompetensi dan memperkuat
daya saing tenaga Kkerja nasional. Sebagai contoh, program
pelatihan digital yang diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan dan lembaga pelatihan swasta di Indonesia
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telah membantu ribuan pekerja di daerah terpencil untuk
memperoleh keterampilan digital yang relevan.

Selain aspek teknis, pendidikan juga harus mampu membangun
kesadaran akan pentingnya etika kerja, tanggung jawab sosial,
dan keberlanjutan dalam hubungan industrial. Hal ini dapat
dilakukan melalui integrasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum
dan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, generasi muda dan
tenaga kerja masa depan akan memiliki mindset yang
mendukung terciptanya hubungan industrial yang sehat, adil, dan
berkelanjutan.

Dalam konteks global, pengembangan SDM harus mampu
bersaing di tingkat internasional. Oleh karena itu, program
pelatihan dan pendidikan harus mengikuti standar internasional
dan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Misalnya, model
pelatihan di Jerman yang dikenal dengan sistem dual education,
menggabungkan pendidikan akademik dan pelatihan kerja secara
langsung di industri, dapat menjadi inspirasi untuk
pengembangan sistem pendidikan vokasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, pendidikan dan pelatihan merupakan
fondasi utama dalam membangun SDM industrial yang mampu
menghadapi tantangan masa depan. Melalui peningkatan kualitas
pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan, kolaborasi industri
dan institusi pendidikan, serta pengembangan soft skills dan
nilai-nilai keberlanjutan, Indonesia dapat menciptakan tenaga
kerja yang kompeten, inovatif, dan mampu membangun
hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan
demikian, pembangunan hubungan industrial tidak hanya
menjadi tanggung jawab pengusaha dan pekerja, tetapi juga
menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam mencapai
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rangkuman
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Pendidikan dan pelatihan memegang peranan penting dalam
membangun SDM yang kompeten dan adaptif untuk mendukung
hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Berikut
adalah poin-poin utama yang menjadi kesimpulan dari peran
pendidikan dan pelatihan dalam konteks ini:

1.

214

Pengembangan kurikulum relevan: Pendidikan formal di
tingkat tinggi dan vokasi harus mampu menyediakan
kurikulum yang mengintegrasikan teknologi digital,
manajemen hubungan industrial, serta kompetensi sosial
dan budaya agar lulusan siap menghadapi tantangan
industri masa depan.

Pelatihan berkelanjutan: Program pelatihan secara terus-
menerus sangat diperlukan untuk memastikan tenaga
kerja tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan
teknologi, termasuk penguasaan keterampilan digital, soft
skills, dan manajemen. Perusahaan perlu menyediakan
pelatihan internal yang mendukung pengembangan
kompetensi ini.

Kolaborasi antara pendidikan dan industri: Kemitraan
yang erat antara institusi pendidikan dan dunia usaha,
seperti program magang dan riset berbasis industri,
mempercepat transfer pengetahuan dan pengalaman
praktis, sehingga tenaga kerja lebih siap dan mampu
membangun hubungan industrial yang sehat.
Membangun kesadaran akan keadilan dan keberlanjutan:
Melalui pendidikan, pekerja dan mahasiswa diajarkan hak
dan kewajibannya, pentingnya dialog, serta nilai-nilai
keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, sehingga
tercipta hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan.
Peran pemerintah: Pemerintah perlu mendorong
pengembangan program pelatihan yang inklusif dan
aksesibel, terutama bagi pekerja di sektor informal dan
daerah terpencil, agar disparitas kompetensi dapat
diminimalisasi dan daya saing tenaga Kkerja nasional
meningkat.
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6. Pengembangan soft skills dan nilai-nilai keberlanjutan:
Pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai etika
kerja, komunikasi, negosiasi, dan empati, yang
mendukung terciptanya hubungan industrial yang
harmonis dan saling menguntungkan.

7. Standar internasional dan praktik terbaik: Pengembangan
SDM harus mengikuti standar global dan mengadopsi
praktik terbaik dari negara lain, seperti sistem dual
education di Jerman, untuk meningkatkan kualitas dan
daya saing tenaga kerja Indonesia.

8. Peran strategis dalam pembangunan nasional: Melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, Indonesia
dapat menciptakan tenaga kerja yang inovatif, kompeten,
dan mampu berkontribusi secara positif dalam
pembangunan hubungan industrial yang berkelanjutan
dan inklusif.

Latihan Mahasiswa

Soal Essay

1. Jelaskan secara komprehensif tantangan utama yang
dihadapi hubungan industrial di era globalisasi dan
digitalisasi serta dampaknya terhadap hubungan antara
pengusaha dan pekerja.

2. Analisis strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk
memperkuat hubungan industrial secara berkelanjutan di
tengah perubahan lingkungan kerja dan ekonomi global.

3. Uraikan peran pendidikan dan pelatihan dalam
membangun sumber daya manusia yang kompeten dan
adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tantangan
masa depan dalam hubungan industrial.

4. Kajiberbagai studi kasus dan praktik terbaik dari berbagai
negara terkait pengelolaan hubungan industrial di masa
depan, serta berikan rekomendasi penerapannya di
Indonesia.
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5. Tuliskan pemikiran Kkritis mengenai pentingnya inovasi
dan kolaborasi dalam membangun hubungan industrial
yang harmonis dan berkelanjutan di tengah tantangan
global.

Soal Pilihan Berganda

1. Apa dampak utama dari globalisasi terhadap hubungan
industrial di Indonesia?
o a) Menurunnya kompetisi internasional
o b) Meningkatkan efisiensi dan inovasi perusahaan
o c¢) Mengurangi kebutuhan pelatihan tenaga kerja
o d) Menurunkan standar perlindungan pekerja
2. Digitalisasi dalam hubungan industrial biasanya
menyebabkan:
o a) Peningkatan jumlah tenaga kerja manusia
o b) Otomatisasi proses produksi dan pengurangan
tenaga kerja manusia
o ¢) Penurunan penggunaan teknologi di tempat
kerja
o d) Pengurangan kebutuhan pelatihan digital
3. Salah satu tantangan dari digitalisasi adalah:
o a) Meningkatkan akses teknologi secara merata
o b) Meningkatkan disparitas kompetensi dan akses
teknologi
o c¢) Mengurangi kebutuhan pelatihan
o d) Menurunkan produktivitas tenaga kerja
4. Strategi utama dalam penguatan hubungan industrial
berkelanjutan adalah:
o a) Mengurangi pelatihan dan pengembangan
kompetensi
o b) Meningkatkan kompetensi dan keterampilan
pekerja secara berkelanjutan
c) Mengabaikan aspek sosial dan lingkungan
d) Mengurangi dialog dan komunikasi antara
pengusaha dan pekerja
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. Prinsip keadilan dalam hubungan industrial dapat
diwujudkan melalui:
a) Sistem pengupahan yang tidak transparan
b) Perlindungan hak pekerja dan upah yang adil
c) Pengabaian terhadap jaminan sosial
d) Pengurangan dialog antara pengusaha dan
pekerja
. Peran tripartit dalam hubungan industrial adalah:
o a) Mengurangi regulasi ketenagakerjaan
o b) Menciptakan regulasi yang fleksibel dan adaptif
o ¢) Mengurangi peran pemerintah
o d) Menghilangkan serikat pekerja
. Salah satu manfaat pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan adalah:
o a) Menurunkan kompetensi tenaga kerja
o b) Meningkatkan relevansi kompetensi tenaga
kerja dengan kebutuhan industri
o ¢) Mengurangi inovasi di tempat kerja
o d) Mengurangi peluang kerja
. Contoh praktik terbaik dari negara lain yang dapat
diterapkan di Indonesia adalah:
a) Sistem pendidikan dual di Jerman
b) Pengurangan pelatihan di Tiongkok
c) Pengabaian terhadap keberlanjutan lingkungan
d) Pengurangan dialog antara pengusaha dan
pekerja
. Dalam konteks hubungan industrial, inovasi dan
kolaborasi penting karena:
o a) Mengurangi kebutuhan pelatihan
o b) Meningkatkan ketegangan dan konflik
o ¢) Menciptakan hubungan yang harmonis dan
berkelanjutan
o d) Mengurangi partisipasi pekerja dalam
pengambilan keputusan

o

o O O

@)

o O O

10. Salah satu langkah strategis untuk membangun hubungan

industrial yang berkelanjutan adalah:
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a) Mengabaikan aspek sosial dan lingkungan
b) Meningkatkan komunikasi dan dialog terbuka
c) Mengurangi pelatihan dan pengembangan
kompetensi

o d) Mengurangi peran pemerintah dalam regulasi
ketenagakerjaan

Soal Project / Studi Kasus

1. Sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia menghadapi
tantangan akibat otomatisasi proses produksi yang
mengurangi jumlah tenaga kerja manusia. Buatlah sebuah
rencana strategi yang komprehensif untuk menjaga
hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan,
termasuk aspek pelatihan, komunikasi, dan perlindungan
hak pekerja.

2. Sebuah negara tetangga menerapkan sistem pelatihan
dual yang mengintegrasikan pendidikan formal dan
pengalaman kerja langsung di industri. Analisis
keunggulan sistem tersebut dan berikan rekomendasi
bagaimana Indonesia dapat mengadopsi praktik ini untuk
meningkatkan kualitas SDM dan hubungan industrial.
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